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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategsis pemerintah daerah dalam
menyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di
Kabupaten Sidaorjo sesuai dengan amanat Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 disebutkan bahwa kepala daerah mempunyai
kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD), yang mana Bagian Pemerintahan memiliki peran sebagai Sekretariat
penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD),
diharuskan melaksanakan menyusun strategi penyusunan dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) melalui dibangunnya Sistem Informasi
Portal Data Kinerja yakni sistem yagn memuat fitur pengumpulan data, evaluasi data
oleh evaluator internal dan eksternal, monitoring oleh pimpinan maupun kegiatan
Pendampingan dan Pra-evaluasi, yakni pendampingan terhadap keabsahan data
capaian dan data dukung yang dilaksanakan oleh evaluator internal dan eksternal.
Penelitian ini menggunakan basis analisis strategi yang dikemukakan oleh Mulgan
(2009:19), yang berfokus terhadap 5 aspek strategi yakni tujuan (Purpose),
Lingkungan (Environment), Pengarahan (Direction), Aksi (Action) dan Pembelajaran
(Learning). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan Strategi Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo telah
memenuhi aspek strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan, selain itu dilakukan
analisa matriks SWOT terhadap faktor internal dan eksternal pelaksanaan penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo. Faktor
internal dan eksternal untuk menunjang strategi pemerintah dalam penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo yang
terdiri dari faktor internal yakni kekuatan yaitu jaringan internet, motivasi aparatur,
sarana dan prasarana dan adanya dasar hukum. Adapun kelemahan yaitu kurangnya
skill, dan kurangnya anggaran. Sedangkan pada factor eksternal terdiri dari peluang
yaitu pesatnya perkembangan teknologi dan lebijakan pemerintah. Adapun ancaman
yaitu Kebocoran Sistem Keamanan dan Adanya Perubahan Kebijakan. Berdasarkan
analisa SWOT vyang dilakankaan, Strategi Penyusunan LPPD yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Sidaorjo merupakan bentuk stategi ideal dalam pelaksaan
analisis SWOT yang ada.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD), Strategi

vii



ABSTRACT

This research is motivated by the strategic role of local governments in compiling the
Regional Government Implementation Report (LPPD) document in Sidaorjo Regency
in accordance with the mandate of Law 23 of 2014 concerning Regional Government,
in article 69 it is stated that regional heads have the obligation to submit the Regional
Government Implementation Report (LPPD), where the Government Section has a
role as the Secretariat for the preparation of the Government Implementation Report
document Regions (LPPD), are required to carry out a strategy for the preparation
of Regional Government Implementation Report (LPPD) documents through the
construction of the Performance Data Portal Information System, which is a system
that contains data collection features, data evaluation by internal and external
evaluators, monitoring by leaders and Assistance and Pre-evaluation activities,
namely assistance to the validity of achievement data and supporting data carried out
by internal and external evaluators. This study uses the basis of strategy analysis
proposed by Mulgan (2009:19), which focuses on 5 aspects of strategy, namely
Purpose, Environment, Direction, Action and Learning. The results of this study show
that the implementation of the Strategy for the Preparation of Local Government
Implementation Reports (LPPD) in Sidoarjo Regency has fulfilled the aspects of the
strategy proposed by Geoff Mulgan, in addition to that a SWOT matrix analysis was
carried out on internal and external factors for the implementation of the preparation
of the Regional Government Implementation Report (LPPD) in Sidoarjo Regency.
Internal and external factors to support the government's strategy in the preparation
of the Regional Government Implementation Report (LPPD) in Sidoarjo Regency
which consists of internal factors, namely strength, namely the internet network,
apparatus motivation, facilities and infrastructure, and the existence of a legal basis.
The weaknesses are lack of skills, and lack of budget. Meanwhile, external factors
consist of opportunities, namely the rapid development of technology and government
policies. The threats are Security System Leaks and Policy Changes. Based on the
SWOT analysis carried out, the LPPD Preparation Strategy carried out by the
Sidaorjo Regency Government is an ideal form of strategy in the implementation of
the existing SWOT analysis.

Keywords: Regional Government, Regional Government Implementation Report
(LPPD), Strategy
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan salah satu prinsip dalam sistem
pemerintahan di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada daerah
untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri rumah tangga
pemerintahannya. Adapun prinsip ini dikenalkan dalam era reformasi
pada tahun 1999, setelah berakhirnya rezim Orde Baru yang sentralistik.
Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kebebasan dna
kemandirian bagi daerah dalam rangka mengelola sumber daya dan
Pembangunan di wilayahnya. Pada hakikatnya Otonomi Daerah
diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan Masyarakat hukum yang
diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah yang diberikan oleh
pemerintah Pusat kepada Daeerah dan dalam pelaksanaanya dilakukan
oleh Kepala Daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah
(Undang-undang 23 Tahun 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 5, urusan pemerintahan adalah
kekuasaan pemerintah dilakukan oleh Kementerian negara dan
penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Adapun klasifikasi
urusan pemerintahan berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :
1) Urusan pemerintah absolut

1



Urusan ini merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan pemerintah pusat, terdiri dari:

a. Urusan politik luar negeri

b. Urusan pertahanan

c. Urusan keamanan

d. Urusan yustisi

e. Urusan mineter dan fiskal nasional

f. Urusan agama

2) Urusan pemerintahan konkuren

Urusan  pemerintahan  konkuren  merupakan  urusan
pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat,,
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah
kabupaten/kota. Urusan ini meliputi urusan wajib yang
berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan
wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta
urusan pilihan:

a. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan;
pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat
dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum
dan perlindunagn masyarakat; dan sosial.

b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar meliputi urusan tenaga Kkerja;
pemberdayaan Perempuan dan perlindungan; pangan ;
pertanahan; lingkungan hidup; administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan
Masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan



keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan
informatika; kooperasi, usaha kecil, dan menengah;
penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistic;

persandian; kebudayaan; perpustakaan dan kearsipan.

. Urusahn pilihan meliputi kelautan dan perikanan;

pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumberdaya

mineral; perdagangan; Perindustrian; dan transmigrasi

3) Urusan Pemerintahan Umum

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan,

meliputi :

a.

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
dlam rangka memantapkan pengamalan Pancasila,
pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal lka
serta pemertahanan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

. Pembinaan persatuan dan kesatuanbangsa;

Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras dan golongan lainya guna mewujudkan
stabilitas keamanan local, regional dan nasional;

. Penanganan konflik social sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Koordinasi pelaksanan tugas antarinstansi pemerintah yang
ada diwilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan



memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia,
pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, potensi
serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
f. Pengembangan  kehidupan  demokrasi  berdasarkan
Pancasila dan
g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan
kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakana oleh Instansi
Vertikal
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, pada pasal 69 disebutkan bahwa kepala daerah
mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD), Kaporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah
(RLPPD) kepada masyarakat. Adapun dalam pasal 10 ayat (3) dan (4)
bahwa penyampaian LPPD kepada Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang
dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tuga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.Sebagai bentuk tindak lanjut pelaporan
tersebut, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang mengatur ruang lingkup LPPD, LKPJ, dan
RLPPD. Sedangkan peraturan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan
Peemerintah tersebut dilaksanakan siatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Adapun dalam rangka memenuhi kewajiban yang telah diatur
tersebut, maka setiap setelah masa anggaran berakhir sampai dengan
batas waktu yang di tentukan yakni 3 (tiga) bulan setelah masa berakhir
anggaran disusunlah laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD) Kabupaten Sidaorjo. LPPD pada prinsipnya merupakan bentuk
pertanggungjawaban kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam
rangka otonomi daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran. LPPD
sendiri memuat capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tahun
sebelumnya saat penyusunan LPPD itu sendiri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

LPPD Kabupaten Sidoarjo berisi tentang :

a. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang
terdiri dari Indikator Kinerja Makro (indeks pembangunan
manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan
ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan);
capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
(diukur berdasarkan Indikator Kkinerja pada masing-masing
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah); dan
capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah (dihasilkan
dari sistem manajemen Kinerja sesuai dengan Kketentuan
perundang-undangan mengenai sisten akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah)

b. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, terdiri dari
capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima

oleh daerah provinsi dari pemerintah pusat dan capaian kinerja



pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah
kabupaten/kota dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah provinsi.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) menjadi
sebuah sarana yang penting dalam rangka merekatkan ikatan hirarkis
antara pusat serta daerah, sehingga aktivitas Pemerintahan daerah
senantiasa jadi rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dengan aktivitas

penyelenggaraan pemerintahan pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), kepala daerah
wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintah Daetah dalam bentuk
LPPD. LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD). LPPD Merupakan gambaran kinerja
Pemerintah Daerah secara utuh sepanjang tahun dan menajdi dasar
evaluasi untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
LPPD disusun oleh Biro Pemerintahan untuk Pemerintah Daerah
Tingkat Provinsi dan disusun oleh Bagian Pmeerintahan

Kabupaten/Kota

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

bagian Pemerintahan memainkan peran penting antara lain :

a. Menyusun Bahan LPPD
Bagian Pemerintahan bertanggung jawab untuk menyusun
bahan-bahan yang ajan menjadi bagian dari LPPD yang
melibatkan pengumpulan data dan informasi terkait kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun



b. Menghimpun Informasi LPPD
Bagian Pemerintahan mengumpulkan informasi yang
diperlukan untuk menyusun LPPD. Hal ini melibatkan
koordinasi dengan berbagai Perangkat Daerah di pemerintahan
untuk memastikan data yang akan disampaikan dalam

pelaporan tersedia, relevan dan akurat

Jadi secara keseluruhan, bagian pemerintahan berperan dalam
memastikan koordinasi yang efektif dalam penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan memastikan bahwa
laporan tersebut mencerminkan kinerja pemerintahan daerah serta

pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun anggaran.

Dalam Pelaksanaannya terdapat banyak kendala dalam
melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraaan Pemerintahan
Daerah (LPPD), salah satunya saat Bagian Tata Pemerintahan
memberikan batas waktu pengumpulan data yang diperlukan kepada
Perangkat Daerah yang menjadi acuan OPD dalam tenggat waktu
pengumpulan. Namun, sering terjadinya keterlambatan pengumpulan
data oleh OPD. Keterlambatan dalam pengumpulan data tersebutlah yang
menghambat Bagian Tata Pemerintahan dalam penyusunan data LPPD.
Mengingat pentingnya Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ,
pemahaman OPD terkait pentingnya data LPPD sangat diharapkan oleh
bagian tata pemeintahan sehingga tidak terjadinya keterlambatan dan

anggapan sebelah mata tentang pentingnya LPPD.

Dalam pelaksananaya, Pelaporan LPPD bersifat mandatory dari

pemerintah pusat, sehingga tidak terdapat peraturan pemerintah yang



secata khusus mengatur mekanisme palporan LPPD. Namun demikian
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim penyususn LPPD yang
di bakukan dalan bentuk Surat Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Tim
Penyususn LPPD yang didalamnya berisi tentang tugas tim. Dalam
pelaksanaanya, penyusunan LPPD juda menemui banyak kendala
sehingga mengakibatkan penyusunan LPPD menjadi tidak maksimal,
bebrapa kendala yang ditemui dalam penyusunan LPPD di Kabupaten
Sidoarjo antara lain, adanya perubahan aturan tentang petunjuk teknis
penyusunan LPPD berupa Surat Edaran yang disampaiakan setiap tahun
oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah namum tidak disertai
penjelasan serta sosialisasi yang memadai, sehingga menyebabkan
kurang pahamnya tim penyusun LPPD di daerah

Selain itu terbitnya manual pedoman penyusunan LPPD tersebut
serta merta tidak dapat menjawab permasalahan terkait dengan indikator
kinerja karena terdapat beberapa rumus penghitungan indikator yang
berubah namun tidak disertai dengan penjelasan yang detail sehingga
menyulitkan tim penyusun LPPD di daerah unruk memenuhi data

capaian serta bukti dukung yang diinginkan.

Adanya beberapa data indikator kinerja yang tidak relevan dengan
kondisi di kabupaten sidoarjo, seperti urusan pertanahan kehutanan,
energi dan sumber daya mineral serta transmigrasi. Seperti diketahui
bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan Kawasan yang masuk ke dalam
lingkup daerah penyangga kota Surabaya dengan Tingkat kepadatan
penduduk yang tinggi, Dimana sudah tidak terdapat lagi Kawasan hutan
di Kabupaten Sidaorjo, Kabupaten Sidoarjo juga sudah tidak terdapat

pengolahan sumber energi dan mineral selain itu berdasarkan kondisi



penduduk si kabupaten sidoarjo, sudah tidak terdapat penduduk imigran
antar daerah di kabupaten Sidoajo. Hal ini menunjukan bahwa pusat
seolah olah menyamaratakan kondisi di setiap daerah sehingga dalam hal
ini IKK yang dimunculkan menjadi tidak relevan dengan kondisi

Kabupaten Sidoarjo karena tidak dapat dipenuhi datanya.

Adanya penataan kelembagaan pada rentang waktu penyusnan
LPPD juga meneybabkan tim penyusun LPPD berganti-ganti sehingga
diperlukan sosialisasi serta pendampingan ulang yang cukup menyita
waktu dan tenaga. Penetaan kelembagaan berupa mutasi dan promosi
menyebabkan pergantian personil penyususn LPPD di masing-masing
perangkat daerah. Selain harus menyesuaikan dengan nomeklatur
perangkat daerah yang baru, juga harus berkoordinasi ulang dengan
personal baru sehingga diperlukan pendampingan dalam penyusnan
LPPD.

Dalam beberapa urusan terdapat juga capaian kinerja yang masih
rendah, tidak mengalami peningkatan dan cenderung menurun. Hal ini
tentu memberikan pengaruh terhadap skor LPPD yang diberikan oleh tim
evaluator yang ada didaerah dan pusat.

Selain hal tersebut, adanya tuntutan terhadap skor dan status kinerja
LPPD daerah yang harus meningkat dari tahun ke tahun yang sudah
diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sidaorjo tahun 2021 —
2026. Untuk skor dan status kinerja LPPD sendiri, melekat pada Rencana
Strategi Sekretariat Daerah, selaku sekretariat pelaporan LPPD di

kabupaten Sidoarjo, berikut adalah target yang telah dijadikan target
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dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
2021-2026 :

Tabel 1.1 Target Status Kinerja LPPD dalam Dokumen
Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2021 - 2026

Indikato | DO dan Target Skor dan Status Kinerja
r Tujuan | Formulasi 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8

Status Hasil evaluasi 3,61 3,64 3,69 3,72 3,75 3,78
Kinerja | kinerja (Tinggi) | (Tinggi) | (Tinggi) | (Tinggi) | (Tinggi) | (Tinggi)

LPPD Penyelenggaraan

Pemerintahan
Daerah
(EKKPD)
Merupakan hasil
dari LPPD 2
(dua) tahun
sebelumnya dan
EKPPD 1 (satu)
tahun
sebelumnya

Sumber : Dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo
Tahun 2021-2026

Beberapa hal tersebut di atas kemudian menarik penulis untuk
mendeskripsikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Bupati
Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur  Sipil Negara, LPPD menjadi salah satu komponen
penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Mendasar hal
tersebut, penulis juga ingin mengetahui apa langkah-langkah yang
dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Untuk mempertahankan skor
LPPD dari tahun ke tahun sebagai berikut :
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Tabel 1.2 Skor LPPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018-2022

No | Tahun Skor LPPD Kategori

1 2018 3.549 Sangat Tinggi
2 2019 Tidak dikeluarkan oleh Kemendagri | -

3 2020 Tidak dikeluarkan oleh Kemendagri | -

4 2021 3.61 Tinggi

5 2022 3.78 Tinggi

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Skor Kinerja LPPD Kabupaten Sidoarjo terus meningkat dari tahun-
ketahun, pada tahun 2018 skor kinerja LPPD Kabupaten Sidoarjo yakni
3.549 dengan status “Sangat Tinggi”, di tahun 2019 dan 2020 tidak
dikeluarkan akor kinerja LPPD dikarenakana danya transisi dasar hukum
pelaksanaan pelaporan LPPD, dimana yang awalnya dasar pelaksanaanya
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Status Penilaian

sebagai berikut :

Tabel 1.3 Status Kinerja LPPD berdasarkan PP 13 Tahun 2019

No Skor Kinerja Status Kinerja
1 0-1 Rendah
2 1-2 Sedang
3 2-3 Tinggi
4 3—4 Sangat Tinggi

Sumber : Peraturtan Pemerintahn Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Adapun Dasar Hukum yang terbaru mengatur tentang pelaksanaan
Pelaporan LPPD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dimana kategori penilaiannya terdiri dari 5 status yaitu :
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Tabel 1.4 Status Penilaian berdasarkan Permendagri 18 Tahun 2020

No | Skor Kinerja Status Kinerja
1 1,00 -1,80 Sangat Rendah
2 1,81 -2,60 Rendah

3 2,61 - 3,40 Sedang

4 3,41 4,20 Tinggi

5 4,21 -5,00 Sangat Tinggi

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2019

Ditahun 2021 skor kinerja LPPD di Kabupaten Sidoarjo yakni 3,61
dengan status kinerja “Tinggi”, dan ditahun 2022 skor kinerja LPPD
Kabupaten Sidaorjo 3,78 dengan status kinerja “Tinggi”. Jika dilihat dari
trend skor Kinerja, Kabupaten Sidaorjo mengalami peninggatan skor
kinerja, namun untuk status kinerja LPPD nya menurun dari “Sangat
Tinggi” menjadi “Tinggi”, dikarenakan adanya perubahan regualasi

mengenai dasar penentuan kategori status kinerja LPPD.

Berdasarkan berbagai fenomena tersebut diatas, kemudian menarik
penulis untuk mendeskrisikan penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo dan mengetahui apa
saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam
mempertahankan dan meningkatkan Skor LPPD yang dalam beberapa
tahun terakhir. Adapun judul yang dipilih yaitu “Strategi Penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Di

Kabupaten Sidoarjo”
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1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang jawabannya akan
dicari melalui penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah

dipaparkan sebelumnya dapat ditarik suatu permasalahan yaitu:

1) Bagaimana Strategi pelaksanaan Penyusunan  Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo?

2) Apa faktor internal dan eksternal dalam penerapan Strategi
pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah di Kabupaten Sidoarjo?
1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merupakan hasil yang ingin
diperoleh dari sebuah penelitian sehingga dapat disusun jawaban dari

pertanyaan penelitian. Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi
pelaksanaan ~ Penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah di Kabupaten Sidoarjo

2. Mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis menjadi
faktor internal dan eksternal dalam strategi pelaksanaan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di
Kabupaten Sidoarjo.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan Manfaat

dari segi praktis dan juga akademis:

a) Manfaat Akademis :
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b)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam
penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi best practices bagi
institusi ~ yang  melaksanakan  penyusunan  Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi
ilmu administrasi publik dan bagi peneliti lain yang memiliki

fokus yang sama terkait strategi.



TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

BAB Il

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh

para peneliti terdahulu dan mempunyai korelasi baik itu locus maupun

fokus pada penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan peneliti untuk

mengetahui bagaimana perkembangan penelitian-penelitian yang telah

dilakukan terkait Strategi Penyusunan LPPD, sehingga peneliti dapat

menemukan gap yang dapat peneliti gunakan sebagai bahan pengkajian

dan nantinya akan menjadi dasar dalam penelitian ini. Dalam penelitian

ini terdapat 2 Jenis Penelitian terdahulu mengenai Strategi Penyusunan

LPPD. Adapun hasil-hasil penelitian ini adalam bentuk artikel sebagai

berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu terkait penyusunan LPPD

No Nama Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian Penelitian
1 | Henry Implementasi mengetahui | Metode Hasil penelitian ini
Nelson Laporan penyusunan | Deskriptif | yaitu proses
Momuat Penyelenggaraan | LPPD pada | kualitatif | penyusunan LPPD
(2020) Pemerintahan sekretariat di Sekretariat
Daerah (LPPD) | Daerah Daerah Kabupaten
pada Sekretariat | Minahasa Minahasa Selatan
Daerah Selatan belum sesuai
Minahasa dengan target yang
Selatan ditetapkan,
sehingga hasil
yang
dicapai tidak
maksimal

15
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No Nama Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian Penelitian
2 | Irma Mutia | Implementasi menganalisa | Metode pelaksanaan
Sari, Azhar | Kebijakan pengimplem | Deskriptif | implementasi
dan M. Penyusunan entasian kualitatif | kebijakan
Husni Laporan kebijakan penyusunan
Tahmrin Penyelenggaraan | penyusunan Laporan
(2021) Pemerintah Laporan Penyelenggaraan
Daerah Tahun Penyelengga Pemerintahan
2020 di raan Daerah Tahun
Pemerintah Kota | Pemerintaha 2020 di Kota
Pangkalpinang n Daerah Pangkal Pinang
Tahun 2020 sudah terlaksana
di dengan baik,
Pemerintah terbukti dengan
Kota telah
Pangkalpina terlaporkannya
ng serta LPPD kepada
faktor yang pemerintah pusat
menjadi secara tepat waktu
penghambat yakni tidak
dan melewati batas
pendukung penyumpulan
dalam yaitu 3 bulan
mengimplem setelah masa
entasikan anggaran berakhir.
kebijakan
tersebut
3 | Nindy Penyusunan Untuk kualitatif | Hasil penelitian ini
Syafrilia Laporan mendeskrips menunjukkan
(2020) Penyelenggaraan | ikan bahwa secara
Pemerintahan penyusunan umum
Daerah di Kota | Laporan Penyusunan
Yogyakarta Penyelengga Laporan
raan Penyelenggaraan
Pemerintaha Pemerintahan
n Daerah Daerah di Kota
Kota Yogyakarta sudah
Yogyakarta dilaksanakan
Tahun 2020 dengan baik.
4 | Muhammad | Efektivitas untuk deskriptif | Hasil dalam
Rizky Dwi Bagian Tata mengetahui | kualitatif | penelitian ini ialah
Putra Pemerintahan dan koordinasi dalam
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No Nama Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian Penelitian
Panggato, Dalam mendeskrips penyusunan LPPD
2022 Koordinasi ikan antara Bagian Tata
Penyusunan bagaimana Pemerintahan
Laporan efektivitas dengan Perangkat
Penyelenggaraan | bagian tata Daerah sudah
Pemerintahan pemerintaha berjalan
Daerah (LPPD) | ndalam denganefektif.
di Kabupaten koordinasi
Banggai penyusunan
Provinsi laporan
Sulawesi penyelengga
Tengah raan
pemerintaha
n daerah
(Ippd) di
kabupaten
banggai
provinsi
sulawesi
tengah
penyusunan
Ippd,
5 | Arif Evaluasi untuk Metode pelaporan LPPD
Siswadi, Penyusunan mendeskrips | Deskriptif | Provinsi
2019 Laporan ikan kualitatif | Kalimantan
Penyelenggaraan | dendalami Selatan telah
Pemerintah dan dilaksanakanan
Daerah Provinsi | menganalisi dengan tepat
Kalimantan evaluasi waktu, namun dari
Utara penyusunan sisi validitas
LPPD laporan yang
Provinsi dihasilkan belum
Kalimantan sepenuhnya valid.
Utara
6 | Darmawati, | Pelaporan mengetahui | Yuridis Pemerintah
SH., 2021 Kinerja Kepala | dan Empiris Kabupaten Rokan
Daerah Kepada | memahami Hilir telah
Pemerintah pelaksanaan menyampaikan
Pusat pelaporan LPPD sejak 2016-
Berdasarkan kinerja 2021 kepada
Undang-undang | kepala menteri Dalam
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No Nama Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian Penelitian
Nomor 23 daerah Negeri melalui
Tahun 2014 di kepada gubernur, sesuai
Kabupaten pemerintah dengan amanat
Rokan Hilir pusat dan Undang-undang
apa saja Nomor 23 Tahun
hambatan 2014 tentang
dalam Pemerintah
penyampaia Daerah
n laporan
kinerja
tersebut.
7 | Veneranda Determinasi mengetahui kualitas
Moi Penghambat kualitas penelitian | penyusunan LPPD
Kualitas penyusun kepustaka | Provinsi
penyusunan laporan an dan NTT sebagai
LPPD Biro penyelengga | penelitian | media informasi
Pemerintahan raan lapangan | pertanggung
Sekretariat pemerintaha | dengan jawaban kinerja
Daerah Provinsi | n daerah taknik penyelenggaraan
Nusa Tenggara | (LPPD) pengump | pemerintah daerah
Timur dengansub | ulandata | provinsi NTT di
fokus melalui pengaruhi
penelitian; study beberapa faktor,
@ dokumen | yaitu; kompetensi
relevansi dan sumber daya
data dan wawancar | manusia, evaluasi
informasi; a. kinerja mandiri,
(b) dan koordinasi.
keandalan
dan dapat
dibandingka
n; (c)
kelengkapan
data dan
informasi.
Kedua;
identifikasi
faktor-faktor
penghambat
penyususn

laporan
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tim

No Nama Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian

Peneliti Penelitian Penelitian
penyelengga
raan
pemerintaha
n daerah
(LPPD)
dengan sub
fokus
penelitian;
(a)
kompentensi
sumber daya
manusia; (b)
evalusai
kinerja
mandiri (self
assessment);
(c)
koordinasi.

8 | Desyi Efektifitas Penelitian ini | Metode Penelitian ini
Yushardiana | Penyusunan bertujuan kualitatif | menyimpulkan
Putri, 2023 | Laporan untuk deskriptif | bahwa

Penyelenggaraan | mengetahui proses penyusunan

Pemerintahan proses Laporan

Daerah di penyusunan Penyelenggaraan

Sekretariat LPPD dari Pemerintahan

Daerah Kota tiap Daerah di

Bnda Aceh Organisasi Sekretariat
Perangkat Daerah Kota
Daerah Banda Aceh masih
(OPD) belum efisien
dalam namun demikian
memberikan masih terus
perhatian adanya
dan dalam upaya dari tim
menyampaik penyusun Laporan
an laporan Penyelenggaraan
data Pemerintahan
Kinerjanya Daerah (LPPD).
ketika
diminta oleh
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No Nama Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian

Peneliti Penelitian Penelitian
penyusun
LPPD dan
mengetahui
kendala yang
mempengaru
hi koordinasi
dan
komunikasi
sehingga
menyebabka
n
terhambatny
a
mendapatka
n data dari
setiap
perangkat
daerah untuk
diserahkan
ke Bagian
Pemerintaha
n.

9 Imam Implikasi untuk pendekata | implikasi Evaluasi
Mashudi dan | Evaluasi Kinerja | mengetahui | n Kinerja
Budiyawati | Penyelenggaraan | dan kualitatif | Penyelenggaraan
Mokodompit | Pemerintahan menganalisis | dan jenis | Pemerintahan
(2020) Daerah faktor-faktor | penulisan | Daerah (EKPPD)

(EKPPD) yang deskriptif | Kabupaten
Kabupaten mempengaru | dengan Bolaang
Bolaang hi Evaluasi mengguna | Mongondow
Mongondow Kinerja kan Utara berdasarkan
Utara Penyelengga | teknik fokus penulisan
raan pengump | lima aspek yang
Pemerintaha | ulan diteliti pada
n Daerah data Inspektorat daerah
(EKPPD) melalui sudah sesuai
di observasi, | dengan jenis data
Kabupaten wawancar | yang diminta oleh
Bolaang a bagian tata
Mongondow | mendalam | pemerintahan
Utara dan
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No Nama Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian Penelitian
dokument
as
10 | Esa Meutia | Akuntabilitas Untuk studi Komitmen
(2019) Pemerintah mendeskrips | literatur pemerintah daerah
Daerah Dalam ikan dan studi | dalam
Penyajian akuntabilitas | lapanga mewujudkan good
Informasi pemerintah governance yang
Penyelenggaraan | daerah dibuktikan dengan
Pemerintahan dilihat disusunnya
Daerah (ILPPD) | melalui laporan
Kota Padang penyusunan pemerintahan
Panjang Informasi secara akuntabel
Laporan serta disajikannya
Penyelengga informasi
raan pemerintahan
Pemerintaha daerah
n Daerah. yang
dipublikasikan
kepada masyarakat
secara
bertanggungjawab.
11 | Herry Simon | Koordinasi Mengetahui | Gabungan | Sekteratiat Daerah
(2020) Penyusunan bagaimana metode Kabupaten
Laporan pelaksanaan | penelitian | Pelalawan telah
Penyelenggaraan | koordinasi kulitatif melaksanakan
Pemerintahan penyusunan | dan tugas dan
Daerah laporan penelitian | fungsinya dengan
Kabupaten penyelengga | kuantitatif | baik sebagai
Pelalawan di raan coordinator
Sekretariat pemerintaha pelaksanaan
Daerah n daerah penyusunal LPPD
Kabupaten Kabupaten di kabupaten
Pelalawan Pelalawan di Pelalawan
sekretariat
daerah
Kabupaten
Pelalawan
12 | Hru Puji Kinerja Aparatur | untuk kualitatif | Dalam
Suwito Sipil Negara mengetahui | deskriptif | pelaksanaannya,
(2022) Dalam dan pendekata | tim penyusun
Penyusunan menganalisis | n induktif | belum bisa
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No Nama Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian Penelitian
Laporan Kinerja, mendapatkan data
Penyelenggaraan | faktor dengan cepat
Pemerintahan penghambat karena
Daerah Pada dan upaya keterlambatan
Bagian mengatasi data, ketidakadaan
Pemerintahan faktor ketetapan serta
Sekretariat penghambat keterlambatan
Daerah aparatur sipil petunjuk teknis,
Kabupaten negara belum ada aplikasi
Penajam Paser dalam LPPD khusus
Utara Provinsi penyusunan kabupaten
Kalimantan Laporan Penajam Paser
Timur Penyelengga Utara dan tidak
raan adanya sosialisasi
Pemerintaha atau bimbingan
n Daerah teknis bagi tim
pada Bagian penyusun. Upaya
Pemerintaha dari masalah
n Sekretariat tersebut yakni
Daerah dengan jemput
Kabupaten bola terkait data,
Penajam koordinasi
Paser Utara mengenai
Provinsi ketetapan serta
Kalimantan percepatan
Timur. petunjuk teknis,
inovasi pembuatan
aplikasi, serta
pemberian
sosialisasi atau
bimbingan teknis.
13 | Dhimas Implementasi Bagaimana | Deskriptif | Implementasi
Prasetyo Laporan Implementas | Kualitatif | dalam penyusunan
(2022) Penyelenggaraan | i LPPD Kabupaten
Pemerintahan Penyusunan Sumenep dalam
Daerah (LPPD) | Laporan hal komitmen
Tahun 2022 Penyelengga pimpinan OPD
Pada Bagian ran masih kurang
Tata Pemerintaha maksimal. Selain

Pemerintahan
Sekretariat

n Daerah
tahun 2022
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No Nama Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian Penelitian
Daerah di itu juga
Kabupaten Kabupaten berdasarkan
Sumenep Sumenep hasil penelitian
penyediaan sarana
dan prasarana
dalam penyusunan
LPPD Kabupaten
Sumenep telah
dialokasikan dan
dilaksanakan dan
masih ditemukan
adanya
kekurangan
berupa kurangnya
sarana komputer
dan lain-lain
14 | Citra Analisa Laporan | Mengetahui | metode Adanya komitmen
Ramadhani | Penyelenggaraan | pelaksanaan | kualitatif | yang baik dari
Ayu Nur Pemerintah penyusunan | eksplorati | pimpinan
Virdanti , R. | Daerah Di Masa | laporan f Kabupaten Sleman
Widodo Pandemi Covid- | penyelengga untuk dapat
Triputro 19 raan melakukan
(2022) pemerintah penyusunan dan
daerah di era pengumpulan
covid-19 buku LPPD secara

maksimal dan
tepat waktu. Hal
tersebut dapat
dilihat dari adanya
SK Tim
Penyusunan
LPPD, saran serta
perhatian khusus
pimpinan yang
mau ikut terlibat
dalam koordinasi
penyusunan
LPPD. Dalam
rangka
pengumpulan data
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No Nama

Peneliti

Judul
Penelitian

Tujuan
Penelitian

Metode

Hasil Penelitian

dan penyusunan
laporan,
koordinasi dengan
OPD dan seluruh
stakeholder terkait
berjalan sangat
baik, dibuktikan
dengan adanya
koordinasi secara
rutin melalui tatap
muka, daring,
whatsapp group
maupun telepon
karena situasi
pandemi covid-19

Sumber; dikelola penulis dari jurnal yang relevan dengan penelitian ini
pada tanggal 06 Maret 2024

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Terkait dengan Strategi

No Nama Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian Penelitian
1 | TriJoko Strategi Untuk Mengidentifikasi Deskriptif | Bagian Organisasi
Istanto, 2018 | Meningkatkan factor yang Sekretariat Daerah
Kinerja di mempengaruhi Kabupaten
Bagian kinerja di bagian Gubungkidul
Organisasi organisasi berada pada posisi
Sekretariat secretariat daerah kuadran 11, ini
Daerah Kabupaten menggambarkan
Kabupaten Gunungkidul, bahwa bagian
Gunung Kidul mengevaluasi/ organisasi
Tahun 2017 Menganalisis mempunyai
bagaimana kinerja peluang besar,
bagian organisasi tetapi disisilain
Sekretariat Daerah adanya kendala
Kabupaten kelemahan internal
Gunungkidul
2 | Andini Analisis Strategi | Menganalisis Deskriptif | Hasilnya adalah
Hayrunnisyah, | Pengembangan | strategi kualitatif | posisi PT. KPL
2023 Bisnis PT. KBN | Pengembangan berada di kuadran
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peningkatan mutu,
kedua untuk
menganalisis
faktor pendukung
dan penghabat
serta upaya
mengatasi
hambatan dalam
peningkatan mutu
MTSs Negeri

No Nama Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian Penelitian
PRIMA Bisnis PT. KBN dengan kondisi
LOGISTIK (PT. | PRIMA Perusahaan dapat
KPL) Jakarta LOGISTIK (PT. menerapkan
KPL) Jakarta strategi agresif
dengan yang sifatnya
mengidentifikasi growth oriented
factor internal dan dengan
eksternal yang memanfaatkan
berpengaruh sumberdaya yang
terhadap potensial yang
Perusahaan. telah dimiliki
3 | Judith Wira Analisis Strategi | Menganalisis Deskriptif | Strategi yang
Satya Komunikasi Strategi kualitatif | dilaksanakan
Ambara, 2022 | Pimpinan komunikasi antara pimpinan terhadap
Terhadap pimpinan terhadap peningkatan
Peningkatan pegawai kualitas kinerja
Kualitas Kinerja | (bawahan) dalam pegawai meliputi
Pegawai Pada peningkatan beberapa tahapan,
Lembaga kualitas kinerja yaitu strategi
Penelitian Dan | pada Lembaga komunikasi
Pengabdian Penelitian pimpinan dan
Kepada Universitas peningkatan
Masyarakat Hasanuddin. kualitas kerja.
Universitas
Hasanuddin
4 | Ihsan, 2012 Strategi untuk kualitatif | strategi
Peningkatan merumuskan deskriptif | peningkatan mutu
Mutu MTs pertama, madrasah masih
Negeri Tambun | mengetahui perlu mendapat
Di Tolitoli strategi perhatian dari

berbagai pihak,
khususnya
pemerintah, baik
Kementerian
Agama,
Kementerian
Pendidikan
Nasional maupun
Pemerintah
Daerah, agar lebih
sinergis dalam
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No Nama Judul Tujuan Metode Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian Penelitian
Tambun di mengatur dan
Tolitoli menetapkan

program

pendidikan

Sumber; dikelola penulis dari jurnal yang relevan dengan penelitian ini

pada tanggal 06 Maret 2024

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Administrasi Publik

Istilah Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin
(Yunani) yang terdiri atas dua kata yaitu “ad” dan “ministrate” yang
berarti “to serve” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau
memenuhi. Sedangkan pendapat A. Dunsire yang dikutip ulang oleh
Keban (2008:2) "administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan,
kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-
prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis,
menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-
pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok
dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang
kerja akademik dan teoritik.

Pengertian Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki
kesamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar
dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafi’ie
dkk dalam Pasolong, 2011:6).

peningkatan mutu
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Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban
(2008:4) adalah proses dimana sumber daya dan personel publik
diorganisir  dan  dikoordinasikan  untuk  memformulasikan,
mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam
kebijakan publik. Selain itu, Keban juga menyatakan bahwa istilah
Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan
sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif
dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan
prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat
karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang
mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur
pemerintah (Keban, 2008:4).

Teori  Administrasi  menjelaskan  upaya-upaya  untuk
mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan
asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. Henry
Fayol (1841-1925) menggunakan pendekatan atas manajemen
administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada

tingkat pimpinan terbawah.

Fayol melahirkan tiga sumbangan besar bagi administrasi dan
manajemen yaitu (1) aktivitas organisasi, (2) fungsi atau tugas
pimpinan, (3) prinsip-prinsip administrasi atau manajemen.

Selanjutnya Fayol mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yaitu :

a. Pembagian pekerjaan, prinsip ini sama dengan pembagian
tenaga kerja menurut Adam  Smith, spesialisasi

meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien.
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Wewenang. Manajer harus memberi perintah, wewenang
akan membuat mereka melakukan denga baik
Disiplin.Tenaga kerja harus membantu dan melaksanakan
aturan yang ditentukan oleh organisasi.

Kesatuan komando, Setiap tenagakerja menerima perintah
hanya dari yang berkuasa.

Kesatuan arah, Beberapa kelompok aktivitas organisasi yang
mempunyai tujuan yang sama dapat diperintah oleh seorang
manajer menggunakan satu rencana. Mengarahkan
kepentingan individu untuk kepentingan umum.
Kepentingan setiap orang, pekerja atau kelompok pekerja
tidak dapat diutamakan dari kepentingan organisasi secara
keseluruhan.

Pemberian upah, pekerja harus dibayar dengan upah yang
jelas untuk pelayanan mereka.

Pemusatan. Berhubungan pada perbandingan yang mana
mengurangi keterlibatan dalam pengambilan keputusan
Rentang Kendali, garis wewenang dari manajemen puncak
pada tingkatan di bawahnya merepresentasikan rantai saklar.
Tata tertib, orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam
hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat.

Keadilan, manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada
bawahnya.

Stabilitas pada jabatan personal, perputaran yang tinggi
merupakan ketidakefisiensian.



m.
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Inisiatif, tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan
membawa rencana akan menggunakan upaya pada tingkat
tinggi.

Rasa persatuan, kekuatan promosi tim akan tercipta dari

keharmonisan dan kesalahan dalam organisasi.

Teori administrasi menurut William L. Morrow sebagai berikut :

a)

b)

d)

Teori Deskriptif adalah teori yang menggambarkan apa yang
nyata dalam sesuatu organisasi dan memberikan postulat
mengenai faktor-faktor yang mendorong orang berperilaku.
Teori Perspektif, adalah teori yang menggambarkan
perubahan-perubahan di dalam arah kebijakan publik,
dengan mengeksploitasi keahlian birokrasi. Penekanan teori
ini adalah untuk melakukan pembaharuan, melakukan
koreksi dan memperbaiki proses pemerintahan.

Teori Normatif, pada dasarnya teori mempersoalkan peranan
birokrasi. Apakah peranan birokrasi dipandang di dalam
pengembangan kebijakan dan pembangunan politik, ataukah
peranan birokrasi dimantapkan, diperluas atau dibatasi.
Teori asumtif, adalah teori yang memusatkan perhatiannya
pada usaha-usaha untuk memperbaiki praktik administrasi.
Untuk mencapai tujuan ini, teori asumsi berusaha memahami
hakikat manusiawi yang terjadi di lingkungan birokratis.
Teori instrumental, adalah teori yang bermaksud untuk
melakukan konseptualisasi mengenai cara-cara untuk
memperbaiki teknik manajemen, sehingga dapat dibuat

sasaran kebijakan secara lebih realistis. Teori ini



menekankan alat, teknik dan peluang untuk melaksanakan
nilai-nilai yang telah ditentukan.

Menurut Stephen P. Robbins, teori administrasi meliputi :

a. Teori Hubungan Manusia.Teori ini dirintis oleh Elton Mayo.
Pengembangan Teori Mayo didasarkan pada penemuannya
selama memimpin proyek. Mayobermaksud menguji
hubungan antara produktivitas dengan lingkungan fisik.
Mayo menangkap bahwa norma-norma sosial, justru
merupakan faktor kunci dalam perilaku kerja individual.
Karenanya, rangsangan kenaikan upah tiak memacu
pekerjauntuk bekerja lebih produktif.

b. Teori Pengambilan Keputusan. Dalam pengambilan
keputusan para pemikir menyarankan dipergunakannya
statistik, model optimasi, model informasi, dan simulasi.
Disamping itu dapat juga dimanfaatkan pengetahuan-
pengetahuan yang berasal dari linear programming, critical
path scheduling, inventory models, site location models,
serta berbagai bentuk resource allocation models.

c. Teori Perilaku. Teori ini bermaksud untuk menintegrasikan
semua pengetahuan mengenai anggota organisasi, struktur
dan prosesnya. Teori ini memahami pentingnya faktor
perilaku manusia sebagai alat utama untuk mencapai tujuan.

d. Teori Sistem. Dalam teori ini, organisasi dipandang sebagai
suatu sistem yang menampilkan karakteristiknya sebagai
penerima masukan, pengolah dan pengahasil.
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e. Teori Kontigensi. Pada awalnya teori ini dipergunakan pada
pengembangan orangnisasi yang dirancang secara optimal
dapat mengadaptasi teknologi dan lingkungan. Teori
kontigensia diangkat untuk mencari beberapa karakteristik
umum yang melekat pada situasi khusus.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari
keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua
orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya (siagian,2009:4). The lianggie (dalam pasalong, 2011:3)
mendefenisikan administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap
pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang di dalam kerjasama

untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasalong (2011:3) Administrasi adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapa
itu juanatas dasar efektif, efesien dan rasional. Selanjutnya ia
menyatakan administrasi mempunyai dua dimensi yaitu dimensikara
kteristikd andimensi unsur-unsur. Dimensi karakteristik yang melekat
pada administrasi yaitu efesien, efektif dan rasional sedangkan dimensi

unsur-unsur administrasi yaitu:

a. Adanya tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelum
melaksanakan suatu pekerjaan

b. Adanya kerjasama baik sekelompok orang atau lembaga
pemerintah maupun lembaga swasta

c. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga

dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.
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2.2.2 Konsep Strategi

A. Definisi Strategi

Menurut  Salusu (2006), sstrategi adalah suatu seni
menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk
mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan
lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Pada
dasarnya, strategi sangat penting untuk dipahami oleh setiap seluruh
lapisan strata dalam organisasi mulai dari yang paling tinggi hingga
yang terendah, karena strategi dilaksanakan oleh setiap orang pada
setiap tingkat dalam rangka efektif dan afisien dalam mencapai suatu

tujuan.

Berdasarkan penejelasan tersebut dapat dipahami bahwa
strategimerupakan suatu seni dalam menyusun rencana suatu
organisasi untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai tersebut dapat
tercapai dengan baik dan terlaksana dengan efektif. Strategri yang
telah di tetapkan diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi
lingkungan internal maupun eksternal organisasi, sehingga strategi
dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan dan sumber daya yang

ada di dalam sebuah organisasi guna ketercapaian tujuan organisasi.

. Dimensi-dimensi strategi

Menurut J. Winardi (2003), dimensi dalam strategi pada suatu

organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang paling penting dan

yang perlu dicapai. Tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran
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menyatakan apa saja yang pelu untuk dicapai, kapan hasil-
hasil harus dicapai. Dari sasaran-sasaran nilai, menyatakan
kearah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai
macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh,
yang menetapkan sifat organisasi dan menetapkan target bagi
setiap kesatuan organisasiannya.

2. Kebijakan-kebijakan yang paling penting dan mengarahkan
atau membatasi kegiatan-kegiatan. Kebijakan-kebijakan
(policies) merupakan peraturan atau prosedur yang
menggariskan batas di dalam mana kegaiatan yang akan
dilaksanakan.  Peraturan-peraturan  tersebut  demikian
seringkali mencapai keputusan-keputusan kontingen, guna
menyelesaikan konflik antara sasaran-sasaran spesifik.

3. Tahapan-tahapan tindakan pokok atau program-program yang
akan mencpai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam batas-
batas yang telah digariskan. Program-program menspesifikasi
langkah demi langkah tahapan yang perlu dilakukan guna
mencapai sasaran-sasaran utama yang di tetapkan. Mereka
menyatakan bagaiamana saasran-sasaran akan tercapai di
dalam batas-batas oleh kebijakan. Mereka menyatakan bahwa
sumber-sumber daya diarahkan kea rah pencapaian tujuan dan
dengan apa kemajuan organisasi dapat diukur.

C. Tipe - tipe strategi
Setiap satuan organisasi parti memiliki strategi untuk mencapai
tujuan organisasinya sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga

tujuan suatu instansi dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah
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ditetapkan sebelumnya. Tipe stratego yang digunakan dalam

organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan tentu tidak sama.

Ada beberapa strategi yangdigunakan dalam suatu organisasi untuk

mencapai tujuan. Menurut Kooten dalam salusi (2018), terdapat

beberapa tipe strategi, yaitu antara lain :

1.

Strategi Organisasi (Corporate Strategy)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-
nilai dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru. pembahasan-
pembahasan ini doperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan
untuk siapa.

Strategi Program (Program Strategy)

Strategi ini memberikan perhatian pada implikasi-implikasi
strategis dari suatu program tertentu. Apa dampaknya
apabila suatu program tertentu dilancarkan, apa dampaknya
bagi sasaran organisasi.

Strategi Pendukung Sumber Daya (Rescource Support
Strategy)

Strategi ini memastikan perhatian pada memaksimalkan
pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna
meningkatkan kualits Kinerja organisasi. Sumber daya itu
dapat berupa tenaga kerja, keuangan dan teknologi.
Strategi Kelembagaan (Instsitusional Strategy)

Fokus dari strategi kelembagaan ialah mengembangkan
kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-

inisiatif strategi.
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D. Tahap —tahap Strategi
Menurut Bambang Hariadi (2005) menjelaskan bahwa ada 2

tahap strategi, yaitu :
1. Perumusan

a. aktor tahap pertama yang mencakup analisis lingkungan
didalan mencakup (intern) maupun keluar(ekstern) adalah
penetapan visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi.

b. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan
langkah-langkah ke depan yang maksudkan untuk
membangun visi dan misinya, merupakan tujuan strategi
serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut
dalam rangka menyediakan customer value terbaik.

c. ldentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh
pemimpin. Pemimpin harus mampu menentukan misi
untuk mencapai visi yang telah dicita-citakan dalam
lingkungan tersebut.

d. Lakukan analisis lingkungan intern dan ekstern untuk
mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan
ancaman yang akan dihadapi.

e. Tentukan tujuan dan target.

f. Dalam sebuah tahap strategi seorang pemimpin atau
pengambil keputusan memulai dengan menentukan
visinya dan menentukan langkah-langkah di masa depan
dalam lingkungan terpilih dan misi apa yang harus
ditunaikan atau dilakukan sekarang untuk mencapai cita-

cita tersebut.
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2. Pelaksanaan

a. Setelah bagian perumusan strategi diselesaikan maka
selanjutkan yaitu merupakan tahap krusial.

b. Strategi perusahaan adalah tentang pelaksanaan strategi.

c. Implementasi strategi adalah proses dimana strategi dan
kebijaksanaan laksanakan melalui pembangunan struktur
atau bagan, pengembangan program, budget dan prosedur
pelaksanaan.

Implementasi strategi merupakan sebuah langkah yang sulit
dalam suatu proses strategi mengingat banyak sekali hal-hal yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan dilapangan dan mungkin tidak
sesuai dengan perkiraan semula. Strategi yang berhasil harus
didukung perusahaan yang capable dengan seorang pemimpin yang
solid, alokasi sumber daya yang cukup, kebijaksanaan yang tepat,
budaya, situasi dan kondisi terhadap keberhasilan pelaksanaan

strategi.

Menurut teori strategi pemerintahan dari Geoff Mulgan yang
Menyatakan bahwa “Public strategy is the systematic use public
resourcer and power, by public agencies, to achieves public goods”
yang berarti strategi publik adalah penggunaan sistematis sumber
daya dan kekuasaan publik oleh badan-badan publik untuk mencapai
tujuan barang-barang milik umum. Strategi Geoff Mulgan ini lebih
berbicara mengenai strategi sebagai sistem yang dapat mengatur
kekuasaan dan sumber daya yang ada lewat organisasi publik

(pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik.
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Berdasarkan pengertian diatas, indikator strategi pemerintahan

diuraikan menjadi 5 yaitu :

e Tujuan (purposes), dapat diartikan sebagai sebuah tujuan
membutuhkan misi dan kemampuan untuk menjalankan
dan mengimplementasi misi tersebut.

e Lingkungan (environment), indikator dari sebuah
lingkungan dapat diukur dari sebuah perubahan yang
terjadi pada kondisi sekitar (changes in ambitient
conditions) dan perubahan pada kesehatan manusia
(change of human health).

e Pengarahan (directions), yaitu usaha untuk menggerakan
anggota-anggota atau organisasi hingga berkeinginan dan
berusaha untuk mencapai sasaran tersebut. Bagian dari
pengarahan yaitu koordinasi,motivasi,komunikasi dan
perintah.

e Aksi (action), vyaitu dilihat dari situasi eskternal
(luarnya),perangkat yang digunakan dan pengambilan
keputusan sangat berkaitan dengan melakukan sebuah
tindakan.

e Belajar (learning), pada bagian ini menggunakan metode
perbandingan dan identifikasi. Tujuan dari strategi adalah
kunci dari arah perubahan masa depan, yang mengarah
pada apa yang hendak dikejar waktu yang akan datang dan

arahan tersebut harus jelas arah dan tujuannya.
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E. Peranan Strategi

Dalam lingkup organisasi, strategi memiliki peran yang sangat
penting bagi keberhasilan bagi organisasi dalam mencapai tujuan,
karena memerlukan keselarasan antara tindakan serta koordinasi
dalam mencapai tujuan. Adapun menurut Grant (1999:21) strategi
mencakup 3 peranan penting dlam mencapai suatu tujuan manajemen

yaitu :

a. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan
Strategi sebagai suatu elemen untuk mencapai kesuksesan,
strategi sebagaisuatu halyang akanmemberikan suatu ikatan
hubungan antara hasil- hasil dari ide yang diambil oleh
individu atau instansi terkait

b. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi
Strategi memiliki peranan penting sebagai sarana koordinasi
dan komunikasi agar untuk memberikan kesamaan arah bagi
perusahaan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

c. Strategi sebagai target
Konsep strategi akan disatukan dengan suatu visi dan misi
untuk menentukan di mana perusahaan berada dalam masa
yang akan datang. Menetapkan suatu tujuan dapat membantu
seorang individu dalam menetapkan suatu strategi sehingga
nantinya aspirasi dari tiap individu dapat didengarkan untuk
mecapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

F. Prinsip - prinsip mensukseskan strategi

Menurut Hatten dan Hatten (1998) dalam Salusu menjelaskan

tentang petunjuk untuk mensukseskan strategi :
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a. Strategi harus mempunyai konsistensi dengan lingkungan.
Dalam hal ini pembuatan strategi hendaklah jangan
bertentangan dengan arus perkembangan masyarakat.

b. Organisasi jangan hanya membuat satu strategi, keadaan
tersebut tergantung pada ruang lingkup kegiatannya.

c. Strategi yang efektif memfokuskan dan menyatukan semua
sumber daya dan tidak memisahkannya.

d. Strategi seharusnya lebih memperhatikan pada sesuatu yang
merupakan kekuatannya(strenghts) dan tidak hanya pada
sesuatu hal yang justru adalah kelemahannya(weakness).

e. Sumber daya adalah sesuatu yang kritis.

f. Penyusunan suatu strategi juga harus memperhitungkan
resiko kecil agar nantinya tidak menjadi sebuah ancaman
dalam organisasi.

g. Strategi hendaknya disusun diatas landasan keberhasilan
yang telah dicapai.

Hal-hal yang menjadi tanda-tanda dari berhasilnya suatu
strategi terlihat dengan adanya dukungan dari pihak-pihak yang
terkait, dan terutama dari para pimpinan teratas, dari semua pimpinan

unit kerja dalam organisasi/instansi.

2.2.3 Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan dalam rangka untuk
menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20204 tentang

Pemerintahan Daerah yang sudah ridak relevan lagi dengan
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perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan kepada
pemerintah daerah unruk secara mandiri mengatur dan mengelola
urusan daerahnya. Dengan kata lainm pemerintah daerah memiliki hak
dan kewajiban untuk membuat Keputusan yang berkaitan dengan
kepentingan lokal, artinya wewenang dan tanggungjawab di transfer
ketingkat daerah yang lebih rendah dalam hal ini pemerinta Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota dari pemerintah pusat.

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggara  urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menutur asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan Prinsip NKRI sebagaiamna dimaksud dalam UUD RI
1945. Adapun yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah terdiri dari
Kepala Daerah dan pernagkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah sedangkan DPRD merupakan Lembaga

perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Said Ruphina berpendapat agar tujuan pemberian otonomi luas,
nyata dn pertanggungjawab kepada daerah dapat dicapai secara
maksimal dan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara
efektif dan efisiensi, diperlukan penataan-penataan dalam berbagai

aspek pemerintahan perlu segera dilakukaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, prinsip-prinsip
pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman pelaksaan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :
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. Pelaksanaan otonomi daerah di laksanakan dengan
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta
potensi dan keanekaragaman daerah.

. Pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi yang
luas, nyata dan bertanggung jawab.

. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh di letakan
pada daerah kabupaten/kota sedagkan otonomi daerah
propinsi adalah otonomi yang terbatas.

. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi
Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara
pemerintah pusat dan daerah serta antara daerah.

. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan
kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah
kabupaten/kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian
pula di kawasan-kawasan khusus yang di bina oleh perintah
pusat atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan
pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan
perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan,
kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan
semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonomi.

. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan
peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik sebagai
fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

. Pelaksanaan asas desentralisasi di letakan pada daerah

propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk
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melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang
dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan di mungkinkan, tidak
hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari
pemerintah dan daerah kepada Desa yang disertai dengan
pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia
dengan  kewajiban  melaporkan  pelaksanaan  dan

mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang
diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan Masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan public
dan meningkatkan daya saing daerah melalui kinerja penyelenggaraan
pemerintahn daerah melalui asas umum tata Kelola pemerintahan yang
baik (good local governance). Dallam konteks kebijakan desentralisasi
tersebut, sebagai sakah satu bentuk pertanggungjawaban atas
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala
Daerah dan DPRD, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap
tahunnya. Gubernur menyampaiakan LPPD Provinsi kepada Presiden
melalui  Menteri dan Bupati/Walikota menyampaikan LPPD
Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat di Daerah. LPPD disampaiakan sebagai bahan
evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh
Pemerintah Pusat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
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2.2.4 Konsep Strategi Pemerintah

Kinerja secara mentah diartikan sebagai suatu penilaian untuk
mengetahui apa yang menjadi akhir yang ingin di capai oleh individu,
kelompok maupun organisasi. Dalam artian lain kinerja merupakan
suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur Tingkat prestasi atau
kebijakan yang telah di tetapkan oleh kelompok maupun individu.
Beberapa pendapat mengenai kinerja juga di kemukakan oleh beberapa
para ahli seperti Keban (2004) berpendapat bahwa kinerja merupakan
terjemahan dari performance yang sering diartikan sebagai penampilan,
unjuk rasa atau prestasi. Yang mana hal ini juga sependapat dengan
pendapat Mangkunegara (2008) bahwa istilah kinerja berasal dari kata
job performance atau actual performance yakni presttasi kerja atau

prestasi yang ingin dicapai.

Adapun menurut Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia (LAN-RI) (dalam Pasolong, 2007) menyatakan bahwa
kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan
suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi. Selain itu Prawirorosentono (dalam
Pasolong, 2007) berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil kerja
yang dapat dicapai oleh pegawai atau kelompok pegawai dalam suatu
organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-
masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan
secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan

etika.
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2.2.5

Berdasarkan berbagai pendapat yang ada, dapat di katakana
bahwa konsep kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian yang
oleh individu dalam hal ini pegawai maupun kelompok suatu organisasi
dalam melaksanakan kegiatan, program, kebijaksanaan guna
mewujudkan visi misi dan tujuan organisi yang ditetapkan sebelumnya.
Dimana hal ini menjelaskan pula bahwa konsep kinerja berhubungan
erat dengan konsep organisasi. Menurut Mooney (dalam Wursanto,
2005) menyatakan bahwa “Organization is the form of every human
association for the attainment of common purpose” (organisasi
merupakan bentuk dari setiap perserikatan manusia untuk mencapai
satu tujuan bersama) selain itu organisasi juga dipahami sebagai
kelompok orang individu yang berkumpul dan bekerja sama dengan
cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu yang
telah ditetapkan bersama. Yang mana Kumpulan pegawai dalam suatu
sistem yang disebut pemerintahan juga termasuk dalah bentuk
organisasi, karena dalam pelaksanaannya organisasi pemerintahan
memiliki tujuan, sasaran serta struktur pembagian tugas pokok dan

fungsi yang jelas.

Analisis SWOT

Analisis Swot merupakan identifikasi sebagai faktor untuk
merupuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika
yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengts) dan kelemahan
(opportunities) namun secara bersamaan juga dapat meminimalkan
kelemahan (weaknes) dan ancaman (threats). Keputusan sebuah
strategi dalam organisasi perlu mempertimbangkan faktor internal yang

termasuk kekuatan dan kelemahan termasuk faktor eksternal yang
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mencakup peluang dan ancaman. Oleh karena itu dalam pelaksanaan
strategi organisasi penting untuk dilakukan analisis SWOT, sehingga
nantinya setiap kekurangan dan peluang bisa ditingkatkan serta
kelemahan dan ancaman yang ada bisa di minimalisirkan. Dalam
mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam prganisai, maka
sangat diperlukan penelitian yang sangat cermat sehingga mampu
menemukan strategi yang sanagt cepat dan tepat dalam mengatasi
ancaman masalah yang timbul salam organisasi. Beberapa
pertimbangan yang perlu untuk diperhatiakn dalam mengambil sebuah

keputusan antara lain :

A. Kekuatan (Strenght)
Kekuatan adalah sesuatu yang dapat diandalkan atau di
unggulkan oleh instansi atau organisasi tersebut contohnya
keunggulan dalam bentuk hasil atau keluaran yang dapat
diandalkan, memiliki inovasi dan berbeda dengan hasil lainnya.
sehingga dapat membuat lebih kuat dari organisasi lainya.
Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, atau keunggulan-
keunggulan lain relatif terhadap organisasi lain dan hasil yang
dihasilkan oleh organisasi. Kekuatan adalah kompetensi khusus
yang memberikan keunggulan komparatif bagi organisasi.
Kekuatan terdapat pada sumber daya, anggaran, citra,
kepemimpinan organisasi, hubungan antar instansi, dan faktor-
faktor lain

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah suatu kekurangan atau keterbatasan

dalam hal sumber daya ada pada organisasi baik itu keterampilan
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maupun kemampuan yang menjadi penghalang bagi Kinerj
aorganisasi itu sendiri. Keterbatasana dalam sumber daya,
keterampilan yang secara serius menghambat kinerja efektif
organisasi. Fasilitas, Anggaran, kapabilitas manajemen,

keterampilan analisa merupakan sumber kelamahan.

. Peluang (Opportunity)

Peluang merupakan berbagai hal atau suatu kondisi yang
menguntungkan bagi suatu organisasi, serta kecenderungan-
kecenderungan yang merupakan salah satu sumber peluang,
keadaan dan kondisi yang merupakan peluang yang ada diluar
suatu organisasi atau instansi juga memberikan peluang

berkembang bagi organisasi dimasa depan.

. Ancaman (Treats)

Ancaman merupakan hal-hal diluar organisasi yang tidak
menguntungkan bagi keberlangusngan organisasi, yang mana
juka tidak dapat diatasi maka akan menjadi hambatan bagi
organisasi baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang.

Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi organisasi.

Faktor kekuatan dan juga kelemahan yang ada di dalam
suatu organisasi, serta peluang dan ancaman merupakan unsur-
unsur lingkungan yang dihadapi oleh organisasi Yyang
bersangkutan. Maka dapat dikenal bahwa analisis swot
merupakan instrumen yang ampuh dalam melakukan analisis
strategi, keampuhan tersebut terletak pada kemampuan para
penentu strategi organisasi untuk memaksimalkan peranan faktor

kekuatan dan pemanfaatan peluang agar berperan sebagai suatu
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alat untuk mengurangi kelemahan yang terdapat dalam suatu
organisasi dan menekan dampak ancaman yang timbul dan harus
dihadapi

2.2.6 Akuntabilitas

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada
alenia ke-enpat mengandung arti yang sanget berhubungan erat dengan
bagaimana pembentukan pemerintah di Indonesia. Hal tersebut yang
dijadikan pedoman atas kewenangan pemerintah dalam menjalankan
Kinerjanya baik pada Tingkat pusat hingga daerah. Landasan utama
dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang
didasari pada akuntabilitas publik yang dijalankan dan tata Kelola
pemerintahan  yang dapat dipertanggungjawabkan  hasilnya.
Akuntabilitas merupakan kewajiban atas suatu  Tindakan
penyelenggaraan pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan, Dimana
dari Tindakan tersebutnantinya akan dipertanggungjawabkan kepada
pihak yang memiliki hak yaitu Masyarakat. Konsep ini didasari oleh

pendapat beberapa para ahli, antara lain :

Menurut Mariasmo, akuntabilitas merupakan kewajiban
pemegang Amanah untuk memberikan tanggungjawab, menyajikan,
mengungkapkan dan melaporkan seluruh aktifitas pemerintahan

kepada pihak yang telah memberi amanah, yaitu masyarakat.

Sedangkan menurut Romzek dan Dubnick (1998) “akuntabilitas
pada dasarnya dimaknakan sebagai Upaya individu atau organisasi
untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diharapkan oleh

pihak lain”. Berdasarkan pandangan tersebut, akuntabilitas lebih
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diartikan sebagai tuntutan moral individu atau organisasi untuk
mempertanggungjawabkan segala kewenangan yang telah diberikan
kepadanya oleh pemegang otoritas yang lebih tinggi. Dalam hal ini
pemerintah daerah menyampaikan pertanggungjawaban Kinerjanya
kepada pemerintah pusat selaku pemegang otoritas yang lebih tinggi

dalam sistem pemerintahan.

Lebih lanjut Koppel (2005) kemudian mengajukan lima dimensi
akuntabilitas. Yang mana kelima dimensi tersebut adalah transparansi,
liabilitas, kontrol, responsibilitas dan responsivitas. Kelima kategori
tersebut tudaklah mulually exclusive, yaitu organisasi bisa saja
akuntabel dilihat dari beberapa pandangan. Adapun demikian
transparansi dan liabilitas dipandang mendasari konsep akuntabilitas

dlam segala bentuk manifestasinya.
a. Transparansi

adalah kondisi Dimana seorang individu maupun organisasi
dikaakan akuntabel apabila mampu menjelaskan atau
menilai Tindakan atau aksinya. Dengan demikian, individua
tau organisasi yang akuntabel tidak dapat menyembunyikan
kesalahan atau menghindarkan dirinya dari sebuah
penyelidikan. Transparansi juga mensyaratkan kebenaran
informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta

kepada publik

b. Liabilitas
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Liabilitas merupakan kecenderungan individu untuk dapat
mempertanggungjawabkan  kinerjanya sebagi  bentuk
konsekuensi yang berkenaan dengan kinerja dari Tindakan
yang telah dilakukan. Dimana sebuah organisasi dinyakatan
akuntabel jika berani mempertanggungjawabkan hasil

kerjanya.
c. Kontrol

Seorang individu dalam hal ini birokrat yang akuntabel
dibatasi oleh perintah dari para principal. Namun birokrat
dan organisasi dibatasi oleh hukum, peratiran dn norma-
norma. Dalam pembahasan Kontrol, saat sebuah Lembaga
birokrasi mendapatkan perintah atau mandat, maka
akuntabilitas  dinilai  berdasarkan kepatuhan dalam

menjalankan perintah tersebut.
d. Responsibilitas

Yang dimaksud dengan reponsibilitas adalah keckapan
organisasi dalam menyelenggarakan kegiatan organisasinya
Dimana organisasi dapat dikatakan akuntabel jika mengikuti

segenap peraturan yang ada.
e. Responsivitas

Cenderung menekankan pendekatan yang berorientasi
pelanggan (customer-oriented) yang berfokus pada tuntutan
dari pihak yang dilayani serta kebutuhan atau sasaran-

sasaransubstantif organisasi. Yang mana organisasi
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dikatakan akuntabel jika mempu memenuhi kebutuhan dari
populasi yang dilayaninya, dalam hal ini pemerintah

melayani kebutuhan Masyarakat.

Berdasarkan kelima konsep tersebut, Koppel kemudian
menjelaskan bahwasanya “yang terjadi dalam pelaksanaanya adalah
bahwa organisasi hanya mungkin dapat focus pada satu dimensi
akuntabilitas pada satu waktu. Haltersebut terjadi karena sebuah
organisasi tidka bisa akuntabel terhadap kelima dimensi tersebuut

sepanjang waktu”

Adapun Kkonsep akuntabilitas dalam sistem pemerintahan
kemudian dijelaskan sebagai suatu konsep etika pada administrasi
pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility),
yang dapat dipertanyakan (answerbility), yang dapat dipersalahkan
(blameworthbility) dan uang mempunyai ketidakbebasan (iliability).
Dimana konsep tersebut merupakan wajib ada dan dilaksanakan oleh
pihak-pihak yang diberi kepercayaan serta kewenangan atas sesuatu,
dalam konteks ini pihak yang dimaksudkan adalah pemerintah. Karena
pemerintahan yang baik membutuhkan akuntabilitas sebagai salah satu
sistem pemerintahan yang efektif dan sebagi jembatan antara

kepentingan Masyarakat dan pemerintah.

2.3 Critical Review

Henry Nelson Momuat (2020) Keterkaitan antara penelitian ini dan
penulis adalah pada penggunaan pendekatan yang sama yaitu
kualitatif, kemudian penggunaan subjek penelitian yakni Laporan
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Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah (LPPD), perbedaanya terdapat
pada lokus masalah dan alat analisis yang digunakan

Irma Mutia Sari, Azhar dan M. Husni Tahmrin (2021) Perbedaannya
terdapat pada alat analisis yang digunakan dimana penelitian yang
akan dilakukan fokus pada implementasi dan perbedaan lainya juga
terdapat pada lokus masalah yang diambil.

Nindy Syafrilia (2020), ketertarikan penulis pada penelitian ini adalah
karena penelitian ini sama-sama memiliki focus tentang penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemenrintah Daerah (LPPD) dan memiliki
pendekatan penelitian yag sama yakni pendekatan penelitian
deskriptif kualitatif, namun perbedaanya yakni penelitian ini tidak
menggunakan teori yang sama dan lokus penelitian yang berbeda
Muhammad Rizky Dwi Putra Panggato (2022) penelitian ini memiliki
metode penelitian yang sama yakni deskriptif kualitatif dan memiliki
sumber data yang sama adapun lokus dan analisis data yang berbeda.
Arif Siswadi (2019), penulis tertarik pada penelitian ini karena
peneliti memiliki dokus penelitian yang sama yaitu pelaksanaan
penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemenrintahan Daerah dan
memiliki metode penelitian yang sama, yaitu Desktiptif Kualitatif,
namun berbeda untuk lokus penelitian dan analisa berfokus pada
evaluasi bukan strategi

Darmawati, SH (2021) Ketertarikan penulis terhadap penelitian ini
adalah kesamaan dalam objek penelirian yakni pelaporan Kinerja
kepala daerah, namun berbeda dalam metode penelitian, dimaman
penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dan lokus
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dilakukannya penelitian ini yang berbeda dengan penelitian yang
akan peneliti tulis.

Veneranda Moi, penulis tertarik untuk menanjuk penelitian ini karena
memiliki focus dan subjek penelitian yang sama yakni Laporan
Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah (LPPD) dan membahas tentang
hambatan pelaksanaan penyusunan LPPD yang di hadapi oleh
sektretariat pelaporan LPPD, Selain itu juga ada upaya untuk
memecahkan solusi terhadap hambatan dan kendala yang muncul.
Adapun metode penelitian yang berbeda dan lokus penelitian yang
berbeda

Desyi Yushardiana Putri (2023) ketertarikan penulis pada penelitian
ini adalah karena penelitian ini sama-sama memiliki focus tentang
penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemenrintah Daerah (LPPD)
dan memiliki pendekatan penelitian yag sama yakni pendekatan
penelitian deskriptif kualitatif, namun perbedaanya yakni penelitian
ini tidak menggunakan teori yang sama dan lokus penelitian yang
berbeda

Imam Mashudi dan Budiyawati Mokodompit (2020) Penulis tertarik
pada penulisan ini karena adanya kedamaan dalam metode penlitian
yakni sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatid dan menggunkana teknik teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi yang sama dengan
penulis susun. Objek penelitian juga sama, Yyakni Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, adapun yang berbeda adalah
Lokus dan Fokus penelitian, penulis membahas tentang bagaimana

penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
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10. Esa Meutia (2019) penelitian ini memiliki objek penelitian yang sama
dengan penulis, yakni penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintha Daerah (LPPD) Namun ada perbedaan dalam pemilihan

metode penelitian dan lokus penelitian

2.4 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir adalah identifikasi pemikiran dari suatu data,
fakta, maupun bukti pendukung lainnya untuk menjelaskan alur/gambaran
yang akan disusun dalam suatu penelitian. Dengan adanya kerangka
berfikir, peneliti dapat menghasilkan rancangan secara komprehensif yang

kemudian bermanfaat dalam penafsiran suatu masalah penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD)

l

Faktor Strategi Sistem Faktor
Internal : Informasi Digital _ Eksternal:
I‘ Pendampingan dan
3. Kekuatan Pra-evaluasi 1. Peluang
4. Kelemahan 2. Ancaman
— l —

Teori Stratgei Geoff Mulgan
(1) Tujuan, (2) Lingkungan, (3) Pengarahan, (4)
Aksi/Tindakan, (5) Pembelajaran

l

Skor dan Status LPPD yang dapat di pertahankan dan
ditingkatkan
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Halaman Ini Sengaja Dikosongi



BAB 111
METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam mengenai fenoman yang terjadi pada suatu entitas. Proses
pelaksanaan penelitian ini bertumpu pada prinsip-prinsip metodologi
penelitian yang kuat dan benar. Jenis penelitian yang di lakuakan
merupakan penelitian deskriptif, yang menggunakan pendekatan kulitatif
dengan cara menggambarkan penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) yang di laksanakan oleh Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku Sekretariat Pelaporan
LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian deskriptif kualitatif ini berfokus
pada analisa strategi pelaksanaan penyusunan LPPD dengan
menginvestigasi keadaan yang menggambarkan objek dan subjek

penelitian secara faktual (Nawawi, 1992)

Penelitian jenis deskriptif berfokus pada menemukan sebuah
alternatif strategi untuk tantangan-tantangan terkini yang sesuai dengan
konteks dan situasi saat penelitian berlangsung. Peneliti mengamati
peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan dan kemudian
menggambarkannya sebagaimana adanya pada waktu penelitian
dilakukan. Oleh karena itu, penelitian serupa yang dilaksanakan di masa
mendatang mungkin tidak akan memiliki relevansi yang sama dengan

temuan yang diperoleh saat ini.
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3.2

3.3

Fokus Penelitian

Fokus Penelitian sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian. Fokus
penelitian bertujuan agar data penelitian tidak meluas. Dalam penelitian
kualitatif, menurut ada batas kajian penelitian yang ditentukan oleh fokus
penelitian. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam
penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian
sehingga memudahkan peneliti untuk menentukan data yang terkait
dengan tema penelitiannya (Hasibuan et al. 2022). Fokus penelitan
sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian. Fokus penelitian bertujuan
agar data penelitian tidak meluas. Dalam penelitian kualitatif, ada batas
kajian penelitian yang ditentukan oleh fokus penelitian. Penelitian
kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar
fokus yang timbul sebagai masalah penelitian, sehingga memudahkan
peneliti untuk menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya.
Fokus pada penelitian ini adalah menjelaskan tentang Strategi penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten
Sidoarjo dan apa faktor internal dan eksternal pelaksanaan strategi
penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Fokus tersebut peneliti tuliskan dan nyatakan dengan jelas untuk

memudahkan peneliti sebelum melakukan observasi.
Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan.
Penetapan lokasi penelitaian merupakan tahap yang sangat penting dalam
penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti
objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam
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melakukan penelitian. Dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang
sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data
- data penelitian yang akurat peneliti perlu melakkan penetapan sebuah
lokasi penelitian (Fadli 2021). Lokasi Penelitian merupakan tempat
dimana peneliti memperoleh data dan informai yag relevan dengan tujuan
penelitian yang hendak dilaksanakan. Seleksi lokasi penelitian harus
mencerminkan inti dari penelitian itu sendiri, sehingga hasil penelitian
yang dihasilkan memiliki akuntabilitas yang tepat dan akurat. Dalam
konteks penelitian mengenai Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan di
Sekterariat Pelaporan Dokumen LPPD yakni Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Teknik Penentuan Informan

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, diperlukan
informan/narasumber yang dapat menyampaikan gambaran kondisi dan
situasi sebenarnya di dalam suatu organisasi. Unit Analisa penelitian ini
adalah pada Perangkat Daerah yang tergabung dalam Tim Koordinasi
Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Informan pada penelitian ini
diambil secara purposive, meliputi ASN yang bertugas di beberapa

Pengakat Daerah di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari :
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Tabel 3.1 Data Informan

No Nama Usia Jabatan Keterangan
1 | Asmara Hadi,| 42 | KepalaBagian Koordinator
S.STP, M.AP Pemerintahan Setda Pelaksanaan
Sidoarjo LPPD
2 | Candra Yuniarti,| 48 | Tim Penyusun LPPD | Penyusun
S.IP dari Bagian Laporan LPPD
Pemeirntahan
3 Kasiatun 58 | Tim Penyusun LPPD Penyusun
dari Bagian Laporan LPPD
Pemeirntahan
4 | Dinda Andyarta Putra 36 | Auditor terampil TIP APIP
Yawandae, A.Md.Akun Inspektorat
Kabupaten
Sidaorjo
5 | Mohammad Lukman 56 | Analis Perencanaan OPD Pelaksana
Arif, SE Sekretariat IKK LPPD
6 | Tyas Kurnia Sari 29 | Kepala Sub OPD Pelaksana
Perencanaan, Evaluasi | IKK LPPD
dan Pelaporan Satuan
Polisi Pamong Praja
7 | Nur Aini, SKM 34 | Pengelola Bahan OPD Pelaksana
Perencanaan IKK LPPD
8 | Dini Chaya, S.Kom 36 | Kepala Sub OPD Pelaksana
Perencanaan, Evaluasi | IKK LPPD

dan Pelaporan BPBD

Sumber : Data diolah oleh penulis (2024)
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3.5 Sumber Data

Data adalah unsur penting dalam penelitian yang berupa fakta-fakta
yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat teruji kebenarannya,
relevan, dan lengkap (Sahir 2022). Adapun sumber data yang

dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1.  Data Primer, meruakan data yang diperoleh secara langsung di
lokasi penelitian dari narasumber yang kredibel dan terpercaya.
Sumber data primer dapat diperoleh dari beberpa cara yakni
wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan secara
langsung di Bagian Pemerntahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidaorjo

2.  Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen yang terkait dengan penyusunan  Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo
yang dilaksanakan di Bagian Pemerntahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidaorjo. Dokumen yang dimaksud misalnya jurnal,
internet, perundangan, studi pustaka ataupun dokumen kinerja
lainya.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang
digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian kualitatif adalah teknik yang memungkinkan diperoleh data
detail dengan waktu yang relatif lama. Teknik pengumpulan data
merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Berdasarkan pemaparan
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di atas dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data merupakan teknik

yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan

dari narasumber dengan menggunakan banyak waktu. Pengumpulan data

yang dilakukan oleh peneliti sangat diperlukan dalam suatu penelitian
ilmiah (Fadli 2021).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teknik wawancara, obsevasi dan dokumentasi. Berikut ini akan

dijelaskan teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti

sebagai berikut;

1.

Observasi

Nasution,1988 (dalam Sugiyono, 2005:64) menyatakan
bahwa, observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para
ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta
mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data
itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang
canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupunyang
sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Marshall, 1995(dalam
Sugiyono, 2005:64) menyatakan bahwa “through observation, the
researcher learn about behavior and the meaning attached to those
behavior”. Melalui observasi, penulisbelajar tentang perilaku dan

makna dari perilaku tersebut.
Wawancara

Esterberg, 2002 (dalam Sugiyono, 2005:72) mendefinisikan
interview atau wawancara sebagai berikut: “a meeting of two

persons to exchange information and idea through question and
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responses, resulting in communication and joint construction of
meaning about a particular topic”. Wawancara merupakan
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui
tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu
topik tertentu. Dalam penelitian ini penulis ingin menggunakan
jenis wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah
termasuk dalam kategori in-dept interview yang pelaksanaannya
lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan
permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak

wawancara akan dimintai pendapat dan ide-idenya.
3. Dokumentasi

Bogdan dalam (Sugiyono, 2005:82) menyatakan “in most
tradition of qualitative research, the phrase personal document is
used broadly to refer to any first person narrative produced by an
individual which describes his or her own actions, experience dan
belief”. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.
Dalam penelitian ini dokumen dapat berupa profil Kabupaten
Sidoarjo, foto kegiatan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo,
dan peraturan atau kebijakanterkait penyusunan LPPD.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu
suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan
menjadi dugaan- dugaan atau kesimpuan sementara. Berdasarkan

kesimpulan awal yangdirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan
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data lagi secara berulang - ulang sehingga dapat disimpulkan apakah
dugaan itu dapat diterima atau ditolakberdasarkan data yang terkumpul.
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah data dalam satuan
yang dapat dikelola. Disamping itu mensintesiskan data, mencari dan
menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari
untuk memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sahir
2022).

Pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud
kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka
macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang
biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap
menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas.
Secara umum, penelitian kualitatif dalam melakukan analisis data banyak
menggunakan model analisis yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman
yang sering disebut dengan metode analisis data interaktif. Mereka
mengungkapkanbahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas,
sehingga datanya sudah jenuh. Berdasarkan pandangan Milles, Huberman,
& Saldana (2014), analisis data kualitatif dibagi kedalam tiga aktivitas,
yaitu (1) Kondensasi Data (Data Condensation); (2) Penyajian Data
(Display Data); (3) Menggambarkan dan Menarik Kesimpulan (Drawing

and Verifying Conclusion)

A. Kondensasi Data (Data Condensation)
Menurut Milles, Huberman, & Saldana (2014),

kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan,
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penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data catatan
lapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan data temuan
lainnya. Kondensasi bertujuan untuk membuat data penelitian
menjadi lebih kuat. Kondensasi data terjadi secara terus
menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Kondensasi
data juga dapat diartikan sebagai bentuk analisis data yang
bertujuan untuk mempertajam, memilah, memfokuskan,
membuang, dan mengatur data sedemikian rupa hingga
didapatkan kesimpulan. Kondensasi data dapat dilakukan
melalui  kegiatan  penulisan  ringkasan, pengkodean,
pengembangan tema, pembuatan kategori, dan lain sebagainya,
dengan tujuan untuk memilah data atau informasi yang tidak
relevan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

. Penyajian Data (Display Data)

Aktivitas analisis data yang kedua yaitu penyajian data
(Display Data). Penyajian data adalah kumpulan data atau
informasi terorganisir yang memungkinkan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam
penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, lalu
disusun dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data
dapat berbentuk matriks, diagram, tabel, dan bagam. Dalam
penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk naratif.
Menurut Miles dan Huberman (2014), yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif
adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan adanya

penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa
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yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan
apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan
Huberman disarankan agar dalam melakukan display data,
selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik,

matrik, network (jaringan kerja), dan chart.

. Menggambarkan dan Menarik Kesimpulan (Drawing and

verifying conclusion)

Aktivitas analisis data yang ketiga atau yang terakhir
yaitu Menggambarkan data dan Menarik Kesimpulan
(Drawing and Verifying Conclusion). Pada awalnya,
kesimpulan sementara yang dilakukan oleh peneliti belum
terlihat jelas maknanya. Namun, setelah adanya penambahan
data hasil penelitian, makna yang terdapat dalam data-data
tersebut akan terlihat lebih jelas. Selanjutnya, data yang
dikumpulkan dapat diverifikasi selama proses penelitian
berlangsung. Peneliti harus mampu sampai pada tahap
melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam
penelitian ini, makna yang akan diungkapkan merupakan data
yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan dokumentasi.
Dari data tersebut, diperoleh kesimpulan yang belum jelas dan
meragukan, sehingga perlu adanya verifikasi data. Verifikasi
data dilakukan dengan cara melakukan kembali kondensasi
data dan penyajian data (display data), sehingga nantinya dapat
ditarik kesimpulan yang sesuai. Kesimpulan yang diambil
bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah

dirumuskan sejak awal. Dalam penelitian ini, kesimpulan
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disajikan dalam bentuk deskripsi berdasarkan data hasil
penelitian di lapangan

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian
kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang
dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin jugatidak, karena
seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan
masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifatsementara
dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan
baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa
deskripsi atau gambaransuatu objek yang sebelumnya masih
remang-remang atau bahkan gelap,sehingga setelah diteliti
menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal

atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.
3.7 Teknik Keabsahan Data

Menguji keabsahan merupakan langkah yang tidak bisa dihilangkan
dalam penelitian kualitatif. Moleong (2014:320) mendefinisikan uji
keabsahan data adalah pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi
bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat
dipertanggungjawabkan dari segala segi. Creswell (2014:251-252)

menyebutkan ada delapan strategi utama dalam uji keabsahan data yaitu:

1. Melakukan triangulasi terhadap berbagai sumber data informasi
dengan memeriksa bukti dari sumber-sumber tersebut dan
menggunakannya untuk membangun pembenaran Yyang

koheren.
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8.

. Gunakan pengecekan anggota untuk menentukan keakuratan

temuan kualitatif dengan mengambil akhir atau deskripsi atau
tema tertentu kembali ke responden dan menentukan apakah
responden merasa bahwa ini akurat. Prosedur ini dapat
melibatkan melakukan wawancara lanjutan dengan responden
dalam penelitian dan memberikan kesempatan kepada mereka

untuk mengomentari temuan-temuan tersebut

. Gunakan deskripsi yang kaya dan tebal untuk menyampaikan

temuan.

Memperjelas bias yang dibawa oleh peneliti ke dalam
penelitian.

Sajikan informasi negatif atau informasi yang tidak sesuai

dengan tema.

. Menghabiskan waktu yang lama di lapangan. Dengan cara ini,

peneliti mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang
mendalam tentang fenomena yang diteliti dan dapat
menyampaikan detail tentang situs dan orang-orang yang

kredibilitas pada laporan naratif.

. Gunakan tanya jawab dengan rekan sejawat untuk

meningkatkan keakuratan akun.

Gunakan auditor eksternal untuk meninjau keseluruhan proyek.

Dalam penelitian ini Teknik uji keabsahan yang dilakukan yaitu

Teknik triangulasi data. Teknik pengujian keabsahan data diperoleh

dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data (Moleong, 2014:332).

Teknik keabsahan dapat dilakukan dengan cara:

1.

Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan terkait strategi
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penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

Mengeceknya dengan berbagai sumber data. Sumber data dari
hasil wawancara, observasi dan dokumentasi akan dipadukan
satu sama lain untuk mendeskripsikan hasil temuan di lapangan.
Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan

data dapat dilakukan.
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Halaman Ini Sengaja Dikosongi



BAB IV
DESKRIPSI OBJEK, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek

Kabupaten Sidoarjo, secara astronomis terletak di antara 7,3°— 7,5°
LS (Lintang Selatan) dan antara 112,5°— 112,9°BT (Bujur Timur).
Sementara secara geografis, kabupaten ini berbatasan dengan Kota
Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Kabupaten Pasuruan di
sebelah selatan, Selat Madura di sebelah timur, dan Kabupaten Mojokerto

di sebelah barat.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah sebesar 719,34 km2 ini
terbagi menjadi 18 Kecamatan, 318 Desa, dan 28 Kelurahan. Kecamatan
terluas adalah Kecamatan Jabon dengan luas wilayah sebesar 11,53
persen terhadap luas wilayah kabupaten secara keseluruhan. Diikuti oleh
Kecamatan Sedati yang memiliki luas sebesar 11,01 persen terhadap luas

wilayah kabupaten.

Kabupaten Sidoarjo juga dikenal dengan sebutan kota “Delta”,
dikarenakan wilayahnya yang berada di antara dua sungai besar pecahan
Kali Brantas, yakni Kali Surabaya disebelah utara dan Kali Porong

disebelah selatan.

69



70

Kondisi geografis Kabupaten Sidoarjo

Gambar 4.1 Peta Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo

Sumber Data : Selayang Pandang Sidoarjo

Tabel 4.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan Tahun 2023

No. Kecamatan Luas Wilayah (Km2)
1 Tarik 36,06
2 Prambon 34,22
3 Krembung 29,55
4 Porong 29,82
5 Jabon 81,00
6 Tanggulangin 32,29
7 Candi 40,67
8 Tulangan 31,21
9 Wonoayu 33,92
10 Sukodono 32,68
11 Sidoarjo 62,56
12 Buduran 41,03
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No. Kecamatan Luas Wilayah (Km2)
13 Sedati 79,43
14 Waru 30,32
15 Gedangan 24,06
16 Taman 31,54
17 Krian 32,50
18 Balongbendo 31,40
Jumlah 714,24

Sumber Data : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2024

Jumlah penduduk menggambarkan potensi dari suatu daerah,
berdasarkan laporan perkembangan penduduk di tahun 2023, penduduk
Kabupaten Sidoarjo berjumlah 1.996.825 jiwa. Perkembangan jumlah

penduduk Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagaimana grafik
berikut :

Gambar 4.2 Grafik Perkembangan Penduduk Kabupaten Sidaorjo

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Sidoarjo

2.064.168

2.033.764
= 1.996.825
E
g
s 1.955.002
E -

2020 2021 2022 2023

Jiwa 2.033.764 2.064.168 1.955.002 1.996.825

Sumber data : Data KonsolidasiBersih (DKB) Semester Il Tahun 2023 Ditjen
Dukcapil Kemendagri
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Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan struktur usia Tahun
2023 berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK) terlihat sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun

2023
Struktur Usia Laki-Laki Perempuan Total
75< 14.647 20.475 35.122
70 -74 17.232 17.792 35.024
65 -69 32.572 31.703 64.275
60 - 64 45,908 49.455 95.363
55 -59 60.405 64.519 124.924
50 -54 14.472 79.301 153.773
45 -49 72.806 78.136 150.942
40 -44 80.079 82.475 162.554
35-39 73.154 71.794 144.948
30-34 73.381 71.087 144.468
25 -29 78.666 75.926 154.592
20 -24 83.427 79.342 162.769
15-19 74.180 69.818 143.998
10 - 148 81.512 76.637 158.149
05-09 75.542 70.698 146.240
00 - 04 62.084 57.600 119.684
JUMLAH 1.000.067 996.758 1.996.825

Sumber data : Data KonsolidasiBersih (DKB) Semester Il Tahun
2023 Ditjen Dukcapil Kemendagri
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Sedangkan apabila dijabarkan berdasarkan Kecamatan, maka
Kecamatan Taman memiliki jumlah penduduk terbanyak, dan yang

terkecil adalah Kecamatan Jabon.

Tabel 4.3 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun

2023
Jenis Kelamin
Kecamatan / Desa /

No Kelurahan Laki laki Perempuan Jumlah
1 TARIK 34.009 33.449 67.458
2 PRAMBON 39.650 38.810 78.460
3 KREMBUNG 34.209 34.193 68.402
4 PORONG 35.282 34.888 70.170
5 JABON 27.701 27.452 55.153
6 TANGGULANGIN 43.601 43.560 87.161
7 CANDI 76.901 77.021 153.922
8 SIDOARJO 98.027 99.729 197.756
9 TULANGAN 50.737 50.440 101.177
10 WONOAYU 42.245 41.519 83.764
11 KRIAN 65.942 64.470 130.412
12 BALONGBENDO 37.461 36.472 73.933
13 TAMAN 100.366 100.039 200.405
14 SUKODONO 61.383 60.571 121.954
15 BUDURAN 49.530 49.469 98.999
16 GEDANGAN 59.289 59.049 118.338
17 SEDATI 47.751 47.526 95.277
18 WARU 95.983 98.101 194.084

JUMLAH 1.000.067 996.758 1.996.825

Sumber data : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester Il Tahun 2023 Ditjen
Dukcapil Kemendagri



74

.2 Penyajian Data

Dibawah ini merupakan penyajian data dari hasil pengumpulan dan
pengelolaan data primer ataupun data skunder yang didapatkan melalui
teknik pengumpulan wawancara, observasi dan dokumentasi,

Penjelasannya disampaikan dibawah ini :

4.2.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo

Organisasi perangkat daerah ialah wadah penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Pernagkat
Daerah Kabupaten Sidoarjo. berikut ini adalah susunan perangkat

daerah sebagaimana dimaksud :

Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo
Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidaorjo

oo w>

Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2) Dinas Kesehatan

3) Dinas Perumahan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan
Ruang

4) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air

5) Satuan Polisi Pamong Praja

6) Dinas Sosial

7) Dinas Tenaga Kerja
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8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
9) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga berencana

10) Dinas Pangan dan Pertanian
11) Dinas LIngkungan Hidup dan Kebersihan
12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13) Dinas Perhubungan
14) Dinas Komunikasi dan Informatika
15) Dinas Koperasi dan Usaha Menengah
16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
18) Dinas Perpustakaand dan Kearsipan
19) Dinas Perikanan
20) Dinas Perindustrian dan Perdagangan

E. Badan Daerah terdiri dari :
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3) Badan Pelayanan Pajak Daerah
4) Badan Kepegawaian Daerah
5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

F. Kecamatan terdiri dari
1) Kecamatan Sidoarjo
2) Kecamatan Candi
3) Kecamatan Buduran
4) Kecamatan Gedangan

5) Kecamatan Sedati
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6) Kecamatan Waru

7) Kecamatan Taman

8) Kecamatan Krian

9) Kecamatan Wonoayu
10) Kecamatan Sukodono
11) Kecamatan Balongbendo
12) Kecamatan Tarik

13) Kecamatan Tulangan

14) Kecamatan Prambon

15) Kecamatan Krembung
16) Kecamatan Tanggulangin
17) Kecamatan Jabon

18) Kecamatan Porong

Pola Koordinasi Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah
Kabupaten Sidoarjo digambarkan dapam bagan berikut :

Gambar 4.3 Bagan Pola Koordinasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Sumber : Perbup 48 Tahun 2020 tentang SOTK Perangkat Daerah di
Kabupaten Sidaorjo
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4.2.2 Transformasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, pada Paragraf 1 Bagian
Pemerintahan Pasal 11 huruf d Pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan
Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi, pada angka
(7) menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD). Adapun jika merujuk aturan sebelumnya, yakni Peraturan
Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo, yang mempunyati tugas pokok dan fungsi
menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
adalah Bagian Administrasi Pembangunan. Perpindahan Tugas pokok
dan Fungsi ini tidak lain merupakan akibat adanya perubahan aturan
Pemerintah Pusat yang mengatur tentang penyusunan dokumen LPPD
itu sendiri, yang semula aturan pada mulai melakukan pelaporan
kepada Pemerintah Pusat diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat,
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain tim
penyusun LPPD yang berubah, terdapat juga beberapa perubahan

indikator dan perubahan kategori status Kinerja berdasarkan skor



kinerja daerah, yang mana hal ini berdampak terhadap pelaksananaan
penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD).

Bagian Pemerintahan sendiri mulai melaksanakan fungsi sebagai
sekretariat penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) mulai tahun 2021 (Pelaporan LPPD Tahun Anggaran
2020). Saat awal dilakukan pelaporan dokumen Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidaorjo
kepada Pemerintah Pusat, dilakukan pengumpulan data dengan cara
manual, yakni dengan desk tatap muka serta masih menggunakan data

print out atau hardcopy untuk data dukungnya.

Gambar 4.4 File Arsip Data Bukti Dukung LPPD Tahun 2020 dan
Tahun 2021
__ c

o\

T
FILE&
BUKTI DUKUNG

'LPPD
2021

ELAPORAN 2022)

FILE &
BUKTI DUKUNG

Sumber : Arsip kegiatan bagian pemerintahan tahun 2020
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Gambar 4.5 Pelaksanaan Desk tatap muka pada proses pengumpulan
data dari Perangkat Daerah Pelaksana LPPD tahun 2021
— — T

Sumber : arsip kegiatan bagian pemerintahan tahun 2020

Adanya pandemi corona virus 19 (Covid-19) sejak tahun 2019
yang telah menimpa seluruh negara di dunia banyak mempengaruhi
semua sendi kehidupan bermasyarakat. Perubahan tersebut terjadi
mulai dari aktifitas keseharian, perubahan gaya hidup yang juga
berpengaruh terhadap kegiatan pemerintahan baik pada kegiatan
administrasi utamanya kegiatan pelayanan yang menyebabkan adanya
tatap muka karena dapat menjadi sumber peningkatan penyebaran
covid-19 ditengah-tengah Masyarakat. Selain itu sistem persuratan
yang masih manual dalam bentuk printout menjadi tidak optimal,
karena pada saat pandemi covid-19 dilakukan WFH (Work From
Home) dan WFA (Work From Arrantment) yang mempengaruhi proses
penandatanganan surat, pendistribusian surat dan disposisi surat yang
mana kegiatan- kegiatan tersebut dapat berpotensi sebagai sarana

penularan covid-19.
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Namun, terbatasnya ruang gerak dalam pelaksanaan segala
bentuk kegiatan tidak terkecuali kegiatan pemerintahan mendorong
terselenggarakannya transformasi digital pada segala aspek.
Transformasi digital mencakup penggunaan serta kemampuan dalam
menerapkan teknologi digital kepada aparatur pemerintah. Hal inilah
yang menjadi cikal bakal digitalisasi dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintah di Kabupaten Sidoarjo. Dalam rangka penyusunan Laporan
Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun 2020,
Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat penyusunan dokumen Laporan
Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten
Sidoarjo Bersama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo Membangun Sistem pengumpulan data LPPD
Berbasis elektronik yang dapat diakses oleh operator penginput data
Perangkat Daerah  pengampu  Laporan  Penyelenenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) darimana saja dan kapan saja, tidak
mengikat harus dilakukan dengan prosedur tatap muka.

Selain itu dengan adanya perubahan dasar pelaksanaan
penyusunan Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) dari pemerintah pusat, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 3
Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala
Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat,
menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang apabila di
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dilihat dari Aspek komposisi data yang di sajikan adalah sebagai

berikut :

Tabel 4.4 Aspek yang dilaporkan pada Dokumen Laporan
Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

No Aspek Jumlah | Jumlah
Urusan | IKK
1 | Tataran Pengambil Kebijakan 13 39
2 | Tataran Pelaksana Kebijakan Administrasi | 8 21
umum
3 | Tataran pelaksana kebijakan umum urusan
wajib dan pilihan
A | Uruusan Wajib 22 67
B | Urusan Pilihan 6 11
C | Uusan Penunjang 1 6
D | Urusan Pemerintahan Umum 1 2

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

Tabel 4.5 Aspek yang dilaporkan pada Dokumen Laporan
Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

No Aspek Jumlah | Jumlah
Urusan | IKK
1 Indikator Kinerja Kunci Makro 6 6
2 Indikator Kinerja Kunci Outcome
A | Urusan Wajib Pelayanan Dasar 6 41
B | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 18 46
C | Urusan Pilihan 8 18
D | Urusan Fungsi Penunjang 5 18
3 Indikator Kinerja Kunci Output
A | Urusan Wajib Pelayanan Dasar 6 237
B | Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 18 213
C | Urusan Pilihan 8 44
D | Urusan Fungsi Penunjang 5 -

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
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Perbedaan yang cukup signifikan terdapat pada jumlah IKK yang
harus dipenuhi capaian serta data dukungnya, pada Peraturan
Pemerintah no 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat terdapat 51 urusan dan 145
IKK, sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
terdapat 37 urusan dan 632 IKK yang terdiri dari 140 IKK Outcome
dan 492 IKK Output. Adapun dalam penilaian keabsahan Data Capaian
dan Bukti dukung IKK, yang dinilai adalah IKK Outcome,, sedangkan
IKK Output merupakan data pendukung apabila ada capaian pada IKK

Output yang belum sesuai.

Adanya transformasi pemenuhan aspek beserta Indikator Kinerja
Kunci pada penyusunan Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) yang cukup signifikan tersebut ada beberapa indikator
yang belum maksimal atau tidak tersedia datanya di Perangkat Daerah
akibat kurangnya pemahaman ataupun tidak tepatnya Perangkat
Daerah dalam menginterpretasikan maksud dari data yang diinginkan
oleh tiap tiap indikator Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) vyang telah ditentukan pusat, selain itu kurangnya
pemahaman tentang kelengkapan dokumen bukti dukung juga
mempengaruhi kevalidan data yang di sampaikan dalam dokumen
Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal

tersebut tentu dapat mengurangi skor penilaian pelaporan LPPD
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Kabuaten Sidoarjo oleh tim evaluator daerah (Timda) maupun tim

evaluator pusat (Timnas).

Berdasarkan kondisi tersebut, dan juga mengingat waktu yang
terbatas dalam melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), yaitu 3 bulan sejak berakhirnya Tahun
anggaran Daerah, Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidaorjo selaku
Sekretariat Pelaporan Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidaorjo, melakukan kegiatan yang
disebut dengan Pra Evaluasi, yakni pelaksanaan evaluasi sekaligus
pendampingan yang pelaksanaanya dilakukan oleh evaluator Internal,
yakni Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, dan evaluator
Eksternal yang terdiri dari Tim evaluator daerah Provinsi, (Timda)
yakni Biro Pemerintahan dan Otda Provinsi Jawa Timur, Badan
Pengawas Pembangunan dan Keuangan Daerah (BPKP) Provinsi Jawa
Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur maupun tim evaluator pusat
(Timnas) yakni Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian

Dalam Negeri RI.

4.2.3 Proses Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo

Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah,
untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemengadri) menetapkan
Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk maing-masing urusan.
Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing

indikator yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh OPD Pelaksana.
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Melalui pelaporan Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) tersebut, dapat dilihat sejauh mana keberhasilan Aparatur Sipil
Negara (ASN) bersama dengan Kepala Daerah, dapat menjalankan
kegiatan pemerintahan dengan baik. Dalam menyusun Laporan
Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Kepala Daerah
wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang
diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam Laporan
Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Data yang
dituangkan dalam Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) wajib diverifikasi atau di validasi oleh inspektorat dan BPKP
daerah yang bersangkutan. Sistematika penulisan Laporan

Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai berikut :

Tabel 4.6 Sistematika Laporan LPPD

SISTEMATIKA DAN MUATAN LPPD

(Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

| BAB I 1. | Latar Belakang

PENDAHULUAN 2. | Perencanaan Pembangunan Daerah
3. | Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM)

Il | BABII 1. | Capaian Kinerja Makro (IPM, Angka
CAPAIAN KINERJA Kemiskinan, Angka Pengangguran,
PENYELENGGARAAN Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per
PEMERINTAHAN kapota, Ketimpangan Pendapatan)
DAERAH 2. | Capaian Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintahan

a. 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

b. 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
c. 8 Urusan Pilihan
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SISTEMATIKA DAN MUATAN LPPD
(Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)

d. Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan

11 | BAB I 1. | Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
CAPAIAN KINERJA 2. | Dasar hukum penyelenggaraan tugas
PELAKSANAAN pembantuan
TUGAS 3. | Gambaran umum pelaksanaan tugas
PEMBANTUAN pembantuan

4. | Capaian kinerja pelaksanaan tugas
pembantuan
a. Target Kinerja
b. Realisasi

c. Permasalahan dan Kendala
d. Saran dan Tinadk Lanjut

IV | BAB IV Laporan penerapan dan pencapaian SPM
PENERAPAN DAN memuat sebagai berikut :
PENCAPAIAN 1. | Jenis Pelayanan Dasar
STANDAR 2. | Target Pencapapaian SPM oleh Daerah
PELAYANAN 3. | Realisasi
MINIMAL 4. | Alikasi Anggaran

5. | Dukungan Personil
6. | Permasalahan dan Solusi

V |BABV 1. | Kesimpulan

PENUTUP 2. | Saran
3. | Penutup

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintan Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

bahwa penyusuna Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah
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(LPPD) mulai tahun 2020 sudah tidak lagi menggunakan format IKK

I1.1, 11.2 dan 11.3 namun menggunakan IKK Outcome dan Output yang

jumlahnya meningkat sangat signifikan. Berikut adalah rekapitulasi

IKK Output dan Outcome berdasarkan urusan pemerintahan yang

diampu.

Tabel 4.7 Tabel Rekapitulasi IKK Outcome dan Output Per Urusan
Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

No URUSAN PEMERINTAHAN Jumlah Jumlah
KABUPATEN /KOTA IKK Outcome | IKK Output

A Urusan Wajib Pelayanan Dasar 41 237

1 | Pendidikan 4 53

2 | Kesehatan 14 26

3 | Pekerjaan Umum dan Penataan 9 78
Ruang

4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan 5 33
Permukiman

5 | Ketentraman, Ketertibab Umum dan 7 26
Perlindungan Masyarakat

6 | Sosial 2 21

B Urusan Wajib Non Pelayanan 46 213

Dasar

1 | Ketenagakerjaan 5 45

2 | Pemberdayaan Perempuan dan 3 14
Pelindungan Anak

3 | Pangan 1 8

4 | Pertanahan 6 4

5 | Lingkungan Hidup 3 8

6 | Kependudukan dan Catatan Sipil 4 4

7 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 8

8 | Pengendalian Penduduk dan 3 11
Keluarag Berencana

9 | Perhubungan 2 5

10 | Komunikasi dan Informatika 3 20
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No URUSAN PEMERINTAHAN Jumlah Jumlah
KABUPATEN /KOTA IKK Outcome IKK Output
11 | Koperasi dan UMK 2 20
12 | Penanaman Modal 1 12
13 | Kepemudaan dan olahraga 3 6
14 | Statistik 2 7
15 | Persandian 1 4
16 | Kebudayaan 1 19
17 | Perpustakaan 2 8
18 | Kearsiapn 2 10
C Urusan Pilihan 18 44
1 | Kelautan Dan Perikanan 1 5
2 | Pariwisata 5 10
3 | Pertanian 2 5
4 | Energi dan Sumber Daya Mineral 1 1
5 | Perdagangan 3 11
6 | Perindustrian 6 5
7 | Kehutanan 0 4
8 | Transmigrasi 0 3
D Fungsi Penunjang Urusan 18 0
Pemerintahan
1 | Perencanaan dan keuangan 6 0
2 | Pengadaan 3 0
3 | Kepegawaian 3 0
4 | Manajemen Keuangan 4 0
5 | Transparansi dan Pertisipasi Publik 2 0
TOTAL IKK 123 494

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

Yang dalam pelaksanaanya, masing-masing indikator tersebut di

distribusikan kepada OPD pelaksana yang ada di Kabupaten Sidoarjo

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing, dari 47 OPD

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, hanya 26 OPD yang melaksnakan
indikator dimaksud. 26 OPD tersebut terdiri atas 20 Dinas, 4 Badan,
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Inspektorat dan 1 Bagian dari Sekretariat Daerah yang pembagian

perurusannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8 Data Perangkat Daerah Pengampu Laporan
Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan
Urusannya

No

Perangkat Daerah

Urusan yang Diampu

Pengampu
1. Dinas Pendidikan dan | Pendidikan
Kebudayaan Kebudayaan
2. Dinas Kesehatan Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum Binas | Pekerjaan Umum
Marga dan Sumber Daya Air
4. Dinas Perumahan | Pekerjaan Umum
Permukiman, Cipta Karya dan | Perumahan Rakyat
Penataan Ruang Pertanahan
5. Satuan Polisi Pamong Praja Ketentraman ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat
6. Badan Penanggulangan | Ketentraman ketertiban umum dan
Bencana Daerah perlindungan masyarakat
7. Dinas Sosial Sosial
8. Dinas Tenaga Kerja Ketenagakerjaan
9. Dinas  Perindustrian  dan | Perindustrian
Perdagangan Perdagangan
10. | Dinas Koperasi dan UMK Koperasi dan UMK
11. | Dinas Pangan dan Pertanian | Pangan
Pertanian
12. | Dinas Perikanan Perikanan
13. | Dinas Lingkungan Hidup dan | Lingkungan Hidup
Kebersihan
14. | Dinas Penanaman Modal dan | Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. | Dinas Pemberdayaan | Pememberdayaan =~ Perempuan  dan

Perempuan Perlindungan anak
dan Pengendalian Penduduk
san Keluarga Berencana

Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

16.

Komunikasi dan Informatika
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No

Perangkat Daerah

Urusan yang Diampu

Pengampu
Dinas  Komunikasi  dan | Persandian
Informatika Statistik
17. | Dinas Kepemudaan, Olahraga | Pariwisata
dan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
18. | Dinas Kependudukan dan | Administrasi Kependudukan  dan
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
19. | Dinas Perhubungan Perhubungan
20. | Dinas Perpustakaan dan Arsip | Kearsipan
Perpustakaan
21. | Dinas Pemberdayaan | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Masyarakat dan Desa
22. | Badan Pengelolaan Keuangan | Fungsu Penunjang :
dan Aset Daerah - Perencanaan dan Keuangan
- Manajemen Keuangan
23. | Badan Kepegawian Daerah Fungsi Penunjang :
- Kepegawaian
24. | Sekretariat Daerah : Bagian | Fungsi Penunjang :
Pengadaan Barang dan Jasa - Pengadaan
25. | Inspektorat Fungsui Penunjang :
- Perencanaan dan Keuangan
- Transparansi dan Partisipasi
Publik
26. | Badan Perencanaan | IKK Makro

Pembangunan Daerah

Sumber : Dokumen LPPD Kabupaten Sidaorjo Tahun 2023

4.2.3.1 Tim Penyusun Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan kebutuhan data Kinerja Kunci (IKK) sesuali
dengan Peraturan Menteri DALAM Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomoh 18

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah, dari 47 OPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo,
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hanya 26 OPD yang melaksnakan indikator dimaksud. 26 OPD
tersebut terdiri atas 20 Dinas, 4 Badan, Inspektorat dan 1 Bagian dari
Sekretariat Daerah. Adapun susunan keanggotaan dan ketugasan
Tim Pelaksanan penyusunan LPPD ditetapkan melalui Keputusan
Bupati Nomor 100.3.3.2/90/438.1.1.3/2024 tentang Tim Penyusun
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2023 Tahun Anggaran 2024 dengan susunan

anggota sebagaitim sebagai berikut :

Tabel 4.9 Keanggotaan TIM Koordinasi Penyusunan LPPD

Jabatan Dalam TIM

Jabatan Dalam Perangkat Daerah

Ket

Pengarah |

Bupati Sidoarjo

Pengarah |1

Wakil Bupati Sidoarjo

WINF-

Ketua

Sekretaris Daerah Kabupaten
Sidaorjo

Wakil Ketua |

Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat pada
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidoarjo

Wakil Ketua Il

Asisten Perekonomian dan
Pembangunan pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Sidoarjo

Wakil Ketua Il

Asisten Umum pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Sidoarjo

Sekretaris

Kepala Bagian Pemerintahan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidoarjo

Anggota

a. Inspektur Kabupaten Sidoarjo

b. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Sidoarjo

c. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Sidoarjo
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No

Jabatan Dalam TIM

Jabatan Dalam Perangkat Daerah

Ket

d.

Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan  Pembangunan
Perwakilan Propinsi Jawa Timur

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Sidoarjo

Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Sidoarjo

Kepala Bagian Pembangunan
Setda Kabupaten Sidoarjo

Kepala Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Sidoarjo

Sekretaris Inspektorat Kabupaten
Sidoarjo

Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Sidoarjo

Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan Bappeda Kabupaten
Sidoarjo

Kepala Bidang Perekonomian
dan Sumber Daya Alam Bappeda
Kabupaten Sidoarjo

Kepala Bidang Pemerintahan dan
Sosial Budaya Bappeda
Kabupaten Sidoarjo

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi,
Penelitian, Pengembangan dan
Data Bappeda Kabupaten
Sidoarjo

Kepala Bidang Anggaran
BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Kepala Bidang Perbendaharaan
dan Akuntansi BPKAD
Kabupaten Sidoarjo
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No

Jabatan Dalam TIM

Jabatan Dalam Perangkat Daerah

Ket

r. Kepala Bidang Pengembangan
ASN BKD Kabupaten Sidoarjo

s. Analis Keuangan Pusat dan
Daerah Ahli Muda Bidang
Anggaran pada BPKAD
Kabupaten Sidoarjo

t. Analis Keuangan Pusat dan
Daerah Ahli Muda Bidang
Anggaran Pendapatan BPKAD
Kabupaten Sidoarjo

u. Analis Keuangan Pusat dan
Daerah Ahli Muda Bidang
Akuntansi BPKAD Kabupaten
Sidoarjo

v. Perencana Ahli Muda Bidang
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bappeda
Kabupaten Sidoarjo

w. Perencana Ahli Muda Bidang
Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Bappeda Kabupaten
Sidoarjo

X. Analis Kebijakan Ahli Muda
Subbagian Pelaporan dan Kinerja
Bagian Pembangunan Setda
Kabupaten Sidoarjo

y. Analis Kebijakan Ahli Muda
Subbagian Penyusunan Program
Bagian Pembangunan Setda
Kabupaten Sidoarjo

z. Analis Kebijakan Ahli Muda
Subbagian Pengendalian Bagian
Pembangunan Setda Kabupaten
Sidoarjo

aa. Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa Sub Bagian
Pembinaan Dan Advokasi
Pengadaan Barang / Jasa Bagian
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No | Jabatan Dalam TIM | Jabatan Dalam Perangkat Daerah Ket

Pengadaan Barang / Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidoarjo

bb. Auditor Inspektorat Kabupaten
Sidoarjo, yang ditunjuk

cc. Analis Ahli Muda Kebijakan
Subbagian Administrasi
Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Bagian Pemerintahan
Setda Kabupaten Sidoarjo

dd. Perencana Ahli Muda Dinas,
Badan Se-Kab Sidoarjo dan
Satuan Polisi Pamong Praja

ee. Perencana Ahli Muda Dinas,
Badan Se-Kab Sidoarjo dan
Satuan Polisi Pamong Praja

ff. Staf Bagian Pemerintahan Setda Yang
Kabupaten Sidoarjo ditunjuk

Sumber : Dokumen SK TIM Penyusunan LPPD Tahun 2024

4.2.4 Strategi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Sidoarjo

Dalam penyelenggaraan organisasi, khususnya organisasi
pemerintah, penyusunan dan penyajian sebuah dokumen serta laporan
menjadi bagian dari aktifitas pemerintahan itu sendiri. Salah satunya
adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mana
diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Pemerintah Daerah, lebih lanjut pelaksanaan pelaporannya diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD
kepada pemerintah pusat, LKPJ Kepada DPRD dan informasi LPPD.
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Di susunnya Laporan-laporan tersebut bertujuan untuk mempermudah
dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah sejalan dengan
upaya mencinpatakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab
serta mampu menjawab tuntutan perubahan dengan efektif dan efisien
sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebit disusun dan paling
lambat disampaikan kepada pemerintah pusat 3 (tiga) bulan seteal
tahun anggaran berakhir. Yang mana lebih lanjut dijelaskan dalam
pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, digunakan sebagai bahan evaluasi dan
pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Oleh Pemerintah

Pusat.

4.2.4.1 Website Portal Data Kinerja

Dalam rangka efektif dan efisien dalam pengumpulan data
untuk penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
berdasarkan Urusan serta Indikator yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo membentuk Website Portal Data Kinerja, yaitu sebuah
sistem informasi data yang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sidoarjo dan dikelola oleh Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, yang
berisikan form data-data untuk memenuhi indikator tiap-tiap urusan
daerah dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD).
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Gambar 4.8 Tampilan Website Portal Data Kinerja
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Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sidoarjo

Dibangunnya website portal data kinerja tidak lain adalah

untuk untuk menjawab berbagai kendala yang ada, antara lain :

1. Memudahkan proses pengumpulan data bagi Perangkat
Daerah Pelaksana urusan Laporan Penyelenenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), dimana yang sebelumnya
dilaksanakan masih dilakukan secara manual yakni Perangkat
Daerah pelaksana urusan harus bertatap muka dengan TIM
penyusun Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) vyang berada di bagian pemerintahan, lain tidak
efisien waktu dan tenaga, hal ini juga tidak efektif dalam
menjamin data yang di butuhkan sudah terpenuhi, karena

database urusan yang akan dilaporkan seringkali tidak tepat,

- 0
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sehingga staf Perangkat Daerah pelaksanan urusan harus
berkali-kali melakukan tatap muka sampai dengan data sesuai
dengan yang dibutuhkan oleh masing-masing indikator
urusan. Sedangkan dengan telah dibangunnya Website Portal
Data Kinerja ini, Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Laporan
Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tidak perlu
melakukan tatap muka langsung dengan TIM penyusun
Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
yang berada di bagian pemerintahan, karena pengumpulan
data sudah bisa langsung melalui Website, dimana dalam
website Portal Data Kinerja dimaksud, telah dilengkapi
dengan fitur input data, upload bukti dukung, dan penjelasan
terkait masing-masing data indikator yang harus diisikan oleh
Perangkat Daerah.

Gambar 4.9 Fitur Pengumpulan Data Bagi Perangkat Daerah
Penyelenggara Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD)

B Qs %k J.eBEaCen TH o §

Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sldoarjo
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2. Memudahkan pelaksanaan evalausi bagi TIM evaluator
pelaporan Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) dalam hal ini Tim evaluator internal dan eksternal,
dimana yang sebelumnya harus dilakukan tatap muka dalam
setiap proses evaluasi, namum dengan adanya Website Portal
Data Kinerja, evaluasi dapat dilakukan dengan metode virtual
karena di dalam portal data kinerja telah kami berikan juga
fitur evaluasi, yakni pemberian keterangan apakah sudah
sesuai antara data serta bukti dukung yang diinginkan oleh
indikator tiap urusan dengan data serta bukti dukung yang
dinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan. Selain itu
juga tersedia fitur pemberian masukan oleh evaluator, yakni
penyampaian perbaikan untuk dapat menjadi perhatian bagi
Perangkat Daerah Pelaksana Urusan.

Gambar 4.10 Fitur Evaluasi dan Rekomendasi bagi Tim evaluator
Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

= a -2 Jme@bacCcen R Y

Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sidoarjo



3. Memudahkan monitoring data serta pelaporan bagi jajaran
pimpinan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
dimana sebelumnya tidak ada akses monitoring langsung dari
jajaran pimpinan pemerintah Kabupaten Sidoarjo perihal
bagaimana capaian serta urusan yang sudah tercukupi kinerja
dan data dukungnya. Namun dengan adanya Website Portal
Data Kinerja, kami menambahkan fitur verifikasi Kepala
OPD, dimana data-data yang di inputkan harus terlebih dahulu
diverifikasi oleh Kepala OPD sebelum selanjutnya dilakukan
evaluasi oleh TIM evaluator Laporan Penyelenenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), selain itu kami juga
menyediakan fitur lihat dan penambahan komentar bagi
seluruh Asisten, Sekertaris Daerah, Wakil Bupati dan Bupati.
Sehingga harapannya jajaran pimpinan di Pemerintah Daerah
Kabupaten Sidorajo terlibat langsung dalam penyusunan
Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Gambar 4.11 Fitur Monitoring Bagi Jajaran Pimpinan

e @ -2k Joe@BdFSCeO

Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sidoarjo
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4. Memudahkan penyimpanan serta sebagai sarana kompilasi
data dari tahun ketahun bagi Sekretariat Penyusunan Laporan
Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Adapun
yang sebelumnya dokumen dalam bentuk Hardfile biasanya
rawan dalam penyimpanan, mulai dari dokumen hilang,
dokumen lapuk, dan dokumen yang terpencar-pencar. Namun
dengan sistem penyimpanan digital, diharapkan dapat

memudahkan penyimpanan maupun pencarian data

Gambar 4.12 Fitur Penyimbapan Berdasarkan Tahun

‘

@LPPD - Capaian Kinerja - IKK Outcome

Pilih Tahun :

2023

—

pilih -
DIPERBARUI  FILE 2019
CAPAIAN KET PEMDA BUKTI STATUS 2020
2021
2022
2023
385 Jumlahanak usia5-6  20-02- 1365 + Sudah diverifikasi Kepal v
;xl‘m‘“f 100,00 % tahun yang sedang 2024_15:52:13  outcome | |
belajar di satuan PAUD 20-02 @ Status Verifikasi
sebanyak 57385 peserta 2024_15 8 apus
didik 52-13.pdf

Sumber : Website Portal Data Kinerja Kabupaten Sidoarjo

4.2.4.2 Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi

Adapun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Sidoarjo, Bagian
pemerintahan selaku Sekretariat pelaporan penyelenggaraan
Pemerintahan daerah Kabupaten Sidaorjo tidak hanya menghimpun

data yang bersumber dari PD Pelaksana Urusan Pemerintahan,
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melainkan juga telah membentuk instrument pendampingan serta
Pelaporan dokumen Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) dan telah di bakukan dalam Surat Keputusan Bupati
Nomor 188/319/438.1.1.3/2022 tentang Standar Operasional
Prosedur Pelaporan LPPD Kabupaten Sidaorjo, Adapun dalam SOP
tersebut, bagian pemerintahan telah meruntun mulai dari
penginputan awal sampai dengan reviu akhir oleh APIP dalam hal

ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

Evaluator eksternal yang melaksanakan pendampingan dan
pra-evaluasi dipilih berdasarkan evaluator tingkat provinsi dan pusat
yang dari tahun ke tahun melaksanakan evaluasi terhadap data
capaian dan bukti dukung Kabupaten Sidoarjo, yang mana setiap
tahun dilakukan penilaian namun penentuan yang bertindak menjadi
evaluator masing-masing Kabupaten/Kota diacak yang bertindak
sebagai evaluatornya, antara oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa
Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, dan BPKP (Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah) Provinsi Jawa
Timur. Adapaun di tahun 2024 ini tidak di ikutsertakan BPKP selaku
evaluator, dikarenakan sudah 3 tahun berturut-turut BPKP tidak
ditunjuk sebagai evaluator bagi Kabupaten Sidaorjo. Pendampingan
dan Pra-evaluasi ini dilakukan sebelum evaluasi yang “sebenarnya”
dilakukan  oleh Tim evaluator Daerah dan Pusat, sehingga
diharapkan sebelum data capaian dan bukti dukung LPPD dinilai,
telah dilakukan upaya dalam memaksimalkan capaian dan bukti
dukung yang ada dan dalam upaya peningkatan pemahalam serta

nilai capaian kinerja, Pemerintah  Kabupaten Sidoarjo,
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menggunakan strategi Pendampingan dan Pra-evaluasi, yakni
melakukan evaluasi dini terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah
yang melaksanakan Urusan Pemerintah yang dinilai dalam Laporan
Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), sebelum
Laporan di Kumpulkan dan dinilai langsung oleh tim Penilai Pusat
dan Daerah. Selain untuk meningkatkan kuantitas capaian Kinerja
indikator Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), dengan dilakukan evaluasi dini oleh tim evaluator,
diharapkan juga dapat meningkatkan kualitas Bukti dukung yang
valid sehingga bisa meningkatkan peringkat Laporan
Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)  Kabupaten
Sidoarjo di tingkat Nasional. Adapun dalam kegiatan pendampingan
dan Pendampingan dan Pra-evaluasi dilaksanakan berjenjang, antara
lain :

Gambar 4.13 Pola Jenjang Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi
Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten

Sidoarjo

« Dilaksakanakan Oleh OPD
Pengampu IKK Kabupaten
Sidoarjo

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis



102

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) di kabupaten Sidoarjo, Bagian
Pemerintahan dan Dinas Komunikasi dan Informatika setiap diawal
tahun (n+1) atau setelah berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan
pemerintahan tepatnya di minggu pertama bulan januari, bagian
pemerintahan melaksanakan pendampingan serta sosialisasi
pengisian Website Portal Data Kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk
mengingatkan tata cara pengisian ian, menjelaskan apabila terdapat
fitur baru ataupun staf inputing baru dari tiap-tiap perangkat daerah
pengampu Urusan Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) serta penyampaian jadwal serta timeline rencana
pelaksanaan pendampingan serta Pra-evaluasi oleh TIM evaluator
Internal maupun Eksternal. Berikut adalah timeline Pendampingan
dan Pra-evaluasi Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo:

Tabel 4.10 Timeline Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi dalam
Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD) Tahun 2023

WAKTU PELAKSANAAN
NO AKSI JANUARI FEBRUARI MARET Pelaksana
PV (VO e v
1 | Inputing
Capaian
Kinerja oleh PD
PD pengampu
urusan LPPD Et;anlgmpu
pada Website
Portal Data
Kinerja
e
Inspektorat Kab. Sidoarjo
p
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NO

AKSI

WAKTU PELAKSANAAN

JANUARI

FEBRUARI

MARET

IV [V LI v

v

Pelaksana

Kabupaten
Sidoarjo

Perbaikan oleh
PD Pengampu
LPPD atas
hasil Pra-Reviu
Inspektorat

PD
pengampu
LPPD

Pendampingan
dan Pra-
evaluasi oleh
Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Biro
Pemerintahan
Provinsi
Jawa Timur

Perbaikan oleh
PD Pengampu
LPPD atas
hasil
Pendampingan
dan Pra-
evaluasi Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

PD
pengampu
LPPD

Pendampingan
dan Pra-
evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Inspektorat
Provinsi
Jawa Timur

Perbaikan oleh
PD Pengampu
LPPD atas
hasil
Pendampingan
dan Pra-
evaluasi
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

PD
pengampu
LPPD

Pendampingan
dan Pra-
evaluasi oleh

Kementerian
Dalam
Negeri
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NO

AKSI JANUARI FEBRUARI MARET Pelaksana

WAKTU PELAKSANAAN

LI v Ve e e v e v

Kementerian
Dalam Negeri

Perbaikan oleh
PD Pengampu
LPPD atas
hasil
Pendampingan pengampu
dan Pra- LPPD
evaluasi
Kementerian
Dalam Negeri

PD

10

Finalisasi
Reviu LPPD
Oleh APIP Inspektorat
Inspektorat Kab. Sidoarjo
Kabupaten
Sidaorjo

1.

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Inputing Capaian Kinerja oleh PD pengampu urusan Laporan
Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada
Website Portal Data Kinerja

Proses pengumpulan data Laporan Penyelenenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidaorjo diawali
dengan disampaikannya surat himbauan pengisian data dan bukti
dukung capaian masing-masing urusan pada portal data kinerja,
untuk pelaksanaan penyusunal Laporan Penyelenenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun anggaran 2023, surat
himbauan sudah mulai di sampaikan pada 19 Desember 2023
dengan maksud agar Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD
dapat segera menyusun data serta bukti dukung, sehingga pada awal
tahun 2024, data dan bukti dukung tersebut dapat segera

disampaikan melalui Website Portal Data Kinerja. Selain itu
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disampaikan juga timeline pelaksanaan kegiatan Pendampingan dan

Praevaluasi melalui surat tersebut.

Gambar 4.14 Surat Penyampaian Himbauan Pengisian Data LPPD

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

JalanGubemurSuryo No.1 SidoarjoKodePos 61211
Telepon. (031) 8921946,8921960,8021853 Faks. (031) 8941145
Email - id idoarjokab.go.id

Sidoarjo, 19 Desember 2023
Kepada
Nomor : 100/15038/438.1.1.1/2023 Yih. Sdr(sebagaimana Tertampir) di
Sifat Penting SIDOARJO
Lampiran: 1
Perihal : himbauan pengisian
portaldatakinerja terkait capaian
kinerja LPPD Tahun 2023

Berkenaan dengan akan berakhimya masa anggaran Tahun 2023
maka mohon kiranya saudara dapat mengisi hasil capaian kinerja tahun 2023
pada aplikasi hitps:/fporialdatakinerja.sidoarjokab.go.id Adapun maksimal
waklu pengisian capaian kinerja Tahun 2023 pada aplikasi tersebul , tanggal
7Januari 2024, adapun data yang memakai data BPS yang belum realease
memakai dala tribulan terakhir sedangkan dala keuangan bisa menggunakan
data unaudited.

Dan dalam rangka tertib administrasi untuk pengisian LPPD capaian
kinerja Tahun 2023, OPD pengampu wajib menyertakan data dukung
ditandatangani oleh Kepala OPD sedangkan untuk surat keterangan nihil
dilandatangani cleh Sekretaris Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian.

P

DAERAH

. CGOAE

ANDJAR SURJADIANTO, §.S0s.CGCAE
PembinaUtamaMuda
NIP197009261990031005

Tahun 2023

Lampian

Nomor
100/15038/438.1.1.1/2023
Tanggal 19 Desermber 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Pengelolaan Keuangan dan Asel Daerah
Inspeklorat

Badan Kepegawaian Daerah

BPBD

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Kesehatan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air

© B Ne AW e

Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya danTata ruang
10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

11.DinasSasial

12.Dinas Tenaga Kerja

13.Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana
14.Dinas Pangan dan Pertanian

15.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

16.Dinas Kependudukan dan CatatanSipil

17.Dinas Pemberdayaan Masyarakal dan Desa

18. DinasPerhubungan

19.Dinas Komunikasi dan Informatika

20.Dinas Koperasidan UsahaMikro

21.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuP intu
22.Dinas Kepemudaan, olah raga dan Pariwisata

23.Kanlor Perpustakaan dan Arsip

24.Dinas Perikanan

25.Dinas Perindustrian dan Perdagangan

26.Bagian Pengadaan

Pj. SEKRETARIS DAERAH
Dt

(andiatangani secara sektronik ol

ANDIAR SURADIANT
IR 1970092619903

caeaE

SURJADIANTO,
Pembina Utama Muda
NIP197009261990031005

.508,.CGCAE

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

2. Pra-Reviu Oleh APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi yang pertama

dilaksanakana adalah Pra-reviu yang dilaksanakan oleh Tim APIP

(Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dari Inspektorat Kabupaten

Sidaorjo. Adapun pelaksanaan Pra-reviu dilaksanakan pada bulan

januari, sesaat setelah dilakukan pengisian data dan bukti dukung
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pada Website Portal Data Kinerja oleh Perangkat Daerah Pelaksana

Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Dalam pelaksanaan Pra-reviu, Bagian Pemerintahan selaku
Sekretariat Penyusunan LPPD melakukan permohonan reviu secara
tertulis kepada inspektur Kabupaten Sidaorjo agar dapat

menugaskann Tim APIP dalam melaksanakan reviu dimaksud.

Gambar 4.15 Surat Permohonan Pra-reviu oleh Tim APIP Inspektorat
Kabupaten Sidoarjo melaui Website Portal Data Kinerja

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

JalanGubernurSuryo No.1 SidoarjoKodePos 61211
Telepon. (031) 8921946,8921060,8921853 Faks. (031) 8041145
Emad i

Sidoarjo, 17 Januari 2024

Kepada
Nomor : 100/819/438.1.1.1/2024 Yth. Sdr.Inspektur Kabupaten
Sifat Penting Sidoarjo
Lampiran: - di
Perihal : permohonan pra reviu melalui SIDOARJO

aplikasi portaidata dan reviu di
aplikasi SILPPD

Dalam rangka Sistem Peng: Intern
Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, khususnya dalam
Pelaporan Kinerja Daerah, maka peru dilakukan Reviu atas Laporan
Penyelenggaraan

2023. Sehubungan dengan hal tersebut maka pelaksanaan pr
dijadwalkan pada tanggal 22 sid 28 Januari 2023 melalui portal
dengan username inspektorat password verifikator dan pelak:
LPPD pada tanggal 25 s/d 30 Maret 2023 melalui SILPPD Keme

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perkenannya disampaikan

terima kasih
IRJADI .S0s,CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP 19700926 199003 1 005

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Adapun berdasarkan Surat permohonan Pra-reviu oleh Bagian
Pemerintahan kepada Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidaorjo,
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untuk pelaksanaan Pra-reviu LPPD Tahun anggaran 2023 yang
dilaksanakan tahun 2024, dilaksanakan pada tanggal 22-28 Januari
2024, mendasari pengisian data dan bukti dukung awal yang telah
dilakukan olen  Perangkat Daerah pelaksana Laporan

Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Kegiatan Pra-reviu sendiri dilaksanakan langsung melalui
Portal Data Kinerja, karena telah tersedia menu Reviu bagi
Inspektorat untuk melakukan penilaian (OK atau TIDAK OK)
berdasarkan data yang telah diinputkan oleh Perangkat Daerah
Pelaksana Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD).

Gambar 4.16 Fitur Reviu APIP di Website Portal Data Kinerja

Portal Dala Kinerja H

_ " LA JoeBODSC 00 - T

Q Search

Sumber : Website Portal Data Kinerja
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Setelah dilakukan reviu di Website Portal Data Kinerja,
Bagian Pemerintahan selanjutkan melakukan penyampaian hasil
Pra-reviu Kepada Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Laporan
Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) melalui data
tertulis atau melalui surat kepada masing-masing Perangkat Daerah.
Berikut adalah hasil dari prareviu yang dilaksanakan oleh Tim APIP
Inspektorat Kabupaten Sidoarjo

Gambar 4.17 Diargam Keterisian Data dan Bukti Dukung yang diisikan
oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD di Kabupaten Sidaorjo per
tanggal 22 Januari 2024

IKK Outcome

Belum Terisi;

IKK Outcome
Terisi; 111

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Berdasarkan data tersebut, dari 123 IKK Outcome yang harus
diisi oleh seluruh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, baru 111 IKK
Outcome atau 90 persen dari serta bukti dukung yang telah di isikan
pada Website Portal Data Kinerja, Dimana data yang telah masuk

tersebut yang selanjutnya di reviu oleh Tim APIP Inspektorat.
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Tim Reviu APIP mengecek data yang telah diinputkan oleh
Perangkat Daerah  Pelaksan Laporan Penyelenenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), adapun yang di cek antara lain,
kesesuaia Data Kinerja dan Rumus Indikator Kinerja yang telah
ditetapkan dalam Permendagri yang mengatur Laporan
Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Kesesuaian Data
kinerja dan Data Dukung yang telah di Input oleh Perakgkat Daerah
pelaksana Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD), serta Ketersediaan Surat Pengantar yang telah
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
Berikut adalah hasil reviu yang dilakukan oleh Tim APIP

Inspektorat :

Gambar 4.18 Hasil Pra-reviu Tim APIP Inspektorat Kabupaten
Sidoarjo terhadap data Perangkat Daerah di Website Portal Data

Kinerja per tanggal 22 Januari 2024

IKK Outcome .
Belum Terisi = 12
IKK
IKK Outcome
Status "OK"=
52 IKK

IKK Outcome

Status "TIDAK

OK" =59 IKK

M IKK Outcome Status "OK" M IKK Outcome Status "TIDAK OK" = 59 IKK

M |[KK Outcome Belum Terisi = 12 IKK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis
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Dari 111 IKK Outcome yang telah diinput oleh Perangkat
Derah Pelaksana LPPD, baru sebanyak 52 IKK Outcome atau 42,3%
yang telah sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat
pengantar kepala pekrangkat daerah dengan indikator yang telah
ditetapkan oleh permendargi yang selanjutnya oleh tim APIP
Inspektorat Kabupaten Sidoarjo diberikan Status “OK”, sedangkan
sisanya yakni 71 atau 57,7% masih berstatus “BELUM OK” dari 71
Indikator tersebut, 12 diantaranya dikarenakan belum dilakukan
pengisian data pada website portal data kinerja, dan 59 lainya belum
sesuai antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar
kepala perangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh
permendargi Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD).

Gambar 4.19 Surat Penyampaian hasil Pra-reviu oleh inspektorat

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

No.1 61211
Telepon. (031) 8921946,8921960,8921853 Faks, (031) 8941145
Email @ id Website wwn id

Sidoarjo, 07 Februari 2024

Kepada
Nomor : 100/1887/438.1.1.1/2024 VYth. Sdr (sebagaimanaTerlampir) di
Sifat Penting SIDOARIO
Lampiran: 2( dua)

ian hasil  pra reviu inspektoral atas
a tanggal 2 februari 2024 di ruang r

Pj. SEKRETARIS DAERAH
ey

o

o

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos,CGCAE
PembinaUtamaMuda
NIP197009261990031005

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
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Untuk data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar
yang belum sesuai, Inspektorat melalui Portal Data Kinerja
memberikan keterangan “TIDAK OK” dan Keterangan perihal
Dimana letak kekeliruan maupun Upaya yang dapat dilakukan oleh
Perangkat Daerah Pelaksana Laporan Penyelenenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk dapat melakukan perbaikan
serta peningkatan capaian data untuk selanjutnya dilakukan

penginputan ulang pada Website Portal Data Kinerja.

Pendampingan dan Pra-evaluasi dan pendampingan oleh Tim
Evaluator Daerah Tingkat Provinsi oleh Biro Pemerintahan dan

Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan setelah dilakukan perbaikan terhadap data hasil pra-
reviu oleh tim APIP inspektorat yang “BELUM OK” adalah
Pendampingan dan Pra-evaluasi data yang dilaksanakan oleh Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur selaku tim evaluator daerah provinsi. Sesuai dengan
timeline yangtelah  disusun oleh  bagian pemerintahan,
Pendampingan dan Pra-evaluasi dilaksanakan pada bulan Februari,
sesaat setelah dilakukan perbaikan data dan bukti dukung
berdasarkan hasil pra-reviu tim APIP inspektorat pada Website
Portal Data Kinerja oleh Perangkat Daerah Pelaksana Laporan

Penyelenenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).



112

Sama dengan pelaksanaan Pra-reviu, sebelum dilaksanakan
Pendampingan dan Pra-evaluasi Bagian Pemerintahan selaku
Sekretariat Penyusunan Laporan Penyelenenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) melakukan permohonan reviu secara tertulis kepada
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur agar dapat menugaskann
Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur dalam melaksanakan praevaluasi dimaksud.

Gambar 4.20 Surat Permohonan Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-

evaluasi dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidaorjo kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

pata | Kami
perangkat daersh genkab sdoajo per

Lrusan dakam benlk sstensi

T (Perpanpaen sl paevalas dat

13, Bagian Pengadasn
ant 0tda 56t pemprov jatin
Pj. SEKRETARIS DAERAH

B : USETTame Gan pasword akan Karmi KIrim via WA KE Saah Satu Stal biro adm.

Pembing Utama Mudsa
HIP 197009261990031005
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PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH
JatantiubernurSurya No.1 SidaaroKodePus 61211
Tekepon. ((131) 8521948, 842 1960 5921 BS3F aks, (031 241145
Emal goid Webske o

Sidoarjo, 28 Jarsar 2024

Kepeds
b, lou Gubernur Jaw

n
Ouwa Sexda Prop Jatim

SURABAY A

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilaksanakan
oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
berbeda dengan Pra-reviu yang dilaksanakan oleh tim APIP
Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, jika tim APIP melakukan pra-reviu
online, tanpa tatap muka dan penyampaian dilakukan melalui
Website Portal Data Kinerja dan melalui penyampaian surat kepada
seluruh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, Pendampingan dan Pra-
evaluasi oleh Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Timur dilakukan dengan metode desk langsung dan tatap muka.
Adapun Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

menghadirkan seluruh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD di tingkat
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Provinsi Jawa Timur untuk melakukan desk langsung dengan
Perangkat Daerah Pelaksana LPPD di Kabupaten Sidaorjo, untuk
media penyampaian hasil evaluasi tetap melalui Website Portal Data
Kinerja dan dari Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur membuat
Berita Acara penyampaian Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi
dan rekomendasi dari desk yang dilaksanakan. Berdasarkan arsip
surat yang ada di Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo,
Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi Biro Pemerintaahn
Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada hari senin dan selasa, 19-20
Februari 2024 bertempat di Kantor UPT BLK Singosari, JI. Raya

Singosari, Kab.Malang, Jawa Timur.

Gambar 4.21 Surat Undangan Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-
evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

5

S

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten

Sidoarjo



115

Gambar 4.22 Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Biro
Pemerintahan Provinsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

. -
Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tidak berbeda dengan yang dilakukann Tim Reviu APIP
Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, Tim evaluator dari Biro
Pemerintahan Provinsi Jawa Timur juga mengecek data yang telah
diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksan LPPD mendasari hasil
pra-reviu oleh Tim APIP, adapun yang di cek antara lain, kesesuaia

Data Kinerja dan Rumus Indikator Kinerja yang telah ditetapkan
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dalam Permendagri yang mengatur LPPD, Kesesuaian Data kinerja
dan Data Dukung yang telah di Input oleh Perakgkat Daerah
pelaksana LPPD, serta Ketersediaan Surat Pengantar yang telah
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
Berikut adalah hasil reviu yang dilakukan oleh Tim Biro

Pemerintahan Provinsi Jawa Timur :

Gambar 4.23 Diagram Keterisian Data dan Bukti Dukung yang diisikan
oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sidaorjo per tanggal 20 Februari
2024

IKK Outcome
Belum Terisi =5
IKK
4%

B IKK Outcome Terisi = 118 IKK

IKK Outcome B IKK Outcome Belum Terisi =5
Terisi = 118 IKK IKK
96%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Berdasarkan hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi yang
dilakukan oleh Tim Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi
Jawa Timur, terdapat peningkatan keterisian data yang telah
diinputkan oleh Perangkat Daerah pelaksana LPPD di Kabupaten
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Sidoarjo, yang sebelumnya saat Pra-reviu Tim APIP Kabupaten
Sidoarjo dari 123 IKK Outcome terdapat 111 IKK Outcome yang
sudah terisi, dan 12 IKK Outcome yang belum terisi, adapun setelah
dilakukan reviu dan penyampaian rekomendasi oleh Tim APIP dan
dilakukan Pra evaluasi oleh Biro Pemerintahan Provinsi Jawa
Timur, dari 123 IKK Outcome, terdapat 18 IKK Qutcome yang
sudah terisi dan sisanya sebanyak 5 IKK Outcome yang belum terisi.
Adapun untuk Kesesuaian Data kinerja dan Data Dukung yang telah
di Input oleh Perakgkat Daerah pelaksana LPPD, serta Ketersediaan
Surat Pengantar yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat
Daerah masing-masing urusaan, berikut adalah hasil Pendampingan
dan Pra-evaluasi yang dilakukan oleh Tim Biro Pemerintahan

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur :

Gambar 4.24 Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Yang Dilakukan
Oleh Tim Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
terhadap data Perangkat Daerah di Website Portal Data Kinerja per
tanggal 20 Februari 2024

IKK Outcome

Belum Terisi =
IKK Outcome 5 IKK

Status "TIDAK _—
OK" =28 IK

IKK Outcome
Status "OK"=
90 IKK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis
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Dari 118 IKK Outcome yang telah diinput oleh Perangkat
Derah Pelaksana LPPD per tanggal 20 Februari 2024, sudah
sebanyak 90 IKK Outcome atau 73,17% yang telah sesuai antara
data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala
pekrangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh
permendargi yang selanjutnya oleh tim Biro Pemerintahan Provinsi
Jawa Timur diberikan Status “OK”, sedangkan sisanya yakni 33 atau
26,83% masih berstatus “BELUM OK” dari 33 Indikator tersebut, 5
diantaranya dikarenakan belum dilakukan pengisian data pada
website portal data kinerja, dan 28 lainya belum sesuai antara data
capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala perangkat
daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh permendargi
LPPD.

Pendampingan dan Pra-evaluasi dan pendampingan oleh Tim
Evaluator Daerah Tingkat Provinsi oleh Inspektorat Provinsi

Jawa Timur

Setelah Perangkat Daerah Pelaksana LPPD di Kabupaten
Sidoarjo melakukan perbaikan terhadap IKK Outcome hasil
Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh tim Biro Pemerintahan
Provinsi Jawa Timur yang “BELUM OK”. Sesuai dengan timeline
yang telah disusun oleh bagian pemerintahan, selanjutnya dilakukan
Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa
Timur, Pra- evaluasi ini dilakukan sesaat setelah dilakukan
perbaikan data dan bukti dukung oleh Perangkat Daerah Pelaksana
LPPD berdasarkan hasil pra-reviu tim Biro Pemerintahan Provinsi

Jawa Timur secara tatap muka dan desk pada Tanggal 19-20
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Februari 2024 yang hasil evaluasinya disampaikan ke Perangkat
Daerah Pelaksana LPPD Kabupaten Sidoarjo melalui Website Portal
Data Kinerja oleh Perangkat Daerah Pelaksana LPPD.

Sama dengan pelaksanaan Pra-Reviu Tim APIP Kabupaten
Sidoarjo dan Pendampingan dan Pra-evaluasi dengan Tim Biro
Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sebelum dilaksanakan
Pendampingan dan Pra-evaluasi Bagian Pemerintahan selaku
Sekretariat Penyusunan LPPD melakukan permohonan reviu secara
tertulis kepada Inspektur Provinsi Jawa Timur agar dapat
menugaskann Evaluator LPPD Provinsi Jawa Timur dalam

melaksanakan praevaluasi dimaksud

Gambar 4.25 Surat Permohonan Pelaksanaan Pendampingan dan Pra-
evaluasi dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Sidaorjo kepada Inspektur Provinsi Jawa Timur

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

bernurSuryo No 1 SidoarjoKodePos 61211
3Faks. (031) 8941145
id

EEEEEE

Pj. SEKRETARIS

ANDJ),
Pembina Utama
NIP 197009261

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘
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Sumber

Sidoarjo

. Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten

Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilaksanakan
oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur hampir sama dengan Pra-
reviu yang dilaksanakan oleh tim APIP Inspektorat Kabupaten
Sidoarjo, yakni melakukan pra-reviu online, tanpa tatap muka dan
penyampaian dilakukan melalui Website Portal Data Kinerja.
Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi Inspektorat Jawa Timur
dilaksanakan pada hari Rabu dan kamis, 28-29 Februari 2024,

dilakukan secara online Website Portal Data Kinerja.
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Inspektorat Provinsi Jawa Timur, melakukan evaluasi
berdasarkan hasil inputan perbaikan Perangkat Daerah yang telah di
evaluasi oleh Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidaorjo dan Tim
Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, yakni data cut-off 27
Februari 2024. Berikut adalah hasil Pra evaluasi yang dilaksanakan

oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur :

Gambar 4.26 Diagram Keterisian Data dan Bukti Dukung yang diisikan
oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Sidaorjo per tanggal 20 Februari
2024

Sales

= |[KK Outcome Terisi = 123 IKK = |[KK Outcome Belum Terisi = 0 IKK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Berdasarkan hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi yang
dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan
penginputan data dengan maksima, terlihat dari sudah 100% atau
sebanyak 123 IKK Outcome telah diinputkan oleh Perangkat Daerah
pelaksana LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Adapun untuk Kesesuaian
Data kinerja dan Data Dukung yang telah di Input oleh Perakgkat
Daerah pelaksana LPPD, serta Ketersediaan Surat Pengantar yang
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telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing
urusaan, berikut adalah hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi yang
dilakukan oleh Tim Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Timur :

Gambar 4.27 Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Yang Dilakukan
Oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur terhadap data Perangkat Daerah
di Website Portal Data Kinerja per tanggal 28 Februari 2024

IKK Outcome
IKK Outcome Belum Terisi =0
Status "TIDAK IKK
OK" = 23 IKK

IKK Outcome
Status "OK"=
100 IKK

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Dari 123 IKK Outcome yang telah diinput oleh Perangkat
Derah Pelaksana LPPD per tanggal 28 Februari 2024, sudah
sebanyak 102 IKK Outcome atau 82,9% yang telah sesuai antara
data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala
pekrangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh
permendargi yang selanjutnya oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur
diberikan Status “OK”, sedangkan sisanya yakni 21 atau 17,1%
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masih berstatus “BELUM OK” dikarenakan belum sesuai antara
data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala
perangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh
permendargi LPPD.

Penyampaian hasil dari Pendampingan dan Pra-evaluasi yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur disampaikan
melalui Website Portal Data Kinerja, adapun Bagian Pemerintahan
selaku sekretariat penyusunan LPPD melakukan percepatan serta
pengoptimalan bagi IKK Outcome yang berstatus “BELUM OK”
dengan mengundang Perangkat Daerah Terkait untuk dilakukan
Desk untuk mengetaui Kendala dalam mengumpulan data dan bukti

dukung.

Penyampaian hasil Pra-evaluasi oleh Inspektorat Provinsi
Jawa Timur dilakukan melalui Rapat pengoptimalan data serta bukti
dukung, yang dilaksanakan pada hari jumat, 1 Maret 2024 bertempat
di Ruang Rapat Delta Praja Sekterariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
dengan menghadirkan Perangkat Daerah Pelaksana LPPD yang
masih berstatus “BELUM OK” dan dilakukan penyampaian oleh
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Sidoarjo, berikut adalah dokumentasi kegiatan rapat :



124

Gambar 4.28 Foto Kegiatan Rapat penyampaian hasil Pendampingan
dan Pra-evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarj

5.

Pendampingan dan Pra-evaluasi dan pendampingan oleh Tim
Evaluator Nasional yakni Direktorat Jenderal Otonomi Daerah

Kementerian Dalam Negeri

Pendampingan dan Pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Tim
Evaluator Nasional yang dilakukan oleh Direktorat Evaluasi Kinerja
& Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Direktorat Jendral
Otononomi Daerah Kementerian Dalam Negeri adalah kegiatan
Pendampingan dan Pra-evaluasi terkahir yang dilaksananakan oleh
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebelum dilakukan Reviu akhir oleh
APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Tidak berbeda denga
Pendampingan dan Pra-reviu yang dilaksanakan sebelumnya,
sebelum dilakukan Pendampingan dan Pra-evaluasi, Pemerintah



125

Kabupaten Sidoarjo melalui Bagian Pemerintahan selaku sekretariat
pelaporan LPPD menyampaikan surat permohonan Pendampingan
dan Pra-evaluasi secara tertulis kepada Direktur Jenderal Otonomi
Daerah, agar dapat menugaskann Evaluator LPPD Nasional
Wilayah Jawa Timur dalam melaksanakan pendampingan dan
praevaluasi dimaksud.

Gambar 4.29 Surat Penyampaian Permohonan Pendampingan dan Pra-

evaluasi ke Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam
Negeri.

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

al surSuryo No.1 61211
Telepon. (031) 3021046,8021960,8021853F aks. (031) 8041145
Email i id Website www id

Sidoarjo, 21 Februan 2024

Nomeor 100/2314/438.1.1.1/2024 Kepada

Sifat Penling Yth. Bpk. Direkiur Jendral Otonomi Daerah
Lampiran - Kementrian Dalam Negeri
Ral Permohonan narasumber Cq. Plh. Direktur Evaluasi Kinerja
& Peningkatan Kapasias
Daerah
di -
JAKARTA
dengan peny 1 Laporan Per araan

Pemerintahan Daerah hasil capaian kinerja tahun 2023 tahun
anggaran 2024 maka kami berencana mengadakan kegiatan ‘Pra
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) hasil kinerja
tahun 2023" adapun kegiatan pra evaluasi akan kami lakukan dalam
bentuk evaluasi capaian kinerja IKK OQutcome dan output dan
penyampaian hasil evaluasi dalam sebuah kegialan dalam bentuk FGD
antara evaluator kemengdagri dan seluruh perangkat daerah di kabupaten
Sidoarjo, yang akan dilaksanakanpada tanggal 7 s/d & Maret Tahun 2024

melalui website por ineria dengan :

E I dan penyampai hasil pra evaluasi oleh
evaluator kemendagri kepada seluruh perangkat daerah dilakukan pada
hari kamis tanggal 14 Maret 2024 melalui zoommeeting, maka bersama

ini kami mohon Saudara an pej yang
evaluasi satu orang pejabat eselon 3, satu orang pejabat Analis Kebijakan
Ahli Muda dan 2 (dua) orang staf yang membidangi Kebijakan LPPD
sebagai narasumber kegiatan dimaksud

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perkenannya
disampaikan terimakasih.

HIP 1370092615

ANDJAR SURJADIANTO, S.S0s,CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP13700926199003 1005

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten

Sidoarjo
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Kegiatan Pendampingan dan Pra-evaluasi yang dilaksanakan
oleh Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah
(EKPKD) berbeda dengan pendampingan dan Pra-evaluasi oleh Tim
Evaluator Daerah. Kegiatan Pra-evaluasi dilaksanakan secara online
melalui website portal data kinerja adapun penyampaiannya kepada
Perangkat Daerah Pelaksana LPPD dilaksanakan secara Hybrid
yakni menggabungkan peserta yang hadir secara fisik dengan
peserta yang berpartisipasi dari jarak jauh. Teknologi konferensi
audio dan video dalam hal ini zoom meeting digunakan untuk
mengaktifkan koneksi antara kedua grup peserta. Jadi, dalam rapat
hibrida, beberapa peserta berada di lokasi fisik yang sama,
sementara yang lainnya mengikuti rapat melalui perangkat
komunikasi online. Pada kegiatan penyampaian ini, Perangkat
Daerah diundang oleh Bagian Pemerintah untuk mengikuti kegiatan
pra-evaluasi secara langsung di Ruang Rapat Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Sidaorjo, dan Tim Evaluator Direktorat Evaluasi
Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) menyampaikan
hasil pra-evaluasinya melalui media zoom meeting . Data dan Bukti
Dukung yang di evaluasi tersebut merupakan hasil inputan
perangkat daerah pelaksana LPPD yang sudah dioptimalkan
berdasarkan hasil pendampingan dan pra-evaluasi dari Tim APIP
Inspektorat Kabupaten Sidaorjo, Tim Biro Pemerintahan Provinsi
Jawa Timur dan Tim Inspektorat Provinsi Jawa Timur cut-off 6
Maret 2024.

Sesuai dengan surat permohonan pendampingan dan Pra-

evaluasi, kegiatan pra-evalausi oleh Tim Evaluator Direktorat
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Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD)
dilakukan pada tanggal 7 dan 8 Maret, adapun untuk kegiatan
pendampingan dan penyampaian hasil Pra-evaluasi yang seharusnya
dilaksanakan pada Kamis, tanggal 14 Maret 2024, diundur menjadi
tanggal Jumat, 15 Maret 2024, berikut adalah dokumentasi dan hasil
rapat pendampingan dan pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim
Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas
Daerah (EKPKD).

Gambar 4.30 Foto Kegiatan Rapat penyampaian hasil Pendampingan
dan Pra-evaluasi oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja &

Sidoarjo

Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) secara Hybrid
a2l = —

- @ e ®.8 ¢ v-CS-&- "

Untuk keterisian data, sesuai dengan hasil pendampingan dan
pra-evaluasi yang dilakukan dengan Inspektorat Provinsi Jawa
Timur, sudah dilakukan pengisian keseluruhan IKK Outcome oleh
seluruh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD, yakni sudah
123 IKK Outcome yang terisi, atau 100% IKK Outcome sudah terisi
data serta bukti dukungnya.
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Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan
Kapasitas Daerah (EKPKD) melakukan evaluasi berdasarkan hasil
inputan perbaikan Perangkat Daerah yang telah di evaluasi oleh Tim
APIP Inspektorat Kabupaten Sidaorjo dan Tim Biro Pemerintahan
Provinsi Jawa Timur dan Tim Inspektorat Provisni Jawa Timur,
yakni data cut-off 6 Maret 2024. Berikut adalah hasil Pra evaluasi
yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja
& Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD)

Gambar 4.31 Hasil Pendampingan dan Pra-evaluasi Yang Dilakukan
Oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja & Peningkatan
Kapasitas Daerah (EKPKD terhadap data Perangkat Daerah di Website
Portal Data Kinerja per tanggal 15 Maret 2024

IKK Outvome
Berstatus
"BELUM OK" ; 4;
3%

IKK Outcome
berstatus "OK" ;
119; 97%

M IKK Outcome berstatus "OK" M IKK Outvome Berstatus "BELUM OK"

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis
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Review LPPD yang dilaksanakan oleh Tim APIP Inspektorat
Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan surat permohonan Reviu oleh Bagian
Pemerintahan kepada Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidaorjo,
untuk pelaksanaan reviu LPPD Tahun anggaran 2023 yang
dilaksanakan melalui SILPPD (Sistem Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yakni website pelaporan
LPPD yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri. Pelaksanaan reviu dilakukan pada
tanggal 25-30 Maret 2024, berdasarkan data capaian serta bukti
dukung yang sebelumnya telah di pra-reviu oleh tim APIP
Inspektorat Kabupaten Sidaorjo, dan dilakukan pendampingan serta
Pra-evaluasi oleh Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur,
Inspektortat Provinsi Jawa Timur dan Tim Evaluator Direktorat
Evaluasi Kinerja & Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD).
Adapun yang bertugas menginput data yang telah disesuaikan
dengan hasil pendampingan serta pra-evaluasi tersebut dari Website
Portal Data Kinerja ke website SILPPD adalah Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo selaku

Sekretariat Pelaporan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

Untuk keterisian data, sesuai dengan hasil pendampingan dan
pra-evaluasi yang dilakukan sampai dengan pendampingan dan pra-
evaluasi oleh Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja &
Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD), sudah dilakukan
pengisian keseluruhan IKK Outcome oleh seluruh Perangkat Daerah

Pelaksana Urusan LPPD, yakni sudah 123 IKK Outcome yang
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terisi, atau 100% IKK Outcome sudah terisi data serta bukti

dukungnya.

Hasil pelaksanaan Reviu APIP disampaikan melalui Catatan
Hasil Reviu (CHR) yang disampaikan oleh Inspektur Kabupaten
Sidaorjo Kepada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sidoarjo. Dari tanggal yang ditentukan untuk
dilaksanakaan Reviu oleh Bagian Pemerintahan kepada tim APIP
Inspektorat Kabupaten Sidaorjo yakni 25-30 Maret 2024.
Inspektorat telah menyelesaikan reviu LPPD dimaksud pada tanggal
27 Maret 2024, dan di tanggal 28 Maret sduah diterbitkan CHR
terhadap LPPD Tahun 2023, berikut adalah catatan hasil Reviu :

Gambar 4.32 Finalisasi Catatan Hasil Reviu (CHR) tim APIP

insepktorat Kabupaten Sdoarjo terhadap Data dan Bukti Dukung LPPD

Tahun 2024 pada Website SILPPD Kementerian Dalam Negeri
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Arsip Bagian Pemerintahan, Sekretariat Daerah Kabupaten

Berdasarkan hasil Catatan Hasil Reviu tersebut bahwasanya
dari 123 IKK Outcome yang diampu dan sudah diisikan data serta
bukti dukungnya oleh Kabupaten Sidoarjo, sudah 123 IKK yang
bersatatus “OK”. Dimana berarti sudah 100% IKK Outcome sesuai

antara data capaian serta bukti dukung dan surat pengantar kepala
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perangkat daerah dengan indikator yang telah ditetapkan oleh
permendargi LPPD.

Selah dilakukan kompilasi serta penelaahan data capaian serta
data dukung mulai dari data awal yang pertama kali di lakukan Pra-
reviu oleh tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidaorjo pada Website
Portal Data Kinerja, dilaksanakan pendampingan dan pra-evaluasi
oleh Tim Biro Pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Inspektortat
Provinsi Jawa Timur dan Tim Evaluator Direktorat Evaluasi Kinerja
& Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD), sampai dengan
terlaksanaaknnya finalisasi pelaksanaan Reviu LPPD oleh tim APIP
Inspektorat Kabupaten Sidaorjo pada website SILPPD Kementerian
Dalam Negeri, Berikut adalah trend keterisian data LPPD di

Kabupaten Sidoarjo :

Gambar 4.33 Grafik Trend Keterisian Data dan Bukti Dukung LPPD
oleh Perangkat Daerah Pelaksana di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023
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N Terisi W Belum Terisi Series 3

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis
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Gambar 4.34 Grafik Trend Status Data dan Bukti Dukung LPPD oleh
Perangkat Daerah Pelaksana di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

Trend Status Data LPPD oleh Perangkat Daerah
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Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa baik keterisian data
Terus meningkat seiring dengan dilakukannya pendampingan dan
evaluasi yang dilaksanakan oleh tiap-tiap evaluator. Mulai yang
awalnya saat kegiatan Pra-reviu hanya terisi sebanyak 112 dari 123
IKK Outcome yakni 91% terisi, namun dengan dilakukannya
pendampingan dan pra-evaluasi LPPD sudah 123 IKK Outcome
yang terisi, sehingga pada finalisasai Reviu LPPD, Keterisian data
menjadi menjadi 100%. Sedangkan untuk status Kinerja LPPD juga
menunjukkan adanya peningkatan data capaian yang signifikan,
karena diawal hanya terdapat 52 dari 123 IKK outcome yakni
42,27% yang sudah sesuai data serta bukti dukungnya dengan status

“OK”, namun dengan dilakukan pendampingan pra-evaluasi LPPD,
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keseluruhan IKK Outcome sudah yakni 123 IKK atau 100% sudah
sesuai data serta bukti dukungnya dan mendapat status “OK” dari

TIM APIP.

Begitupula dengan indeks capaian masing-masing indikator
yang selama pendampingan dan pra-evalausi oleh Tim evaluator
daerah dan Nasional juga mengalami peningkatan, karena memang
saat dilaksanakan pendampingan dan pra-evaluasi bukan hanya
dilakukan evaluasi terhadap data yang telah di input melainkan juga
disampaikan bagaimana data yang di inputkan dapat meningkat
kuantitas dan kualitasnya. Tim evaluastor daerah dan nasional tentu
sudah mengetahui bagiamana seharusnya data dari tiap-tiap
indikator disajikan, sehingga selain menjelaskan kepada Perangkat
Daerah Pelaksana LPPD adanya indikator dan data dukung yang
belum sesuai juga memberikan masukan mengenai kiat-kiat serta
data apa yang seharusnya digunakan oleh Perangkat Daerah
Pelaksanna LPPD untuk meningkatkan capaian LPPD yang
dilaporkan ke pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam
Negeri. Berikut adalah hasil dari masing-masing pendampingan dan
pra-evaluasi berdasarkan Urusan dan Capaian yang diinputkan oleh
Perangkat Daerah Pelaksana LPPD.
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Tabel 4.11 Tabel hasil capaian dari kegiatan Pra-reviu serta
pendampingan dan evaluasi oleh evaluator internal dan ekstenal

NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Tingkat partisipasi
warga negara usia 5-
6 tahun yang
berpartisipasi dalam
PAUD

109.03 %

109.03 %

Tingkat partisipasi
warga negara usia 7-
12 tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan dasar

108.87 %

108.87 %

Tingkat partisipasi
warga negara usia
13-15 tahun yang
berpartisipasi dalam
pendidikan
menengah pertama

117.57 %

117.57 %

Tingkat partisipasi
warga negara usia 7-
18 tahun yang belum
menyelesaikan
pendidikan dasar dan
menengah yang
berpartisipasi dalam
pendidikan
kesetaraan

63.67 %

Rasio Daya
Tampung Rumah
Sakit Rujukan

%

Persentase penderita
hipertensi yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar

96.68 %

Persentase penderita
DM yang
mendapatkan

98.60 %

63.67 %

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri
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NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

pelayanan kesehatan
sesuai standar

Persentase ODGJ
berat yang
mendapatkan
pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar

108.81 %

Persentase orang
terduga TBC
mendapatkan
pelayanan TBC
sesuai standar

146.16 %

10

Persentase orang
dengan resiko
terinfeksi HIV
mendapatkan
pelayanan deteksi
dini HIV sesuai
standar

84.78 %

11

Persentase RS
Rujukan Tingkat
kabupaten/kota yang
terakreditasi

67.21 %

12

Persentase ibu hamil
mendapatkan
pelayanan kesehatan
ibu hamil

99.57 %

13

Persentase ibu
bersalin
mendapatkan
pelayanan persalinan

99.90 %

14

Persentase bayi baru
lahir mendapatkan
pelayanan kesehatan
bayi baru lahir

103.58 %

15

Cakupan pelayanan
kesehatan balita
sesuai standar

95.12 %

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri
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NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri

16

Persentase anak usia
pendidikan dasar
yang mendapatkan
pelayanan kesehatan
sesuai standar

100.00 %

17

Persentase orang
usia 15-59 tahun
mendapatkan
skrining kesehatan
sesuai standar

97.32%

18

Persentase warga
negara usia 60 tahun
ke atas mendapatkan
skrining kesehatan
sesuai standar

99.88 %

19

Persentase jumlah
rumah tangga yang
mendapatkan akses
terhadap air minum
melalui SPAM
jaringan perpipaan
dan bukan jaringan
perpipaan terlindungi
terhadap rumah
tangga di seluruh
kabupaten/kota

%

100.00 %

20

Rasio luas kawasan
permukiman rawan
banjir yang
terlindungi oleh
infrastruktur
pengendalian banjir
di WS Kewenangan
Kab/Kota

85.66 %

85.66 %

100.00 %

85.66 %

100.00 %

85.66 %

21

Rasio luas kawasan
permukiman
sepanjang pantai
rawan abrasi, erosi,
dan akresi yang
terlindungi oleh

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %
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NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri

infrastruktur
pengaman pantai di
WS Kewenangan
kabupaten/kota

22

Rasio luas daerah
irigasi kewenangan
kabupaten/kota yang
dilayani oleh
jaringan irigasi

97.55 %

97.55%

97.55%

97.55 %

23

Persentase Jumlah
Rumah Tangga yang
Mendapatkan Akses
Terhadap Air Minum
Melalui SPAM
Jaringan Perpipaan
dan Bukan Jaringan
Perpipaan
Terlindungi terhadap
rumah tangga di
seluruh Kabupaten

%

43.23 %

100.00 %

100.00 %

24

Persentase jumlah
rumah tangga yang
memperoleh layanan
pengolahan air
limbah domestik

%

98.81 %

98.81 %

8.81 %

25

Rasio kepatuhan
IMB kab/ kota

%

100.00 %

100.00 %

100.00 %

26

Tingkat Kemantapan
Jalan kabupaten/kota

97.35%

97.35%

97.35%

97.35%

27

Rasio tenaga
operator/teknisi/anali
s yang memiliki
sertifikat kompetensi

%

%

%

89.30 %

28

Rasio proyek yang
menjadi kewenangan

%

%

%

100.00 %
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NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri

pengawasannya
tanpa kecelakaan
konstruksi

29

Penyediaan dan
rehabilitasi rumah
layak huni bagi
korban bencana
Kabupaten

100.00 %

100.00 %

100.00 %

30

Fasilitasi penyediaan
rumah layak huni
bagi masyarakat
terdampak relokasi
program pemerintah
Kabupaten

%

%

100%

31

Persentase kawasan
permukiman kumuh
dibawah 10 ha di
Kab/ Kota yang
ditangani

44.51 %

80.38 %

80.38 %

32

Berkurangnya
jumlah unit RTLH
(Rumah Tidak Layak
Huni)

%

0.21%

0.00 %

D.00 %

33

Jumlah perumahan
yang sudah
dilengkapi PSU
(Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum)

100.00 %

100.00 %

100.00 %

34

Persentase Gangguan
Trantibum yang
dapat diselesaikan

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

35

Persentase Perda dan
Perkada yang
ditegakkan

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

36

Jumlah warga negara
yang memperoleh
layanan informasi
rawan bencana

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %




141

NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri

37

Jumlah warga negara
yang memperoleh
layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan
terhadap bencana

78.67 %

78.67 %

100.00 %

100.00 %

38

Jumlah warga negara
yang memperoleh
layanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
kebakaran

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

39

Persentase pelayanan
penyelamatan dan
evakuasi korban
kebakaran

40

Waktu tanggap
(response time)
penanganan
kebakaran

38.98 %

38.98 %

38.98 %

100.00 %

4

Persentase
penyandang
disabilitas terlantar,
anak terlantar, lanjut
usia terlantar dan
gelandangan
pengemis yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar
panti (indikator
SPM)

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

42

Persentase korban
bencana alam dan
sosial yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
pada saat dan setelah
tanggap darurat
bencana daerah
Kabupaten

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

43

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %
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NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri

Persentase kegiatan
yang dilaksanakan
yang mengacu ke
rencana tenaga kerja

44

Persentase Tenaga
Kerja Bersertifikat
Kompetensi

62.39 %

62.39 %

62.39 %

62.39 %

45

Tingkat
Produktivitas Tenaga
Kerja

14016.00
%

14016.00 %

14016000479.7
9%

148791532.9
B %

46

Persentase
Perusahaan yang
menerapkan tata
kelola kerja yang
layak (PP/PKB, LKS
Bipartit, Struktur
Skala Upah, dan
terdaftar peserta
BPJS
Ketenagakerjaan)

53.53 %

53.53%

79.79 %

79.79 %

47

Persentase Tenaga
Kerja Yang
Ditempatkan (Dalam
Dan Luar Negeri)
Melalui Mekanisme
Layanan Antar Kerja
Dalam Wilayah
Kabupaten/Kota

67.99 %

67.99 %

67.99 %

67.99 %

48

Persentase ARG
pada belanja
langsung APBD

72.38%

72.38 %

72.38 %

r2.38 %

49

Persentase anak
korban kekerasan
yang ditangani
instansi terkait
Kabupaten/Kota

0.04 %

0.05%

0.04 %

100.00 %

50

18.86

17.66

18.86

18.86
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NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri

Rasio kekerasan
terhadap perempuan,
termasuk TPPO (per
100.000 penduduk
perempuan)

51

Persentase
ketersediaan pangan
(Tersedianya
cadangan beras/
jagung sesuai
kebutuhan)

0.09 %

0.09 %

0.09 %

D.52 %

52

Persentase
pemanfaatan tanah
yang sesuai dengan
peruntukkan
tanahnya diatas izin
lokasi dibandingkan
dengan luas izin
lokasi yang
diterbitkan

%

%

%

100.00 %

53

Persentase Penetapan
Tanah Untuk
Pembangunan
Fasilitas Umum

88.89 %

57.74 %

100.00 %

54

Tersedianya Lokasi
Pembangunan Dalam
Rangka Penanaman
Modal

%

%

%

100.00 %

55

Tersedianya Tanah
Obyek Landreform
(TOL) yang siap
diredistribusikan
yang berasal dari
Tanah Kelebihan
Maksimum dan
Tanah Absentee

100.00 %

100.00 %

B.89 %

56

Tersedianya tanah
untuk masyarakat

%

100.00 %

100.00 %

100.00 %
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NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri

57

Penanganan sengketa
tanah garapan yang
dilakukan melalui
mediasi

100.00 %

100.00 %

100.00 %

58

Terlaksananya
Pengelolaan Sampah
di Wilayah
Kabupaten

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

59

Ketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan terhadap
izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten

13.22%

13.22 %

13.22 %

10.17 %

60

Perekaman KTP
Elektronik

99.89 %

99.89 %

99.89 %

9.89 %

62

Persentase anak usia
0-17 tahun kurang 1
(satu) hari yang
memiliki KIA

51.72 %

51.72%

51.72 %

pl1.72 %

63

Kepemilikan akta
kelahiran

98.20 %

98.20 %

98.20 %

p8.20 %

64

Jumlah OPD yang
telah memanfaatkan
data kependudukan
berdasarkan
perjanjian kerja sama

65

TFR (Angka
Kelahiran Total)

77.78 %

77.78 %

77.78 %

r7.78 %

66

Persentase
pemakaian
kontrasepsi Modern
(Modern

70.59 %

70.59 %

70.59 %

70.59 %
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NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri

Contraceptive
Prevalence
Rate/mCPR)

67

Persentase
kebutuhan berkB
yang tidak terpenuhi
(unmet need)

8.23 %

8.23 %

8.42 %

B.42 %

68

Persentase
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang
terhubung dengan
akses internet yang
disediakan oleh
Dinas Kominfo

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

69

Persentase Layanan
Publik yang
diselenggarakan
secara online dan
terintegrasi

83.33%

83.33 %

100.00 %

100.00 %

70

Persentase
Masyarakat Yang
Menjadi Sasaran
Penyebaran
Informasi Publik,
Mengetahui
Kebijakan Dan
Program Prioritas
Pemerintah Dan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

%

100.00 %

100.00 %

71

Meningkatnya
Koperasi yang
berkualitas

%

65.09 %

72.83 %

72

Meningkatnya Usaha
Mikro yang menjadi
wirausaha

93.19 %

93.19 %

3.19 %

73

%

%

-2.87 %

r2.87 %
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NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri

Persentase
peningkatan
investasi di
Kabupaten /Kota

74

Tingkat partisipasi
pemuda dalam
kegiatan ekonomi
mandiri

%

2.23%

2.23%

p2.11 %

75

Tingkat partisipasi
pemuda dalam
organisasi
kepemudaan dan
organisasi sosial
kemasyarakatan

10.39 %

10.39 %

10.39 %

10.39 %

76

Persentase
Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang
menggunakan data
statistik dalam
menyusun
perencanaan
pembangunan daerah

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

7

Persentase OPD
yang menggunakan
data statistik dalam
melakukan evaluasi
pembangunan daerah

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

78

Tingkat keamanan
informasi pemerintah

83.26 %

83.26 %

83.26 %

B3.26 %

79

Terlestarikannya
Cagar Budaya

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

80

Nilai tingkat
kegemaran membaca
masyarakat

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

81

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %
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NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri

Indeks Pembangunan
Literasi Masyarakat

82

Tingkat ketersediaan
arsip sebagai bahan
akuntabilitas Kinerja,
alat bukti yang sah
dan
pertanggungjawaban
nasional) Pasal 40
dan Pasal 59
Undang-Undang
Nomor 43 Tahun
2009 tentang
Kearsipan

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

83

Tingkat keberadaan
dan keutuhan arsip
sebagai bahan
pertanggungjawaban
setiap aspek
kehidupan berbangsa
dan bernegara untuk
kepetingan negara,
pemerintahan,
pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat

100.00 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

84

Persentase
Pengentasan Desa
Tertinggal

0.00 %

0.00 %

100.00 %

100.00 %

85

Persentase
Peningkatan Status
Desa Mandiri

5.26 %

5.26 %

5.26 %

b.26 %

86

Rasio Belanja
Pegawai di luar Guru
dan Tenaga
Kesehatan

%

8.56 %

B.56 %

87

Rasio PAD

%

%

40.85 %

A0.85 %
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NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri

88

Maturitas Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

89

Peningkatan

Kapabilitas Aparat
Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)

90

Rasio Belanja
Urusan
Pemerintahan Umum
(dikurangi transfer
expenditures)

91

Opini Laporan
Keuangan

%

%

61.68 %

51.68 %

92

Persentase jumlah
total proyek
konstruksi yang
dibawa ke tahun
berikutnya. yang
ditandatangani pada
kuartal pertama

0.00 %

0.00 %

D.00 %

93

Persentase Jumlah
Pengadaan yang
Dilakukan Dengan
Metode Kompetitif

0.00 %

1811.21 %

1811.21 %

1811.21 %

94

Rasio nilai belanja
yang dilakukan
melalui pengadaan

1931.46 %

67.84 %

67.84 %

07.84 %

95

Prosentase
Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Ne dan geri
dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil
dan Koperasi pada
pelaksanaan
pengadaan

67.84 %

9.69 %

9.69 %

D.69 %
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NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri

barang/jasa
pemerintah daerah

96

Rasio Pegawai
Pendidikan Tinggi
dan Menengah/Dasar
(%) (PNS tidak
termasuk guru dan
tenaga kesehatan)

9.69 %

145.15 %

59.15 %

p9.15 %

97

Rasio pegawai
Fungsional (%)
(PNS tidak termasuk
guru dan tenaga
kesehatan)

145.15 %

27.25%

27.25%

P7.25%

98

Rasio Jabatan
Fungsional
bersertifikat
Kompetensi (%)
(PNS tidak termasuk
guru dan tenaga
kesehatan)

27.25%

79.44 %

79.44 %

79.44 %

99

Deviasi realisasi
belanja terhadap
belanja total dalam
APBD (Melihat
kredibilitas anggaran
belanja dari
perencanaan awal)

%

7,20%

Deviasi realisasi
PAD terhadap
anggaran PAD
dalam APBD
(Melihat kredibilitas
penerimaan
pendapatan dari
perencanaan awal)

10.18 %

10.20 %

10.20 %

Assets Management

Rasio Anggaran Sisa
Terhadap Total

10.18 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %
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Pra—Re\_/iu Pendampingqn Pendampingan  |Pendampingan
QU Ul el EvaI_uasn dan Evaluasi oleh | dan Evaluasi
MO LS InsA:kIth))rat Pecr)'lﬁtr]ir?tgr?an el ot el
K p s Provinsi Jawa | Kementerian
abupaten | Provinsi Jawa Timur I
Sidoarjo Timur 9
Belanja Dalam
APBD Tahun
Sebelumnya
Informasi tentang
10 | sumber daya yang
3 | tersedia untuk 100.00 % | 100.00 % 100.00 % 100.00 %
pelayanan
Akses Publik
10 | terhadap informasi
4 | keuangan daerah 100.00 % | 99.17 % 99.17 % 9.17 %
Jumlah Total
Produksi Perikanan
o (Tangkap dan 99.17% | 86.19% 86.19 % B6.19 %
5 Budidaya)
kabupaten/kota
(sumber data: one
data KKP)
Persentase
pertumbuhan jumlah L
160 wisatawan 86.19% | 68.13% 68.13 % £68.13 %
mancanegara per
kebangsaan
Persentase
peningkatan L
10 | perjalanan 65.47 % 100.00 % 58.21 % 58.21 %
7 | wisatawan nusantara
yang datang ke
Kabupaten
Tingkat Hunian
10 | Akom i
2 | Akomodasi 100.00 % | % % 3.54 %
Kontribusi sektor
10 | pariwisata terhadap L
9 | PDRB harga berlaku % 6.94 % 6.94 % 5.94 %
11
0 6.94 % 674.48 % 674.48 % 574.48 %




151

NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri

Kontribusi sektor
pariwisata terhadap
PAD

Produktivitas
pertanian per hektar
per tahun

1593.29 %

91.72%

-91.72 %

r61.89 %

Persentase
Penurunan kejadian
dan jumlah kasus
penyakit hewan
menular

91.71 %

100.00 %

100.00 %

100.00 %

Persentase
perusahaan
pemanfaatan panas
bumi yang memiliki
ijin di Kabupaten

%

100.00 %

100.00 %

100.00 %

Persentase pelaku
usaha yang
memperoleh izin
sesuai dengan
ketentuan
(IUPP/SIUP Pusat
Perbelanjaan dan
IUTM/IUTS/SIUP
Toko Swalayan)

%

84.79 %

84.79 %

B4.79 %

Persentase Kinerja
realisasi pupuk

%

100.00 %

118.88 %

118.88 %

Persentase alat-alat
ukur, takar, timbang
dan perlengkapannya
(UTTP) bertanda
tera sah yang berlaku

%

0.83 %

0.83 %

D.83 %

Pertambahan jumlah
industri kecil dan
menengah di
Kabupaten

%

100.00 %

100.00 %
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NO

IKK

Pra-Reviu
Oleh Tim
APIP
Inspektorat
Kabupaten
Sidoarjo

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh Biro
Pemerintahan
Provinsi Jawa
Timur

Persentase
pencapaian sasaran
pembangunan
industri termasuk
turunan indikator
pembangunan
industri dalam
RIPIN yang
ditetapkan dalam
RPIK

%

%

Persentase jumlah
hasil pemantauan
dan pengawasan
dengan jumlah Izin
Usaha Industri (1UI)
Kecil dan Industri
Menengah yang
dikeluarkan oleh
instansi terkait

%

%

Persentase jumlah
hasil pemantauan
dan pengawasan
dengan jumlah Izin
Perluasan Industri
(IPUI) Kecil dan
Industri Menengah
yang dikeluarkan
oleh instansi terkait

%

Pendampingan
dan Evaluasi oleh
Inspektorat
Provinsi Jawa
Timur

Persentase jumlah
hasil pemantauan
dan pengawasan
dengan jumlah Izin
Usaha Kawasan
Industri (IUKI) dan
1zin Perluasan
Kawasan Industri
(IPKI) yang
lokasinya di Daerah
Kabupaten/Kota

Pendampingan
dan Evaluasi
oleh
Kementerian
Dalam Negeri
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GGG | FEEngEn Pendampingan  Pendampingan
(Ol L eeT EvaI_uasn dan Evaluasi oleh | dan Evaluasi
APIP oleh Biro
NO IKK - Inspektorat oleh
Inspektorat | Pemerintahan g .
S Provinsi Jawa Kementerian
Kabupaten | Provinsi Jawa - ;
. . . Timur Dalam Negeri
Sidoarjo Timur
Tersedianya
12 | informasi industri
2 | secara lengkap dan
100.00 %
12 | Transmigrasi
3 100.00 %
Keterangan :

Capaian yang dapat ditingkatkan
Capaian yang disesuaikan dengan rumus indikator Urusan

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo

Dalam pelaksanaan Pendampingan dan Pra-evaluasi tidak
hanya sekedar dilakuka koreksi terhadap data capaian serta
kesesuaian bukti dukung yang telah diinputkan oleh Perangkat
Daerah Pelaksana, melainkan dilakukan juga pendampingan yakni
penjelasan tentang data yang sesuai dengan rumus indikator urusan
dan upaya penyesuaian penghitungan bagaimana agar dapat
ditingkatkan baik di tahun-n maupun maupun ditahun yang akan
datang. Berdasarkan data tersebut, dari 123 IKK Outcome yang
telah diisikan isikan oleh Perangkat Daerah pelaksana LPPD dan
setelah dilaksanakan Pendampingan serta Pra-evaluasi oleh
Evaluator Daerah dan evalaustor nasional, dari terdapat 44 IKK
Outcome yang telah berhasil dilakukan upaya peningkatan capaian
dan 12 IKK telah di arahkan untuk menggunakan data capaian yang

sesuai dengan yang diinginkan oleh indikator Urusan LPPD.
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Hal tersebut merupakan strategi yang dilakukan Kabupaten
Sidoarjo dalam menyusun Dokumen LPPD, yang harapannya dari
tahun ke tahun Status Kinerja Kabupaten Sidoarjo tidak menurun

dan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Keberadaan Sekretariat Penyusunan LPPD dalam hal ini
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo,
Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD, dan Tim evaluator baik
internal maupun eksternal merupakan pilar utama dalam suksesnya
penyelenggaraan LPPD di kabupaten Sidaorjo. Ketiga pilar tersebut
harus memiliki koordinasi an sinergitas yang tinggi terkait berbagai
aspek yang memastikan tersusunnya dokumen LPPD yang dapat

dipertanggungjawabkan baik capaian serta data dukungnya.

Sesuai yang teori oleh Geoff mulgan (2009) berkaitan dengan
indikator strategi, strategi yang baik harus memenuhi indikator-

indikator yang merupakan bagian dari pelaksanaan strategi yakni :

1. Tujuan (Purposes)

Sebagaimana  dijelaskan pada latar  belakang
dilakukannya penelitian ini, bahwasanya tujuan dari
dilaksanakannya strategi penyusunan LPPD di Kabupaten
Sidaorjo adalah untuk mengatasi kendala-kendala penyusunan
LPPD akibat dari adanya perubahan dasar pelaksanaan
Penyusunan LPPD yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat
melaui Peraturan Pemerintah, yang merubah hampir
keseluruhan strusktur dari dokumen LPPD. Adanya penataan

aparatur dalam hal ini berupa mutasi dan promosi juga menjadi
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kendala yang dihadapi oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan
LPPD, dikarenakan pergantian personil yang menangani
penyusunan LPPD seringkali tidak dibarengi dengan transfer
ilmu maupun pengetahuan dalam melaksanakan penyusunan
data capaian serta data dukung yang diperlukan dalam
penyusunan LPPD. Selain itu, penetapan target skor dan status
LPPD yang telah disahkan dalam dokumen rencana aksi
Dimana dalam tahun-ke tahun diharuskan mengalami
peningkatan juga menjadi tujuan dari dilaksanakannya strategi
penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Seperti halnya yang
sebutkan oleh Asmara Hadi, S.STP, M.AP Selaku Kepala
Bagian Pemerintahan bahwa :

“Tujuan dari dilaksanakannya Strategi Penyusunan
LPPD ini adalah agar pelaksanaan penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi lebih efektif dan
efisien”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, peneliti
dapat menyimpulkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya
strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah
dengan memanfaatkan segala sarana, prasarana, personal dan
anggaran seefektif dan seefisien mungkin dengan hasil yang
maksimal, agar kendala dalam penyusunal LPPD dapat di tekan

ataupun dihilangkan.

Lingkungan (environment)
Indikator dari sebuah lingkungan dapat diukur dari
sebuah perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar (change of

ambitient condition) yang apabila di analisa dari dari
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pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidaorjo,
grafik trend keterisian data dan status kesesuaian serta
keabsahan data capaian dan data dukung yang telah diisikan
olen Perangkat Daerah Pelaksana LPPD, maka terdapat
perubahan kearah yang positif, mulai dari keterisian data diawal
yang hanya terisi 112 IKK Outcome yang terisi dan hanya
terdapat 52 IKK Outcome yang telah sesuai data dan bukti
dukungnya dari jumlah keseluruhan IKK adalah 123 IKK, yang
mana setelah dilakukan strategi penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo yakni pelaksanaan pendampingan dan pra-
evaluasi bagi Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo, yang mana tujuannya adalah untuk
meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap masing-
masing IKK Outcome Urusan yang ada, maka seluruh IKK
Outcome yakni sebanyak 123 IKK telah dipenuhi data dan
sesuai seluruh bukti dukungnya. Seperti halnya yang sebutkan
oleh Mohammah Lukman Arif Selaku Analis Perencana pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa :

“Pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten
Sidaorjo memberikan pengaruh yang baik terhadap skor
dan kinerja LPPD karena memudahkan pengumpulan
data dan evaluasi yang dilakukan berlapis meminimalisir
adanya kekeliruan data dan tim evaluator eksternal
memberikan masukan dalam bentuk Upaya peningkatan
capaian”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis

dengan informan, diketahui bahwa strategi penyusunan LPPD
berupa dibentuknya Sistem Informasi Portal Data Kinerja serta

pelaksanaan pendampingan dan pra-evaluasi telah memebrikan
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dampak positif bagi tim koordinasi penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo yakni penigkatan bagi peningkatan skor
dan status kinerja LPPD.

Pengarahan (Direction)

Dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo, pengarahan dilakukan sebagai upaya
menggerakan Perangkat Daerah untuk dapat mencapai tujuan
yang dilaksanakan yakni peningkatan skor dan status kinerja
LPPD di Kabupaten Sidoarjo. Pengarahan terdiri dari
Koordinasi, motivasi, Komunikasi dan Perintah. Yang mana
Bagian Pemerintahan memiliki peran yang sangat penting
selaku Sekretariat Penyusunan LPPD dalam melaksanakan
setiap pelaksanaan pengarahan yang ada.

a. Koordinasi dalam hal ini dilaksanakannya rapat berkala
dalam proses penyusunan LPPD guna
menginventarisasian kendala serta bagaimana Solusi
yang sesuai dengan kendala tersebut

b. Motivasi juga merupakan bentuk pengarahan yang
diberikan oleh Bagian Pemerintahan kepada Perangkat
Daerah pelaksana, motivasi diberikan setiap kali
dilaksanakan tahapan pendampingan dan pra-evaluasi
LPPD dengan membandingkan capaian tahun N dengan
capaian N-1, sehingga perangkat daerah dapat membuat
rencana aksi peningkatan capaian dari tahun ke tahunnya.

c. Komunikasi yang dilakukan Bagian Pemerintahan kepada
Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD dan evaluator
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LPPD internal dan eksternal telah dibangun sedemikian
rupa yakni melaui media website portal data Kinerja,
melalui zoom meeting, sarana konsultasi chat dan telepon
dengan media komunikasi whatsapp dan juga tatap muka
langsung melalui desk dan rapat-rapat lainya, sehingga
dalam penyampaian hasil evaluasi dapat diterima dengan
baik oleh Perangkat Darah Pelaksana urusan LPPD .
Perintah (Command) Perintah dalam pelaksanaan Strategi
Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidaorjo dilakukan
dengan persuasive, yakni melalui surat penyampaian
timeline maupun surat himbauan pelaksanaan revisi data
capaian serta bukti dukung bagi Perangkat Daerah
Pelaksana Urusan LPPD yang basih belum sesuai data
capain serta data dukungnya.

Adapun hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan

oleh Tyas Kurnia Sari, SE selaku perencana pada Satpol PP
Kabupaten Sidoarjo :

“Penyusunan LPPD kabupaten Sidoarjo merupakan
wujud kerjasama dan sinergi berupa koordinasi,
motivasi, komunikasi dan penyampaian perintah antar
OPD sebagai perangkat daerah pelaksana urusan LPPD
dengan bagian pemerintahan sebagai pembina
penyusunan LPPD yang sesuai dengan ketentuan
berjalan optimal, sehingga tujuan strategi penyusunan
LPPD dapat tercapai”

Berdasarkan hasil wawncara peneliti dengan informan, di

daptkan informasi bahwa kegiatan oengarahan berupa
koordinasi, movivasi, komunikasi dan penyampaian perintah

dalam Tim Koordinasi Penyusunan LPPD telah dilaksanakan
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dengan baik, sehingga tujuan-dilaksnakannya Strategi

penyusunan LPPD dapat tercapai.
Aksi (Action)

Dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo, Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat
Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidaorjo berperan sebagai
pelaksana aksi, yakni penyusun langkah-langkan strategi
sekaligus penggerak seluruh Tim Koordinasi LPPD dalam
pelaksanaan Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.
Penyusunan langkah-langkah dilakukan melalui disusunnya
timeline pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten
Sidaorjo, sedangkan penggerak bagi seluruh tim dilakukan
dengan menyampaikan timeline yang telah disusun kepada
seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam Tim
Koordinasi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidaorjo.
Setelahnya Perangkat Daerah Pelaksana LPPD melakukan aksi
berupa pengisian data serta bukti dukung yang sesuai dengan
IKK Outcome masing-masing urusan dan sesaat sebelum
dokumen selesai disusun, Tim evaluator internal dalam hal ini
APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo melakukan aksi berupa
Reviu pberdasarkan data capain dan bukti dukung yang telah
diinputkan oleh Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD.
Sesuai dengan yang disampaikan oleh Asmara Hadi selaku
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten

Sidoarjo :
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“Masing-masing anggota dari Tim Koordinasi LPPD
telah menjalankan perannya dengan optimal, sesuai
dengan rencana atau timeline pelaksanaan strategi yang
terlah disusun, sehingga tujuan pelaksanaan strategi
dapat terwujud”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan
dapat disimpulkan bahwa masing-masing Perangkat Daerah
yang tergabung dalam Tim Penyusunan LPPD di Kabupaten
Sidoarjo telah menjalankan perannya dengan baik sehingga bisa
tercapai tujuan dilaksanakannya strategi penyusunan LPPD di

Kabupaten Sidaorjo.
Belajar (Learning)

Berdasarkan hasil pelaksanaan strategi penyusunan LPPD
di Kabupaten Sidoarjo, bahwasanya Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo dalam Hal ini Perangkat Daerah yang tergabung dalam
Tim Koordinasi Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo telah
dapat mengidentifikasi apasaja kendala-kendala dalam
pelaksanaan setiap IKK di masing-masing urusan LPPD
melalui dilaksanakannya Pendampingan dan pra evaluasi oleh
TIM evaluator daerah provinsi dan evaluator nasional, yang
mana dalam pelaksanaanya, Perangkat Daerah pelaksana LPPD
diberikan masukan serta strategi dan upaya bagi masing-masing
perangkat daerah pelaksana LPPD. Seperti halnya yang
sebutkan oleh Mohammah Lukman Arif Selaku Analis
Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa :

“Pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten
Sidaorjo memberikan pemahaman berupa rencana
pelaksanaan kedepan dalam meningkatkan capaian



161

kinerja LPPD dan evaluasi yang dilakukan berlapis
meminimalisir adanya kekeliruan data dan tim evaluator
eksternal memberikan masukan dalam bentuk Upaya
peningkatan capaian”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan

dapat disimpulkan bahwa Strategi Penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidaorjo memberikan pemahaman dan membuaka
wawasan bagi Tim Koordinasi Penyusunan LPPD di Kabupaten
Sidoarjo untuk dapat melaksakan peningkatan capaian serta
penyusunan rencana aksi penyelenggaraan urusan LPPD
berdasarkan hasil pendampingan dan pra evalausi yang telah
dilakukan.

Berdasarkan  hal  tersebut, bahwasanya Strategi
penyusunan LPPD di Kabupaten Sidorjo telah memenuhi setiap
indikaror dalam teori Geoff Mulgan tentang pelaksanaan

Strategi.

4.2.5 Faktor Internal dan Eksternal dalam Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten
Sidoarjo melalui Analisis SWOT

Berdasarkan hasil uaraian dari wawancara mendalam yang
dilakukan, dapat diketahui bahwa strategi pemerintah kabupaten
sidoarjo dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari faktor
Internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dan juga dari faktor
eksternal yang terdiri dari pelyang dan ancamanpada pelaksanaan
strategi pemerintah. Guna menjawab pertanyaan faktor internal dan
eksternal dalam pelaksanaan strategi penyusunan Laporan
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Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo,

dilakukan dengan menganalisis faktor internal dan eksternal.

Adapun faktor internal dan eksternal yang diperoleh dari hasil

wawancara dan observasi yang dilakukan di Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo selaku sekretariat pelaporan
dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di

Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut :

4.2.5.1 Faktor Internal

1. Kekuatan (Strenghs)

Kekuatan adalah sesuatu yang dapat diandalkan atau di
unggulkan oleh sebuah organisasi. Kekuatan adalah sumber daya,
keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif terhadap
pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani atau ingin dilayani oleh
perusahaan. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan
keunggulan komparatif bagi organisasi. Kekuatan terdapat : ()
Jaringan internet (b) Motivasi Aparatur, (c) Sarana dan Prasarana
dan (d) Adanya dasar hukum. Dijelaskan sebagai berikut

. Adanya Jaringan internet

Jaringan Internet (Network) adalah sebuah sistem informasi
dan komunikasi yang dapat menghubungkan sejumlah computer
serta perangkat lainya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai
tujuan yang sama. Jaringan internet dapat digunakan untuk
mengkases internet termasuk untuk terhubung ke situs Portal Data
Kinerja yang dikelola oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Sidoarjo yaitu
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https://portaldatakinerja.sidoarjokab.go.id/ agar nantinya dapat
memudahkan proses pengumpulan data dan penyusunan dokumen
LPPD dikabupaten Sidoarjo, seperti halnya yang disampaikan oleh
Asmara Hadi, S.STP, M.AP Selaku Kepala Bagian Pemerintahan
bahwa :

“Menurut saya, yang menjadi kekuatan kami adalah
menerapkan sistem informasi Portal Data Kinerja yang
berbasis Online tentunya harus didukung oleh adanya
jaringan internet yang memadai, bukan hanya di Bagian
Pemerintahan selaku Sekretariat Pengumpulan data, tetapi
juga disetiap kantor-kantor Perangkat Daerah yang
melaksanakan Urusan LPPD. Kondisi daerah di Kabupaten
Sidoarjo yang sudah seluruhnya terfasilitasi internet
memudahkan proses pengumpulan data berbasis online maka
dalam hal itu kami memanfaatkan fasilitas yang sudah
tersedia”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti
dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi kekuatan pemerintah
yaitu sudah tersedianya akses jaringan internet di setiap wilayah
Kabupaten Sidoarjo, termasuk Kantor-kantor Perangkat Daerah
pelaksana LPPD. dimana berdasarkan hal tersebut seluruh
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan LPPD dapat
melaksanakan pengumpulan data, termasuk kegiatan pendampingan
dan pra-evaluasi berbasis online. Hal ini juga mempunyai tujuan
untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan e-government di
Kabupaten Sidoarjo, serta dengan adanya sistem jaringan internet
maka akan lebih memudahkan untuk dilaksanakan monitoring serta
evaluasi oleh pimpinan di Kabupaten Sidoarjo karena setiap

pelaksanaan kegiatan dapat di monitoring dari manasaja dan kapan
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saja dan apabila ada update perubahan data dari Perangkat Daerah
dapat segera di tindaklanjut oleh sekretariat pengumpulan data
LPPD, tidak menunggu di jam kerja saja. Seperti yang disampaikan
olen Mohammad Lukman Arif, SE selaku analis perencana
sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidaorjo
selaku Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD mengatakan

bahwa :

“Yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan penyusunan
LPPD khususnya pengumpulan data berbasis Online melalui
Sistem Informasi Portal Data Kinerja adalah adanya jaringan
internet di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, khususnya
jaringan  ditiap-tiap  Perangkat Daerah, sehingga
pengumpulan data bisa dilakukan darimana saja dan kapan
saja, tidak mengharuskan dilakukan tatap muka dan di jam
kerja saja”

Berdasarakan hasil wawancara dengan informan,
peneliti dapat menyimpulakan bahwa yang menjadi kekuatan dalam
pelaksanaan penyusunan LPPD berbasis online adalah jaringan
Internet yang telah tersedia di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo
Khususnya jaringan ditiap-tiap Perangkat Daerah, sehingga
Perangkat Daerah dapat melakukan update data darimana saja dan

kapan saja.

. Adanya Motivati Aparatur

Motivasi yang tinggi dimiliki oleh aparatur pemerintah di
Kabupaten Sidoarjo khususnya Perangkat Daerah Pelaksana LPPD
dalam melaksanakan setiap tahapan penyusunan LPPD yang telah
disusun oleh Bagian Pemerintaha selaku sekretariat pengumpulan
LPPD di Kabupaten Sidoarjo untuk senantiasa meningkatkan
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kinerja serta profesionalisme sehingga tujuan mempertahankan dan
meningkatkan Skor Kinerja LPPD yang bersumber dari data capaian
serta data dukung yang akan di laporkan dalam dokumen LPPD juga
dapat tercapai. Seperti yang telah disampaikan oleh Kasiatun selaku
Staf Pelaksana pada Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah

Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa :

“Yang menjadi kekuatasn dalam menjalankan Strategi
pelaksanaan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo,
dalam hal ini mulai dari pengumpulan di Portal Data Kinerja
sampai dengan pelaksanaan pendampingan serta pra-
evaluasi adalaha motivasi dari Aparatur Perangkat Daerah
Pelaksana dan Tim penyusunan LPPD karena itu sangat
berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya strategi dapat
dilakukan, terlebih ini adalah evaluasi yang disampaikan
kepada pemerintah pusat, yang dinilai secara nasional”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan dengan
informan, maka penelilti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi
kekuatan pemerintah dalam strategi penyusunan LPPD Motivasi
aparatur yang ada pada tiap-tiap Perangkat Daerah Pelaksana LPPD.
Adanya motivasi pada perangkat daerah tersebut sehingga setiap
aparatur berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja dan bukti
dukung dengan baik, tidak hanya pelaporannya saja yang
meningkat, tetapi juga kinerja nyata di lapangan. Selanjutnya
ditambahkan oleh Candra Yuniati, S.IP Selaku Tim Peyusun

Dokumen LPPD Kabupaten Sidoarjo, mengatakan bahwa :

“Saya rasa motivasi juga menjadi unsur terpenting, karena
untuk apa membuat strategi yang baik tetapi pelaksana dalam
hal ini aparatur yang melaksanakan tidak memiliki motivasi
dalam menjalankan strategi atau tugasnya masing-masing,
maka dari itu saya piker kami disini selaku Tim penyusunan
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LPPD di Kabupaten Sidaorjo memiliki motivasi untuk terus
melaksanakan meninkatan dalam melaksanakan tiap-tiap
urusan sesuai tugasnya masing-masing dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawncara dengan informan, maka peneliti
dapat menarik kesimpulan bahwa kekuatan pada strategi Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo yaitu adanya motivasi aparatur pelaksana
urusan LPPD yang menunjang lancarnya pelaksanaan strategi

penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

. Adanya Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah
satu faktor yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan dari
suatu strategi dilaksanakan. Hal itu diakibatkan karena dalam
melaksanakan pengisian data melalui Sistem Informasi berbasis
Online yakni Portal Data kinerja dan pelaksanaan pendampingaan
dan pra-evaluasi juga dilakukan dengan online melalui aplikasi yang
sama, diperlukan perangkat komputer maupun laptop untuk
melakukan pengolahan data dan penginputan data untuk selanjutnya
diinputkan dalam sistem portal data kinerja yang mana di Kabupaten
Sidoarjo, sudah hamper seluruh staf difasilitasi dengan perangkat
komputer maupun laptop, selain itu beberapa kegiatan yang
dilaksanakan secara hybrid juga memerlukan perangkat software
dan hardware yang memadai, adapun semua sarana dan prasarana
tersebut sudah tersedia di Kabupaten Sidaorjo, dan dijalankan oleh
Dinas Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Sidaorjo, sehingga
pelaksan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dapat

dilaksanakan dengan maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Dini
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Chaya, S.Kom, Kepala Sub Perencanaan Sub Perencanaan Evaluasi
dan Pelaporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selaku

Perangkat Daerah Pelaksana LPPD mengatakan bahwa :

“Seperti yang bisa dilihat diseluruh kantor di Kabupaten
Sidaorjo, sudah hampir seluruh Aparatur di Kabupaten
Sidaorjo telah difasilitasi dengan Komputer dan Laptop,
karena memang sebagian sistem pemerintahan sudah
berbasis online. Sedangkan untuk perangkat komunikasi
lainya, kami berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sidaorjo untuk penggunaanya”™

Berdasarkan hasil wawncara dengan informasn, maka peneliti
dapat menagambil kesimpulan bahwa sarana-dan prasarana dalam
pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidaorjo
sudah cukup memadai yakni berupa komputer dan laptop untuk
melakukan pengolahan data dan penginputan data untuk selanjutnya
diinputkan dalam sistem portal data kinerja yang mana di Kabupaten
Sidoarjo

. Adanya Dasar Hukum yang Jelas

Setiap tahunnya Bagian Pemerintahan Sekretariat Dearah
Kabupaten Sidoarjo selaku Sekretariat Penyusunan Dokumen LPPD
di Kabupaten Sidoarjo membentuk Tim Penyusunan LPPD sesuai
dengan tahun anggaran yang disahkan dalam bentuk Surat
Keputusan Kepala Daerah, berikut adalah beberapa Surat Keputusan

yang telah dibentuk selama 3 tahun terakhir :
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Tabel 4.12 Daftar Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim
Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Sidoarjo

Tahun

No SK

Tentang

2021

188/47/438.1.1.3/2022

Tim Koordinasi Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Tahun
anggaran 2022

2022 188/41/438.1.1.3/2023 Tim Koordinasi Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Tahun
anggaran 2023

2023 100.3.3.2/90/438.1.1.3/2024 | Tim Koordinasi Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Tahun
anggaran 2024

Sumber : Arsip Bagian Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo

Didalam Surat Keputusan Kepala daerah tentang Tim

Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kabupaten Sidoarjo diatur tentang tugas pokok dan fungsi

dari masing-masing Perangkat Daearh pelaksana LPPD sehingga

tidak terdapat tumpang tindih pelaksanaan urusan pemerintahan

khususnya Urusan LPPD di Kabupaten Sidoarjo. sesuai dengan hasil

wawancara dengan Dinda Andyarta Putra Yawandae, A.Md, Akun

selaku Tim APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo mengatakan

bahwa :

“Bisa dikatakan bahwa kekuatan kami untuk dapat terus
melaksanakan strategi penyusunan LPPD yaitu adanya dasar
hukum yang jelas tentang masing-masing tugas pokok dan
fungsi, sehingga kami selaku sekretariat penyusunan dokumen
LPPD dalam menyusun strategi juga memperhatikan masing-
masing tugas pokok dan fungsi”
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Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informasn
diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu
kekuatan dari pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten
Sidoarjo adalah sudah ada dasar hukum yang mengatur tugas pokok
dan fungsi dalam penyelenggaraan penysunan LPPD di Kabupaten

Sidoarjo.

Kelemahan (Weakness)

Kelemahan adalah suatu kekurangan atau keterbatasan dalam
hal sumber daya ada pada organisasi baik itu keterampilan maupun
kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi itu
sendiri. Adapun tyang menjadi kelemahan dalam strategi
penyusunan dokumen LPPD adalah : (a) Kurangnya Skill dan (b)
Kurangnya Anggaran.

. Kurangnya Skill

Kurangnya skill yang dimiliki oleh aparatur atau Sumber Daya
Manusia (SDM) dalam melakukan penginputan data berbasis
elektronik oleh Perangkat Daerah pelaksana Urusan LPPD
dikarenakan penginputan yang dilakukan online berbasis Sistem
informasi Portal Data Kinerja, sehingga untuk Aparatur Perangkat
Daerah yang tidak terbiasa dengan sistem online akan mengalami
beberapa kesulitan dalam penggunaan komputer, selaiun itu adanya
rotasi pegawai yang menangani LPPD di Perangkat Daerah,
menyebabkan adanya pergantian orang baru dimana tidak

tersampaiakannya informasi tata cara penginputan data di Portal
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Data Kinerja. Sesuai dengan hasil wawancara kami dengan Dinda
Andyarta Putra Yawandae, A.Md.Akun Auditor Terampil
Inspektorat Kabupaten Sidoarjo selaku Tim APIP Kabupaten

Sidoarjo, mengatakan bahwa :

“Yang menjadi kelemalah pelaksanaan strategi penyusunan
LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah kurangnya skill yang
disebabkan oleh adanya rotasi pegawai yang menangani
LPPD di Perangkat Daerah, menyebabkan adanya
pergantian orang baru dimana tidak tersampaiakannya
informasi tata cara penginputan data di Portal Data Kinerja
dan juga aparatur baru seringkali tidak memahami maksud
indikator LPPD, serta saat dilakukan pendampingan orang
yang hadir beda dengan yang menangani, sehingga informasi
tidak tersampaikan maksimal”

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informasn
diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu
kelemahan dari pelakasanaan strategi penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo adalah kurangnya skill dari aparatur pelaksana
LPPD di Kabupaten Sidoaro.

. Kurangnya Anggaran

Anggaran sangat penting untuk dialokasikan untuk menopang
kelancaran dalam pelaksanaan pembiayaan strategi penyusunana
LPPD di Kabupaten Sidoarjo dapat dilaksanakan keseluruhan sesuai
dengan timeline strategi yang telah ditetapkan oleh Bagian
Pemerintahan selaku Sekretariat Pelaporan LPPD di Kabupaten
Sidoarjo, serta anggaran yang telah dialokasikan harus dapat
dipertanggungjawabkan dengan jelas namu pada nyatanya anggaran

untuk pelaksanaan strategi penyusunana LPPD di Kabupaten
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Sidoarjo seringkali tidak menjadi anggaran prioritas untuk di
alokasikan di Bagian pemerintahan oleh TAPD. Padahal anggaran
tersebut sangat penting untuk pelaksanaan Pendampingan dan Pra-
evaluasi yang dilaksanakan oleh Evaluator Eksternal, dikarenakan
Kabupaten Sidaorjo harus menganggarkan Hororarium sebagai
Narasumber pelaksanan pendampingan dan Pra-evaluasi. Sama
dengan yang dikatakan oleh Kepala Bagian Pemerintahan, bahwa :

“Selama ini, Kelemahannya strategi penyusunan LPPD
adalah kurangnya anggaran, karena memang dalam
pelaksanaan strategi ini yang terpenting adalah kegiatan
pendampingan  dan  pra-evaluasi, dimana dalam
pelaksanaanya kita harus menganggarkan honorarium bagi
masing-masing evaluator, sehingga apabila anggaran ini
tidak “goal” atau tidak lolos dalam pembahasan TAPD,
kegiatan strategi penyusunan LPPD tidak dapat
dilaksanakan”

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informan
diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu
kelemahan dari pelakasanaan strategi penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo adalah kurangnya anggaran bagi pelaksanaan
strategi penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoaro.

4.2.5.2 Faktor Eksternal

1.

Peluang (Opportunity)

Peluang merupakan berbagai hal atau suatu kondisi yang
menguntungkan bagi suatu organisasi, serta kecenderungan-
kecenderungan yang merupakan salah satu sumber peluang. Dalam

mengananilis peluang, keadaan dan kondisi yang merupakan
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peluang yang ada diluar suatu organisasi atau instansi juga
memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.
Dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di Kabupaten
Sidoarjo terdiri dari (a) Adanya Kebijakan Pemerintah, (b) Pesatnya

perkembangan Teknologi

. Adanya Kebijakan Pemerintah

Adanya kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan
pelaksanaan penyusunan Dokumen LPPD melalui dikeluarkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur
ruang lingkup LPPD, LKPJ, dan RLPPD dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yakni Peraturan
bagi setiap Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota
menjadikan Strategi penyusnan LPPD di Kabupaten Sidoarjo dapat
dilaksanakan dengan maksimal, sesuai yang disampaikan oleh oleh

Kepala Bagian Pemerintahan, bahwa :

“Dengan adanya peraturan pemerintah pusat yang
mewajibkan dilaksanakan  penyusunan LPPD bagi
pemerintah daera termasuk Kabupaten Sidaorjo, Bagian
Pemerintahan selaku Sekretariat penyusunan LPPD dapat
melakukan penekanan terhapa perangkat daerah pelaksana
LPPD, sehingga strategri penyusunan LPPD dapat
dilaksanakan dengan maksimal”

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informasn

diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu
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peluang dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo adalah adanya kebijakan pemerintah yang
mengharuskan dilaksanakan upaya dalam penyusunan LPPD bagi

Pemerintah Daerah.

. Pesatnya Perkembangan Teknologi

Pesatnya perkembangan teknologi di era digitalisasi saat ini
tidak dapat dipungkiri memberikan dampak yang signifikan,
termasuk dalam pelaksanaaan kegiatan pemerintahan yang berbasis
e-government yang mewajibkan setiap Aparatur Perangkat Daerah
dapat mengoperasikan Sistem Informasi Berbasis elektronik, salah
satunya Sistem Informasi Portal Data Kinerja yang dibagun dengan
tujuan menjadikan kegiatan penyusunan LPPD lebih efektif dan
efisien, karena yang sebelumnya dilaksanakan harus dengan tatap
muka dan di jam kerja, maka dengan adanya perkembangan
teknologi, kegiatan penyusunan dapat dilaksanakan melalui sistem
darimana saja, kapan saja dan diakses oleh siapa saja. Sesuai dengan
pernyataan dari Nur Aini, S.KM, selaku perencana pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Sidoarjo selaku Perangkat Daerah Pelaksana
LPPD mengatakan bahwa :

“Peluang yang sangat dimanfaatkan oleh  Bagian
Pemerintahan selaku sekretariat penyusunan LPPD adalah
membangun sistem informasi berbasis elektronik, yang sangat
memudahkan kami selaku Perangkat Daerah Pelaksana
urusan LPPD dalam menyampaikan data kepada Bagian
Pemerintahan, karena biasa diakses kapan saja dan dimana
saja, tidak kaku harus dilakukan dengan metode tatap muka”
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Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informan
diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu
peluang dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo adalah pesatnya perkembangan teknologi yang
juga dimanfaatkan oleh Bagian Pemerintahan selaku sekretariat
penyusunanl dokumen LPPD untuk membangun juga Sistem
informasi Portal Data Kinerja, sehingga pelaksanaan Penyusunan

LPPD dapat terlaksana dengan maksimal.

Ancaman (Treats)

Ancaman merupakan hal-hal diluar organisasi yang tidak
menguntungkan bagi keberlangusngan organisasi, yang mana juka
tidak dapat diatasi maka akan menjadi hambatan bagi organisasi
baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. Ancaman
merupakan pengganggu utama bagi posisi organisasi. Faktor
Aadapun yang menjadi ancaman dalam pelaksanaan Strategi
penyusunan LPPD adalah adanya (a) Kebocoran keamanan Sistem

dan (b) Perubahan Kebijakan, penjelasannya yaitu :

. Kebocoran Sistem Keamanan

Adanya kemungkinan kebocoran sistem informasi, mengingat
dunia digital yang dapat diakses oleh semua orang dari seluruh
penjuru dunia, menjadikan Portal Data Kinerja harus di lengkapi
dengan sistem keamanan yang lebih tinggi, mengingat data
pentingnya data yang tersimpan dalam sistem tersebut, karena

apabila terjadi kebocoran keamanan, makan memungkinkan
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terjadinya data hilang atau tidak sesuai, sehingga menyebabkan
pengelolaan dan analisa data yang memakan waktu lama.
Sebagaimana yang disampaikan oleh Kasiatun selaku Staf
Pelaksana pada Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten

Sidoarjo, mengatakan bahwa :

“Yang kami takutkan sebagai ancaman adalah adanya hacker
yang mengganggu sistem keamanan di portal data kinerja,
karena saat ini Portal Data Kinerja selain sebagai media
pengumpulan data, juga sebagai penyimpanan arsip
pelaporan LPPD, yang mana apabila data itu hilang, kami
juga kerepotan dalam menyusun kembali data-data dari
Perangkat Daerah Pelaksana LPPD”

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informan
diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu
ancaman dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo adalah Kebocoran Sistem Informasi yang dapat
menyebabkan hilangnya data yang tersimpan dalam jaringan sistem
tersebut, karena selain sebagai media pengumpulan data, Sistem
data Portal Kkinerja merupakan sarana penyimpanan arsip
pengumpulan data yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
Pelaksana LPPD.

. Perubahan Kebijakan

Adanya perubahan indikator terhadap pelaksanakaan
penyusunan LPPD oleh pemerintah pusat yang tanpa dilengkapi
dengan penjelasan teknis yang memadai menjadikan Perangkat
Daerah Pelaksana LPPD menjadi kesulitan dalam menyajikan data

yang sesuai dengan yang diinginkan indikator LPPD. Selain itu
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keterbataan pemahaman dari Sekretariat Penyusunan LPPD dalam
menjelaskan perubahan indikator yang ada juga menjadikan
penyampaian serta penyususnan dokumen LPPD menjadi tidak
maksimal, seperti yang disampaikan oleh Tyas Kurnia Sari, selaku
Perencana pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo

menyatakan bahwa :

“Adanya perubahan indikator, baik perubahan rumus,
maupun perubahan indikator keseluruhan menjadi sebuah
ancaman bagi pelaksanaan penyusunan LPPD di Kabupaten
Sidoarjo, karena terbatasnya kemampuan Perangkat Daerah
maupun Bagian pemerintaha untuk mengartikan dari adanya
perubahan indikator yang ada”

Berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan informan
diatas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa salah satu
ancaman dalam pelaksanaan strategi penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo adalah adanya perubahan kebijakan yang dapat
menyebabkan tidak maksimalnya pengumpulan data, dikarenakan
biasanya perubahan indikator tidak dibarengi dengan penjelasan
yang memadai, sehingga menyebabkan data yang dikumpulkan

dalam strategi penyusunan LPPD dapat tidak maksimal.
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STRENGHTS

WEAKNESSES

1. Adanya Jaringan Internet

2. Adanya Motivasi Aparatur
3. Adanya Sarana Dan
Prasarana

4, Adanya Dasar Hukum

1. Kurangnya Skill
2. Kurangnya Anggaran

OPPORTUNITIES

STRATEGI SO

STRATEGI WO

1. Adanya Kebijakan
Pemerintah Pusat

2. Pesatnya
Perkembangan
Teknologi

1) Adanya Dasar Hukum
Dengan adanya dasar hukum
yang jelas tentang tugas dan
pokok  Tim Koordinasi
penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo yang
menjadikan sebuah pijakan
yang kuat bagi Bagian
Pemerintahan selaku
Sekretariat Pelaporan LPPD
untuk memberikan penekanan
bagi Perangkat Daerah
Pelaksana  LPPD  dalam
melaksanakan dan melaporan
capaian serta bukti dukung
sehingga pelaporan dokumen
LPPD dapat dengan maskimal
disampaikan.

2) Adanya jaringan dan

Pesatnya Perkembangan
Teknologi.

Dengan adanya jaringan
internet  yang memadai

diseluruh wilayah Kabupaten
Sidaorjo khususnya Kantor-
kantor Perangkat Daerah
pelaksana LPPD maka akan
dapat mempermudah
pemerintah  daerah  dalam
mengembangkan e-
government di daerah, salah
satunya yakni pengembangan
Portal Data Kinerja sebagai
Sistem informasi pengumpula
data dalam penyusunan LPPD
di Kabupaten Sidoarjo.

1) Meningkatkan Skill SDM
Meningkatkan pengetahuan
keterampilan ~ Sumber

dan

Daya

Manusia (SDM) yang ada dengan

pendampingan, pendidikan
pelatihan teknis sehingga d
menghasilkan  kualitas

dan
apat
data

capaian serta data dukung LPPD

yang memadai,
Perangkat Daerah
melaksanakan Urusan LPPD

khususnya
yang

2) Peningkatan tenaga, Sarana

dan Prasarana
Jumlah tenaga aparatur
masih  belum memadai

yang
juga

menyebabkan penyusunan LPPD
di Kabupaten Sidoarjo, karena
dari 37 Urusan, 123 IKK Outcome

dan 494
terdapat 3

IKK  Output,
Staf

hanya
Bagian

Pemerintahan yang melaksanakan
tugas melaksanakan penyusunan

LPPD  Kabupaten
dengan adanya tambahan ten

Sidoarjo,

aga,

diharapkan akan meningkatkan
kualitas dari dokumen LPPD di

Kabupaten Sidoarjo.

THREATS

STRATEGI ST

STRATEGI WT
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1. Kebocoran Sistem
Keamanan
2. Adanya
Perubahan
Kebijakan

1) Adanya  dukungan
kewenangan
Adanya dukungan

kewenangan,sarana dan
prasarana serta SDM yang
tersedia didukung alokasi
anggaran yang memadai untuk
melakukan kegiatan
penyampaian strategi
penyusunan LPPD sehingga

seluruh  rangkaian strategi
peyusunan  LPPD  dapat
dilaksanakan oleh Tim

Koordinasi Penyusunan LPPD
di Kabupaten Sidorjo.
Termasuk juga pengamanan
sistem informasi, sehingga
data yang tersimpan dalam
porta datal kinerja dapat
terjamin keamanannya
2)  Menggunakan
profesionalitas
Dalam  meghadapi
perubahan-perubahan  yang
ada, sikap optimis dan
profesiona  dari  aparatur
penyelenggaran urusan LPPD
sangat diperlukan sebagai
bentuk motivasi untuk dapat
menerjemahkan dan
mengikuti perubahan-
perubahan tiap indikator
dalam penyelenggaraan
penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo.

azas

adanya

1) Meningkatkan Skill dan
pengetahuan
Meningkatkan skill dan

pengetahuan dan keterampilan
Sumber Daya Manusia (SDM)
yang tersedia dengan
pendampingan, pendidikan dan
pelatihan teknis sehingga dapat
menghasilkan  kualitas  data
capaian serta data dukung LPPD
yang memadai, khususnya
Perangkat Daerah yang
melaksanakan Urusan LPPD.

2) Menerapkan azas
profesionalitas
Dalam meghadapi adanya

perubahan-perubahan yang ada,
sikap optimis dan profesiona dari
aparatur penyelenggaran urusan
LPPD sangat diperlukan sebagai
bentuk motivasi untuk dapat
menerjemahkan dan mengikuti
perubahan-perubahan tiap
indikator dalam penyelenggaraan
penyusunan LPPD di Kabupaten
Sidoarjo.

3) Menerapkan azas kerja
Menerapkan bahwa kerja adalah
ibadah meyakini bahwa kegiatan

pemerintahan merupakan
kegiatan yang
dipertangunjawabkan  sehingga,

dalam menyampaikan pelaporan
penyelenggaraan urusan
pemerintah  dilakukan  sesuai
dengan kondisi senyatanya dan
berujung pada pemerintahan yang
baik dan bersih (good and clean
government).

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis

Dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang timbul dalam
organisasi, maka sangat diperlukan penelitian dengan kecermatan

adar mempu menemukan strategi yang cepat dan tepat dalam
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menagtasi masalah yang timbul dalam organisasi. Dengan

menggunakan analisis SWOT, maka antara faktor internal dan

eksternal dapat dijadikan sebuah interaksi, sehingga menghasilkan

suatu solusi atau bentuk upaya dalam menangani setiap hambatan

yangterjadi. Dari hasil interaksi faktor di Kabupaten Sidoarjo adalah

mengupayakan 4 strategi yaitu :

1. Kekuatan untuk memanfaatkan peluang

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan

pelauang yang ada antara lain yaitu :

1)

2)

Adanya Dasar Hukum

Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang tugas dan
pokok Tim Koordinasi penyusunan LPPD di Kabupaten
Sidoarjo yang menjadikan sebuah pijakan yang kuat bagi
Bagian Pemerintahan selaku Sekretariat Pelaporan LPPD untuk
memberikan penekanan bagi Perangkat Daerah Pelaksana
LPPD dalam melaksanakan dan melaporan capaian serta bukti
dukung sehingga pelaporan dokumen LPPD dapat dengan

maskimal disampaikan.
Adanya jaringan dan Pesatnya Perkembangan Teknologi.

Dengan adanya jaringan internet yang memadai diseluruh
wilayah Kabupaten Sidaorjo khususnya Kantor- kantor
Perangkat Daerah pelaksana LPPD maka akan dapat
mempermudah pemerintah daerah dalam mengembangkan e-

government di daerah, salah satunya yakni pengembangan
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Portal Data Kinerja sebagai Sistem informasi pengumpula data
dalam penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo.

2. Kekuatan untuk menghindari ancaman

Strategi dalam menggunakan kekuatan untuk menghindari

ancaman antara lain yaitu :

1) Adanya dukungan kewenangan

2)

Adanya dukungan kewenangan,sarana dan prasarana serta
SDM vyang tersedia didukung alokasi anggaran yang memadai
untuk melakukan kegiatan penyampaian strategi penyusunan
LPPD sehingga seluruh rangkaian strategi peyusunan LPPD
dapat dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidorjo. Termasuk juga pengamanan sistem
informasi, sehingga data yang tersimpan dalam porta data
kinerja dapat terjamin keamanannya

Menggunakan azas profesionalitas

Dalam meghadapi adanya perubahan-perubahan yang ada,
sikap optimis dan profesiona dari aparatur penyelenggaran
urusan LPPD sangat diperlukan sebagai bentuk motivasi untuk
dapat menerjemahkan dan mengikuti perubahan-perubahan tiap
indikator dalam penyelenggaraan penyusunan LPPD di

Kabupaten Sidoarjo.
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3. Mengurangi Kelemahan mengejar peluang

Strategi dalam mengurangi kelemahan untuk mengejar peluang

yatu sebagai berikut :

1)

2)

Meningkatkan Skill SDM

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang ada dengan pendampingan, pendidikan
dan pelatihan teknis sehingga dapat menghasilkan kualitas data
capaian serta data dukung LPPD yang memadai, khususnya
Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan LPPD

Peningkatan tenaga, Sarana dan Prasarana

Jumlah tenaga aparatur yang masih belum memadai juga
menyebabkan penyusunan LPPD di Kabupaten Sidoarjo,
karena dari 37 Urusan, 123 IKK Outcome dan 494 IKK Output,
hanya terdapat 3 Staf Bagian Pemerintahan yang melaksanakan
tugas melaksanakan penyusunan LPPD Kabupaten Sidoarjo,
dengan adanya tambahan tenaga, diharapkan akan
meningkatkan kualitas dari dokumen LPPD di Kabupaten

Sidoarjo.

4. Mengurangi Kelemahan untuk menghindari ancaman

Strategi dalam mengurani kelemahan untuk menghindari

ancaman yaitu sebagi berikut :

1)

Meningkatkan Skill dan pengetahuan
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2)

3)

Meningkatkan skill dan pengetahuan dan keterampilan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang tersedia dengan pendampingan,
pendidikan dan pelatihan teknis sehingga dapat menghasilkan
kualitas data capaian serta data dukung LPPD yang memadai,
khususnya Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
LPPD.

Menerapkan azas profesionalitas

Dalam meghadapi adanya perubahan-perubahan yang ada,
sikap optimis dan profesiona dari aparatur penyelenggaran
urusan LPPD sangat diperlukan sebagai bentuk motivasi untuk
dapat menerjemahkan dan mengikuti perubahan-perubahan tiap
indikator dalam penyelenggaraan penyusunan LPPD di

Kabupaten Sidoarjo.
Menerapkan azas kerja

Menerapkan bahwa kerja adalah ibadah meyakini bahwa
kegiatan  pemerintahan  merupakan  kegiatan  yang
dipertangunjawabkan  sehingga, dalam  menyampaikan
pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah dilakukan sesuai
dengan kondisi senyatanya dan berujung pada pemerintahan

yang baik dan bersih (good and clean government).

Berdasarkan analisa SWOT vyang dilakankaan, Strategi

Penyusunan LPPD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
Sidaorjo merupakan bentuk jawaban dari pelaksnaan analisis SWOT

yang ada, karena jika dilihat dari sisi SO (Strenghts Opportunities)
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atau Kekuatan pemanfaatan peluang, melalui Strategi Penyusunan
LPPD yakni ditetapkannya SK Tim koordinasi penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo, memudahkan pelaksanan pembagian tugas dan
koordinasi serta komunikasi dalam penyusunan LPPD serta
Penggunaan Sistem Informasi Portal Data Kinerja, sebagai upaya
pengoptimalan kekuatan berupa adanya jaringan internet yang kuat di
seluruh wilayah Kabupaten Sidaorjo khususnya Tim koordinasi

penyusunan LPPD .

Dari sisi analisa kekuatan untuk menghindari ancaman, atau ST
(Strenghts Threats) kekuatan dalam hal ini adanya motivasi aparatur
merupakan suatu sikap profesionalitas yakni adaptif bagi aparatur
yang tergabung dalam Perangkat Daerah Pelaksana urusan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo untuk dapat menyesuaikan dengan addanya
perubahan-perubahan indikator yang mungkin muncul dalam
penyusunan LPPD, selain itu dilaksanakannya Pendampingan dan
Pra-evaluasi juga sebagi upaya penyampaian penjelasan tiap-tiap

perubahan indikator yang berubah dari tahun ke tahun.

Dalam mengurangi kelemahan dengan mengejar peluang, atau
(Weaknesses Opportunities) kelemahan kurangnya skill dari aparatur
yang tergabung dalam Perangkat Daerah Pelaksana urusan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo, melalui pendampingan dan pra-evaluasi dapat
dilakukan peningkatan pengetahuan dan skill dalam Menyusun
dokumen dan meningkatkan capaian serta skor LPPD dari tahun ke

tahunnya.
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Sedangkan dalam upaya (Weaknesses Threats) mengurangi
kelemahan untuk menghindari ancaman, melalui strategi penyusunan
LPPD di Kabupaten Sidoarjo, yakni pendampingan dan pra-evaluasi
LPPD di Kabupaten Sidoarjo maka kekurangan berupa kurangnya
skill dan adanya perubahan indikator dalam penyusunan LPPD setiap
tahunnya dapat diminimalisir, karena melalui pendampingan dan pra-
evaluasi LPPD oleh evaluator daerah dan nasional yang dilaksanakan
hasilnya berupa peningkattan pemahaman dalam Menyusun data serta
bukti dukung yang sesuai dengan IKK Urusan LPPD yang hasil

akhirnya adalah peningkatan skor capaian dan status kinerja LPPD.



BAB V

PENUTUP

5..1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mendasari

pelaksanaan penyusunan Lapoaran Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 berdasarkan strategi

penyusnan Lapoaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

yang disusun oleh Bagian Pemerintaha selaku Sekretariat Pelaporan LPPD

di Kabupare Sidoarjo, peneliti dapat menarik beberpaa Kesimpulan

penelitian, yaitu :

a.

Strategi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan dokumen
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai upaya
mempertahankan dan meningkatkan skor dan status kinerja LPPD di
Kabupaten Sidaorjo dapat dikatakan sudah berhasil. Dalam Strategi
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi 5 indikator dalam
teori Strategi Geoff Mulgan, diantaranya yaitu : Tujuan, Lingkungan,
Arah atau Tindakan dan Pembelajaran. Tim koordinasi pelaksanaan
penyusunan LPPD dalam melaksanakan strategi penyusunan LPPD
yakni melalui Sistem Informasi Portal Data Kinerja serta kegiatan
pendampingan dan pra-evaluasi sudah sangat tepat. Dalam hal ini
dapat menjadi contoh untuk Pemerintah Daerah lain yang memiliki
permasalahan yang sama mengenai cara mempertahankan dan
meningkatkan skor dan status kinerja LPPD. Dapat Diketahui dari

segi konseptual beberpa indikator yang mempengaruhi teori Strategi
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Pemerintahan menurut Geoff Mulgan (2009) terdiri dari beberpa

tahapan, antaranya :

1.

3.

Tujuan : awal disusunnya strategi penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan adalah terdapatnya berbagai
kendala dalam pelaksanaan penyusunan LPPD dan juga
tuntutan telah ditetapkannya target capaian skor dan status
kinerja LPPD yang senantisa meningkat dari- tahun ketahun.
Lingkungan: dari segi indikator lingkungan dalam hal ini
adalah bagaimana output setelah strategi dilaksanakan,
Perangkat Daerah pelaksana urusan LPPD vyang telah
memahami strategi peningkatan capaian di tiap-tiap indikator
berdasarkan hasil pendampingan dan pra evaluasi yang telah
dilaksanakan sebagai bagian dari strategi penyusunan LPPD di
Sidoarjo akan mendapat masukan serta Gambaran dari
evaluator yang ada mengenai bagaimana seharusnya setiap
program dan kegiatan dilakukan oleh perangkat daerah secara
ideal, sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi
perkembangan serta keberlangsungan sistem pemerintahan di
Kabupaten Sidoarjo.

Arah: dari segi indikator arah, melalui pendampingan dan
praevaluasi yang merupakan bagian dari Strategi Penyusunan
LPPD di Kabupaten Sidaorjo, tiap-tiap Perangkat Daerah yang
belum maksimal dalam melaksanakan urusan LPPD akan
dijelaskan dan diarahkan bagaimana memahami rumus
indikator urusan LPPD, sehingga pelaksanaan urusan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo dapat tercapai sesuai target yang telah

ditentukan.
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4. Tindakan: Dalam segi indikator Tindakan, Strategi
Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidaorjo sendiri disusun oleh
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidaorjo
selaku Sekretariat Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidaorjo
sebagi suatu Tindakan inisiatif dalam menghadari kendala
penyusunan dan tuntutan target Status Kinerja LPPD yang telah
disahkan dalam Dokumen Renstra Kabupaten Sidaorjo tahun
2021-2026.

5. Pembelajaran: Dari Segi indikator pembelajaran, Strategi
Penyusunan LPPD di Kabupaten Sidaorjo sudah cukup berhasil
dalam meningkatkan skor dan status kinerja LPPD di
Kabupaten Sidaorjo. Hal ini dibuktikan dengan adanya
peningkatan status OK dalam setiap tahapan pendampingan
dan pra-evaluasi yang dilaksanakan oleh tim evaluator daerah
dan nasional serta peningkatan skor dari tahun 2021 yakni 3,61
sedangkan di tahun 2022 yakni 3,78 dengan status sama
“tinggi”.

Faktor internal dan eksternal untuk menunjang strategi pemerintah
dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) di Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari faktor internal yang
terdiri dari kekuatan yaitu jaringan internet, motivasi aparatur, sarana
dan prasarana dan adanya dasar hukum. Adapun kelemahan yaitu
kurangnya skill, dan kurangnya anggaran. Sedangkan pada factor
eksternal terdiri dari peluang yaitu pesatnya perkembangan teknologi
dan lebijakan pemerintah. Adapun ancaman yaitu Kebocoran Sistem
Keamanan dan Adanya Perubahan Kebijakan. Berdasarkan analisa

SWOT yang dilakankaan, Strategi Penyusunan LPPD yang dilakukan
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oleh Pemerintah Kabupaten Sidaorjo merupakan bentuk stategi ideal
dalam pelaksaan analisis SWOT yang ada.

5.2 Saran

Sebagai akhir dari penilisan tesis ini, dengan mendasar pada
penelitian yang peneliti lakukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sidaorjo selaku Sekretariat Penyusunan Dokumen
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten

Sidoarjo, peneliti memberikan saran agar :

1. Sebaiknya strategi pemerintah dalam penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten
Sidoarjo harus lebih memperhatikan setiap kendala-kendala yang
dihadapi

2. Dalam penerapan Strategi penyusnan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo untuk dapat
difokuskan untuk peningakatan pemahaman aparatur dalam
melakukan analisa data yang akan dilaporkan dalam dokumen LPPD,
penyediaan anggaran serta mampu menghadapi pengaruh dari adanya
perubahan indikator urusan LPPD.

3. Sebaiknya pemerintah khususnya Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sidaorjo selaku Sekretariat Penyusunan Dokumen
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di
Kabupaten Sidoarjo dapat membakukan strategi penyusunan LPPD
menjadi sebuah petunjuk teknis, sehingga apabila terjadi rotasi data,
aparatur yang bertugas melaksanakan penginputan maupun
penyusunan dokumen LPPD dapat dengan mudah mengikuti petunjuk

teknis yang telah disusun.
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Lampiran 1 Dokumentasi proses penelitian
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Gambar 1 : Wawancara Bersama Bapak Asmara Hadi, S.STP, M.AP
selaku Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sidaorjo

Gambar 2 : Wawancara Bersama ibu Candra Yuniarti, SIP. Selaku staf
penyusun Dokumen LPPD di Bagian Pemerintahan
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Gambar 3 : Wawancara Bersama |bu‘KaS|atun Selaku staf penyusun
Dokumen LPPD di Bagian Pemerintahan

Gambar 4 : wancara Bersama Bapak Mohammad Lukman Arif, SE,
selaku Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD di Kabupaten
Sidaorjo



195

Gambar 5 : Wawancara Bersama ,1bu Nur Aini, S.KM selaku Perangkat
Daerah Pelaksana Urusan LPPD di Kabupaten Sidaorjo

Gambar 6 : Wawancara Bersama ibu Tyas Kurnia Sari selaku
Perangkat Daerah Pelaksana Urusan LPPD di Kabupaten Sidaorjo



Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara Narasumber 1

Subjek

Penelitian

Pihak yang bertanggungjawab dalam Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di Kabupaten Sidoarjo,

Dalam Hal ini Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kabupaten Sidoarjo.

Daftar Pertanyaan

No Variabel No Pertanyaan Jawaban

1 Strategi 1 | Strategi apasaja | Bagian Pemerintahan dalam proses
yang penyusunan LPPD, khususnya
dilaksanakan pengumpulan data berupa capaian
oleh Bagian | dan bukti dukung dari Perangkat
Pemerintahan Daerah  Penyelenggara  Urusan
selaku Pemerintahan sejak tahun 2021

Sekretariat
Pelaporan LPPD
dalam
Pelaksanaan

LPPD di
Kabupaten
Sidaorjo
sehingga  Skor
LPPD
Kabupaten
Sidoarjo selalu
meningkat dari
dari tahun ke
tahun?

telah membangun sistem Informasi
berbasis elektronik, yakni melalui
Website Portal Data Kinerja yang
telah  dibangun oleh Bagian
Pemerintahan Bersama dengan
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sidoarjo, adapun di
dalam website tersebut telah
dibentuk fitur-fitur yang
memudahkan proses monitoring dan
evaluasi data dari pimpinan
tertinggi sampai  dengan  staf
pelaksana. Selain itu kami juga
melakukan evaluasi internal yang
melibatkan pihak eksternal sebelum
dilakukan evaluasi oleh tim
evaluator LPPD, yang kami sebut
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No

Variabel

No

Pertanyaan

Jawaban

dengan istilah Pra-Evaluasi. Pra
evaluasi sendir dilakukan 4 kali,
yang pertama evaluasi dilakukan
oleh tim APIP, kedua oleh BPKP
Provinsi Jawa Timur, Ketiga oleh
PD Pelaksana Urusan Provinsi Jawa
Timur, dan yang Keempat oleh
Direktorat Jendral Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri, hal ini
untuk  meminimalisir  adanya
kekeliruan pemahaman tentang
rumus maupun data yang diperlukan
dan untuk menggali potensi
peningkatan capaian Kkinerja yang
dilaksanakan oleh PD Pelaksana.

Siapa saja yang
terlibat  dalam
pelaksanaan

Dalam Pembangunan Sistem Portal
Data Kinerja, Dinas Komunikasi
dan informatika Kabupaten Sidoarjo

strategi memiliki penting karena selaku

penyusunan yang melakukan Pembangunan

LPPD di | sistem. Untuk kegiatan Pra-evaluasi

Kabupaten yang dilibatkan antara lain,

Sidoarjo? Inspektorat Kabupaten Sidoarjo,
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) Provinsi
Jawa Timur, PD pelaksana Urusan
LPPD Provinsi Jawa Timur dan
Direktorat Jendral Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri

3 | Sudah  berapa | Sejak Tahun 2021, yakni pelaporan

lama  Strategi | LPPD di tahun 2020 yang

tersebut dilaporkan tahun 2021 sehingga

diterapkan untuk saat ini sudah berjalan 3

dalam tahun.

penyusunan

LPPD di

Kabupaten

Sidoarjo?

4 | Apakah Bagian Pemerintahan  memiliki
kewenangan/ peran sebagai pengoordinasi segala

peran Bapak/ibu
dalam

pelaksanaan yang berkenaan dengan
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No | Variabel No Pertanyaan Jawaban
pelaksanaan peningkatan  kualitas  pelaporan
Strategi LPPD di Kabupaten Sidoarjo
penyusunan
LPPD di
Kabupaten
Sidoarjo?

5 | Bagaimana Untuk mata anggaran khusus
Avrsitektur pelaksanaan LPPD melekat pada
Anggaran dalam | anggaran pelaksanaan  Otonomi
pelaksanan Daerah, vyang mana  untuk
Strategi pelaksanaan Pembangunan website
penyusunan portal data kami tidak
LPPD di | menganggarkan karena memang
Kabupaten dari  Diskominfo  menyediakan
Sidoarjo? layanan Pembangunan website bagi
Apakah ada | Perangkat Daerah, adapun kami
anggaran menganggarkan  khusus  untuk
khusus? memberikan honorarium bagi pihak
a. Jika ada | eksternal bagian pemerintahan yang
anggaran di | melakukan pra evaluasi untuk
peruntukan kegiatan LPPD
untuk kegiatan
apa?

b. Jika ada,
darimana
sumbernya?
6 | Apakah ada | Selama ini, Kelemahannya strategi

masalah terkait
dengan anggaran
dalam
pelaksanaan

penyusunan LPPD adalah
kurangnya  anggaran,  karena
memang dalam pelaksanaan strategi
ini yang terpenting adalah kegiatan

strategi pendampingan dan pra-evaluasi,
penyusunan dimana dalam pelaksanaanya kita
LPPD di | harus menganggarkan honorarium
Kabupaten bagi masing-masing evaluator,
Sidoarjo? sehingga apabila anggaran ini tidak
“goal” atau tidak lolos dalam
pembahasan  TAPD,  kegiatan
strategi  penyusunan LPPD tidak

dapat dilaksanakan
7 | Sarana dan | Karena pelaporan LPPD yang
Prasarana diisikan oleh PD Pelaksana
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No | Variabel No Pertanyaan Jawaban

apasaja  yang | dilakukan melalui Website, maka
dimiliki dalam | staf pelaksana yang bertugas
menunjang menginput data harus dapat
pelaksanaan mengoprasikan Komputer. Adapun
strategi selama ini tidak pernah ada
penyusunan complain  mengenai  kesulitan
LPPD di | pengisian karena selain sudah
Kabupaten dilakukan pelatihan inputing data,
Sidoarjo? computer sudah tersedia di tiap-tiap
menurut kantor di Kabupaten Sidoarjo, dan
bapak/ibu apabila ada kesulitan pengisian
bagaimana kami menyediakan pendampingan
tentang pengisian melalui ruang Komputer
kecukupan dan | di Kantor BKD Kabupaten Sidoarjo.
kesesuaian

sarana dan

prasarana

tersebut?

8 | Berapa jumlah | Di tahun 2021 kemarin jumlah staf
pegawai internal | pelaksana yang terlibat
Bagian melaksanakan penyusunan LPPD
Pemerintahan sebanyak 4 Orang, adapun untuk
yang menangani | saat ini dikarenakan adanya mutasi
langsung strategi | staf yang melaksanakan adalah 3
penyusunan orang, ini sangat kurang karena
LPPD di | melihat jJumlah Urusan yang diampu
Kabupaten oleh Kabupaten Sidoarjo sebanyak
Sidoarjo? 123 IKK
menurut
Bapak/ibu
apakah  sudah
sesuai  jumlah
personil  dalam
menangani
penyusunan
LPPD di
Kabupaten
Sidoarjo?

9 | Menurut Karena pelaksaan pelaporan sudah
Bapak/ibu, berbasis elektronik, kami berharap
apakah perlu | seluruh staf yang menangani
tenaga  khusus | merupakan staf yang dapat
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No | Variabel No Pertanyaan Jawaban
untuk mengoprasikan computer dengan
melaksanakan baik
strategi
penyusunan
LPPD di
Kabupaten
Sidoarjo?

2 | Implementasi | 1 | Bagaimana alur | Yang pertama dilakukan pengisian

Strategi pelaksanaan melalui aplikasi Website Portal

strategi Data Kinerja berbasis elektronik,
penyusunan selanjutnya dilakukan Pra evaluasi
LPPD di | untuk meningkatkan mutu dan
Kabupaten capaian Pelaporan urusan
Sidoarjo? pemerintahan

2 | Apa yang | Kalua  daerah lain untuk
membedakan pengumpulan data kemungkinan
Strategi ada yang masih manual dan belum
Penyusunan banyak yang menerapkan Pra
LPPD di | Evaluasi
Kabupaten
Sidoarjo dengan
penyusunan
LPPD pada
umumnya?

3 | Kapan mulai | Strategi dilaksanakan mulai saat
dilaksanakan berakhirnya masa anggaran tahun n,
tahapan strategi | yakni awal tahun selanjutnya atau
penyusnan Tahun n+1, semisal akan dilakukan
LPPD di | penyusuanan LPPD tahun 2023,
Kabupaten maka dilakukan pada 1 januari
Sidoarjo? 2024,

4 | Apakah Sudah | Time line kami susun pertahun
disusun timeline | dengan memperhatikan perkiraan
pelaksanaan hari libur serta beberapa kegiatan
Strategi laianya yang bersamaan dengan
Penyusunan pelaporan LPPD
LPPD di
Kabupaten
Sidoarjo?

5 | Jika iya, Apakah | Belum ada penetapan Timeline
sudah terdapat | secara baku, namun sudah kami

produk hukum
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No | Variabel No Pertanyaan Jawaban
yang mengatur | susun SOP pelaksanaan Penyusunan
pelaksanaan LPPD di Kabupaten Sidoarjo
Tahapan Strategi
Penyusunan
LPPD di
Kabupaten
Sidoarjo?

6 | Jika iya, dalam | Dalam bentuk Surat Keputusna
bentuk produk | Kepala Daerah
hukum apa?

7 | Dalam rangka | Pada awal tahun akan dilaksnakan
penyampaian penyusunan  pelaporan  LPPD,
Strategi kepada | bagian pemerintahan melakukan
OPD pelaksana | sosialisasi  tentang tata cara
LPPD, metode | pengisian di Portal Data Kinerja
apa yang | (terutama bagi petugas pengisian
digunakan? baru) dan penyampaian jadwal pra

evaluasi

3 | Kekuatan 1 | Apa yang | Menurut saya, yang menjadi
menjadi kekuatan kami adalah menerapkan
kekuatan dalam | sistem informasi Portal Data
pelaksanaan Kinerja yang berbasis Online
penyelenggaraan | tentunya harus didukung oleh
Strategi adanya jaringan internet yang
penyusunan memadai, bukan hanya di Bagian
LPPD di | Pemerintahan selaku Sekretariat
Kabupaten Pengumpulan data, tetapi juga
Sidoarjo? disetiap kantor-kantor Perangkat

Daerah yang melaksanakan Urusan
LPPD. Kondisi daerah di Kabupaten
Sidoarjo yang sudah seluruhnya
terfasilitasi internet memudahkan
proses pengumpulan data berbasis
online maka dalam hal itu kami
memanfaatkan fasilitas yang sudah
tersedia.

4 | Kelemahan 1 | Apa yang | Selama ini, Kelemahannya strategi
menjadi penyusunan LPPD adalah
kelemahan kurangnya anggaran, karena
dalam memang dalam pelaksanaan strategi

pelaksanaan
penyelenggaraan

ini yang terpenting adalah kegiatan
pendampingan dan pra-evaluasi,
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No | Variabel No Pertanyaan Jawaban
Strategi dimana dalam pelaksanaanya Kkita
penyusunan harus menganggarkan honorarium
LPPD di | bagi masing-masing evaluator,
Kabupaten sehingga apabila anggaran ini tidak
Sidoarjo? “goal” atau tidak lolos dalam
pembahasan  TAPD,  kegiatan
strategi penyusunan LPPD tidak
dapat dilaksanakan
5 | Peluang 1 | Apa yang | Dengan adanya peraturan
menjadi peluang | pemerintah pusat yang mewajibkan
dalam dilaksanakan penyusunan LPPD
pelaksanaan bagi pemerintah daera termasuk
penyelenggaraan | Kabupaten  Sidaorjo, Bagian
Strategi Pemerintahan selaku Sekretariat
penyusunan penyusunan LPPD dapat melakukan
LPPD di | penekanan terhapa perangkat daerah
Kabupaten pelaksana LPPD, sehingga strategri
Sidoarjo? penyusunan LPPD dapat
dilaksanakan dengan maksimal
6 | Ancaman 1 | Apa yang | Ancaman yang dihadari oleh bagian
menjadi pemerintahan  adalaha  adanya
ancaman dalam | perubahan yang menangani LPPD
pelaksanaan atau Rotasi, yang mana informasi
penyelenggaraan | tidak  tercampaikan,  sehingga
Strategi menyebabkan pelankasanaan
penyusunan penyusunan LPPD tidak maksimal
LPPD di
Kabupaten
Sidoarjo?

Pedoman Wawancara Narasumber 2

Subjek

Penelitian

Tim Penyusun atau staf pelaksana yang menangani penyusunan

Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
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(LPPD) di Kabupaten Sidoarjo, Dalam Hal ini Staf Bagian
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Daftar Pertanyaan

No | Variabel No Pertanyaan Candra Kasiatun
Yuniarti, S.IP
1 | Strategi 1 | Bagaimaan Pelaksanaan Di Kabupaten
pelaksanaan penyusunan Sidoarjo telah
Penyusunan LPPD dilaksanakan
LPPD di dikabupaten penyusunan
Kabupaten sidaorjo LPPD dengan
Sidoarjo? dilaksanakan melibatkan
secara online | evaluator internal
dengan dan eksternal
melibatkan
evalautor
internal dan
eksternal
2 | Apakah terdapat | Ada, yakni Ada,
Strategi Khusus | berbasis online | menggunakan
Dalam metode aplikasi
pelaksanaan
penyusunan

dokumen LPPD
di Kabupaten

Sidoarjo?

3 | Siapa saja yang Yang terlibat Hampir seluruh
terlibat dalam antara lain Perangkat
pelaksanaan OPD Deerah terlibat
strategi pelaksana dalam
penyusunan urusan LPPD, | pelaksanaan
LPPD di Evaluator penyusunan
Kabupaten LPPD, dan LPPD
Sidoarjo? penysun

dokumen
LPPD

4 | Sudah berapa Sejak tahun Pelaksanaan
lama Strategi 2021 pertama Kkali
tersebut yakni tahun
diterapkan dalam 2022,

penyusunan melaporkan
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No | Variabel No Pertanyaan Candra Kasiatun
Yuniarti, S.IP
LPPD di capaian tahun
Kabupaten 2021
Sidoarjo?

5 | Apakah Sebagai tim Sebagai tim
kewenangan/ penyususn penyususn
peran Bapak/ibu | dokumen dokumen LPPD
dalam LPPD
pelaksanaan
Strategi
penyusunan
LPPD di
Kabupaten
Sidoarjo?

6 | Apakah ada Ada Setiap tahun
masalah terkait kekhawatiran | perlu
dengan anggaran | anggaran di dialokasikan
dalam kepras pada anggaran untuk
pelaksanaan tahun hororaium guna
strategi anaggran pendampingan
penyusunan perlangsung, dan pra-evalausi
LPPD di sehingga tidak | LPPD, namun
Kabupaten maksila seringkali
Sidoarjo? pelaksanaan anggaran di

staregi kepras
penyusunan
LPPD

7 | Sarana dan Diperlukan Diperlukan
Prasarana komputer dan | komputer dan
apasaja yang jaringan jaringan internet
dimiliki dalam internet yang | yang memadai
menunjang memadai
pelaksanaan
strategi
penyusunan
LPPD di
Kabupaten
Sidoarjo?
menurut
bapak/ibu
bagaimana

tentang
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disusun timeline
pelaksanaan
Strategi
Penyusunan
LPPD di
Kabupaten
Sidoarjo?

No | Variabel No Pertanyaan Candra Kasiatun
Yuniarti, S.IP
kecukupan dan
kesesuaian
sarana dan
prasarana
tersebut?
2 | Implementasi | 1 | Bagaimanaalur | Sudah Sudah terlaksana
Strategi pelaksanaan terlaksana dengan baik
strategi sesuai dengan
penyusunan yang susun
LPPD di alam timeline
Kabupaten walaupun
Sidoarjo? beberapa
tanggalnya ada
yang melesekt
dikarenakan
faktor
eksternal

2 | Apayang Sistemnya Sistemnya online
membedakan online dan ada | dan ada
Strategi praevaluasi praevaluasi
Penyusunan
LPPD di
Kabupaten
Sidoarjo dengan
penyusunan
LPPD pada
umumnya?

3 | Kapan mulai Sejak bulan Sejak bulan
dilaksanakan desember, desember, dan
tahapan strategi | sesaau awal tahun
penyusnan LPPD | sebelum tahun | sesaau sebelum
di Kabupaten anggaran tahun anggaran
Sidoarjo? barakhir barakhir

4 | Apakah Sudah sudah Sudah dibentuk

dan disampaikan
ke OPD




206

No | Variabel No Pertanyaan Candra Kasiatun
Yuniarti, S.IP

5 | Jikaiya, Apakah | Sudah ada Sudah ada SOP
sudah terdapat SOP
produk hukum
yang mengatur
pelaksanaan
Tahapan Strategi
Penyusunan
LPPD di
Kabupaten
Sidoarjo?

6 | Jikaiya, dalam Keputusan Keputusan
bentuk produk Kepala Daerah | Kepala Daerah
hukum apa?

7 | Dalam rangka Dilakukan Dilakukan
penyampaian dengan dengan surat,
Strategi kepada | bersurat, desk | sosialisai dan
OPD pelaksana | dan pendekatan
LPPD, metode komunikasi personal, agar
apa yang personal penyampaian
digunakan? dpat

tersampaikan
dengan maksimal

3 | Kekuatan 1 | Apayang Saya rasa Yang menjadi
menjadi motivasi juga | kekuatasn dalam

kekuatan dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan
Strategi
penyusunan
LPPD di
Kabupaten
Sidoarjo?

menjadi unsur
terpenting,
karena untuk
apa membuat
strategi yang
baik tetapi
pelaksana
dalam hal ini
aparatur yang
melaksanakan
tidak memiliki
motivasi
dalam
menjalankan
strategi atau
tugasnya
masing-

menjalankan
Strategi
pelaksanaan
penyusunan
LPPD di
Kabupaten
Sidoarjo, dalam
hal ini mulai dari
pengumpulan di
Portal Data
Kinerja sampai
dengan
pelaksanaan
pendampingan
serta pra-evaluasi
adalaha motivasi
dari Aparatur
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menjadi peluang
dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan
Strategi

peluang adalah
adanya sistem
internet yang
memadai

No | Variabel No Pertanyaan Candra Kasiatun
Yuniarti, S.IP
masing, maka | Perangkat
dari itu saya Daerah
piker kami Pelaksana dan
disini selaku Tim penyusunan
Tim LPPD karena itu
penyusunan sangat
LPPD di berpengaruh
Kabupaten terhadap lancar
Sidaorjo atau tidaknya
memiliki strategi dapat
motivasi untuk | dilakukan,
terus terlebih ini
melaksanakan | adalah evaluasi
meninkatan yang
dalam disampaikan
melaksanakan | kepada
tiap-tiap pemerintah
urusan sesuai | pusat, yang
tugasnya dinilai secara
masing- nasional
masing dengan
baik
4 | Kelemahan 1 | Apayang Ada Setiap tahun
menjadi kekhawatiran | perlu
kelemahan dalam | anggaran di dialokasikan
pelaksanaan kepras pada anggaran untuk
penyelenggaraan | tahun hororaium guna
Strategi anaggran pendampingan
penyusunan perlangsung, dan pra-evalausi
LPPD di sehingga tidak | LPPD, namun
Kabupaten maksila seringkali
Sidoarjo? pelaksanaan anggaran di
staregi kepras
penyusunan
LPPD
5 | Peluang 1 | Apayang Yang menjadi | Peluang dalam

pelaksanaan
strategi
penyusunan
LPPD adalah
tupoksi bagian
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No | Variabel No Pertanyaan Candra Kasiatun
Yuniarti, S.IP
penyusunan oemerintahan
LPPD di yang diatu dalam
Kabupaten perbup tupoksi
Sidoarjo? sebagi
koordinator
neyusunan
dokumen LPPD
6 | Ancaman 1 | Apayang Ancaman yang | Yang kami

menjadi ancaman
dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan
Strategi
penyusunan
LPPD di
Kabupaten
Sidoarjo?

dihadari oleh
bagian
pemerintahan
adalaha
adanya
perubahan
yang
menangani
LPPD atau
Rotasi, yang
mana
informasi
tidak
tercampaikan,
sehingga
menyebabkan
pelankasanaan
penyusunan
LPPD tidak
maksimal

takutkan sebagai
ancaman adalah
adanya hacker
yang
mengganggu
sistem keamanan
di portal data
kinerja, karena
saat ini Portal
Data Kinerja
selain sebagai
media
pengumpulan
data, juga
sebagai
penyimpanan
arsip pelaporan
LPPD, yang
mana apabila
data itu hilang,
kami juga
kerepotan dalam
menyusun
kembali data-
data dari
Perangkat
Daerah
Pelaksana LPPD




Pedoman Wawancara Narasumber 3

Subjek
Penelitian

Organisasi Perangkat Daerah yakni pegawai/operator dalam
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organisasi perangkat daerah yang bertugas dalam mengumpulkan data

Kinerja Capaian LPPD kepada Tim Penyusun atau staf pelaksana di

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Daftar Pertanyaan

Tyas
No| Variabel | No| Pertanyaan Mohammad) - Nur Aini, Ku):nia Dini Chaya,
Lukman, SE S.KM S.Kom
Sari, SE
Pelaksanaan Penggunaa
LPPD di n website
Kabupaten portal data
Sidoarjo kinerja
sudah sangat
sangat membantu
Bagaimaan memudahka untuk
pelaksanaan n mengukur
. Penyusunan | pelaksanaan | efektif dan capaian .
1 Strategi 1 . . o efektif
LPPD di pengumpula efisien kinerja
Kabupaten n data. OPD baik
Sidoarjo? Karena IKK
berbasis outcome
elektronik maupun
sehingga IKK
bisa diakses output,
kapanpun juga dapat
dimanapun. digunakan
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Tyas

. Mohammad| Nur Aini, . Dini Chaya,
No| Variabel No| Pertanyaan Kurnia
Lukman, SE S.KM . S.Kom
Sari, SE
sebagai
progres
capaian
kinerja di
tahun
Apakah
kewenangan/
peran Sebagai Perangkat Perangkat Perangkat
Bapak/ibu penyediaan Daerah Daerah Daerah
dalam data dlam Pelaksana Pelaksana Pelaksana
2 | pelaksanaan hal ini Urusan Urusan Urusan
Strategi capaian dan LPPD di LPPD di LPPD di
penyusunan bukti Kabupaten | Kabupaten Kabupaten
LPPD di dukung Sidoarjo Sidoarjo Sidoarjo
Kabupaten
Sidoarjo?
Menurut Sudah Penyusuna
Bapak!/ ibu, optimal strategi n LPPD .
strategi
apakah karena penyusunan | kabupaten
. L penyusunan
strategi memudahka | LPPD oleh Sidoarjo
) LPPD oleh
penyusunan n bagian merupakan )
] ) bagian
LPPDyang | pengumpula | pemerintaha wujud .
. ) ) pemerintaha
dilakukan n data dan n tidak kerjasama .
. . . L n tidak
oleh bagian evaluasi terkait dan sinergi .
3 _ terkait
pemerintahan yang langsung antar OPD
. ) ) langsung
optimal dilakukan dengan sebagai
. . dengan
dalam rangka berlapis capaian perangkat ]
. . L capaian
meningkatka | meminimali kinerja di daerah o
) . . kinerja di
n capaian sir adanya masing- pelaksana :
S . ) masing-
kinerja di kekeliruan masing urusan .
. masing OPD
Kabupaten | data dan tim OPD LPPD
Sidoarjo? evaluator dengan




211

Tyas

pemdampin

. Mohammad| Nur Aini, . Dini Chaya,
No| Variabel No| Pertanyaan Kurnia
Lukman, SE S.KM . S.Kom
Sari, SE
eksternal bagian
memberikan pemerintah
masukan an sebagai
dalam pembina
bentuk penyusuna
Upaya n LPPD
peningkatan yang sesuai
capaian dengan
ketentuan
berjalan
optimal,
dibuktikan
hasil
laporan
LPPD
kabupaten
Sidoarjo
menempati
urutan ke 2
terbaik di
Jawa Timur
di tahun
2023.
Pedoman
Apakah ) Belum.
teknis .
terdapat . Sudah Ada, sudah Strategi
selama ini )
pedoman cukup dilakukan penyusunan
Implement . belum ) ) o
. teknis dalam . dimengerti sosialisasi LPPD telah
2 asi 4 tersedia, ) o o
. pelaksanaan bagaimana | dari bagian | tersosialisasi
Strategi . namun ) .
Strategi o cara input pemerintah | kan kepada
sosialisasi )
penyusunan d data di an OPD.
an
LPPD di portal data
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- Tyas -
No| Variabel | No| Pertanyaan Mohammad| - Nur Aini, Kurnia Dini Chaya,
Lukman, SE S.KM S.Kom
Sari, SE
Kabupaten gan
Sidoarjo? dilakukan
Jika Ada, dengan
apakah sudah sangat
dilakukan maksimal,
sosialisasi? perlu
Jika Belum, disusun
apakah panduan
menuruh teknis,
saudara perlu karena
disusun apabila ada
panduan mutasi atau
teknis rotasi
penyusunan pegawai
LPPD? memudahka
n untuk staf
baru
melakukan
dan
memahami
inputing
data dalam
website
Portal Data
Kinerja
Apakah Setiap Awal Sudah,
Sudah Tahun, Telah Penyusunan
disusun Bagian -Ada-. terdapat timeline
3 timeline pemerintaha T-lmellne- jadwal pelaksanaan
pelaksanaan n telah disusun di penyusuna stragtegi
Strategi menyampai awal tahun n LPPD penyusunan
Penyusunan kan LPPD
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Tyas
. Mohammad| Nur Aini, y . Dini Chaya,
No| Variabel No| Pertanyaan Kurnia
Lukman, SE S.KM . S.Kom
Sari, SE
LPPD di Timeline sangatlah
Kabupaten jadwal penting dan
Sidoarjo? pelaksanaan diperlukan
penginputan sebagai
dan Pra pedoman
evaluasi pelaksanaan
penyusunan
di tahun
berjalan.
) Pada
Kapan mulai .
. minggu
dilaksanakan
pertama
tahapan . .
] januari -
strategi Pada tahun | Di tribulan 1
2 sudah Awal tahun
penyusnan ) N-1 tahun 2024
. dilaksnakan
LPPD di o
Sosialisasi
Kabupaten
o Penyusunan
Sidoarjo?
LPPD
Yang selain Seperti yang
menjadi sarana dan Kekuatan bisa dilihat
Apa yang . .
e kekuatan prasarana bagi diseluruh
menjadi .
dalam yang pelaksanaa kantor di
kekuatan . )
dal pelaksanaan memadai, n strategi Kabupaten
alam
penyusunan motivasi penyusuna Sidaorjo,
pelaksanaan .
LPPD pegawai n lppd sudah
3 | Kekuatan | 1 | penyelenggar )
. khususnya khususnya adalah hampir
aan Strategi
pengumpula aparatur kemampua seluruh
penyusunan .
] n data yang n Aparatur di
LPPD di .
berbasis melaksanak | menyusun Kabupaten
Kabupaten ] B ] ]
o Online an urusan strategi itu Sidaorjo
Sidoarjo? . .
melalui LPPD sendiri telah
Sistem sangat difasilitasi
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Tyas
No| Variabel | No| Pertanyaan Mohammad| - Nur Aini, Kuinia Dini Chaya,
Lukman, SE S.KM S.Kom
Sari, SE
Informasi penting dengan
Portal Data utnuk Komputer
Kinerja dibangun, dan Laptop,
adalah karena karena
adanya tanpa hal memang
jaringan tersebut, sebagian
internet di sebaik sistem
seluruh apapun pemerintaha
wilayah strategi n sudah
Kabupaten | pelaksanaan berbasis
Sidoarjo, LPPD tidak online.
khususnya dapat Sedangkan
jaringan dilaksanaka untuk
ditiap-tiap n perangkat
Perangkat komunikasi
Daerah, lainya, kami
sehingga berkoordinas
pengumpula i dengan
n data bisa Dinas
dilakukan Komunikasi
darimana dan
saja dan Informatika
kapan saja, Kabupaten
tidak Sidaorjo
mengharusk untuk
an penggunaan
dilakukan ya
tatap muka
dan di jam
kerja saja
Kelemaha Apa yang Kelemahan Yang Adanya Adanya
4 n ! menjadi nya adalah menjadi perubahan perubahan
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Tyas
. Mohammad| Nur Aini, y . Dini Chaya,
No| Variabel No| Pertanyaan Kurnia
Lukman, SE S.KM . S.Kom
Sari, SE
kelemahan adanya kelemahan indikator indikator
dalam rotasi adalah pelaksanaa dalam
pelaksanaan pegawai kurangnya n LPPD pelaporn
penyelenggar yang motivasi LPPD
aan Strategi meangani aparatur
penyusunan LPPD prnginput
LPPD di adata
Kabupaten LPPD,
Sidoarjo? karena
sebaik
apapun
disusun
strategi, jika
pelaksanany
a tidak
dapat
maksimal
melaksanak
an maka
tidak akan
dapat
terlaksana
Peluang Pelaksanaa
Apa yang Peluan
o yang sangat n
menjadi . ) tersebut
dimanfaatka | pendampin
peluang Adanya adalah
o noleh gan secara )
dalam jaringan . tupoksi yang
. Bagian terusmener
5 Peluang 1 | pelaksanaan internet . sudah
Pemerintah us yang .
penyelenggar yang ditetapkan
. . an selaku lama- o
aan Strategi meadai . menjadikan
sekretariat kelamaan .
penyusunan tidak aada
] penyusunan akan )
LPPD di lagi
LPPD membentuk
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Tyas
. Mohammad| Nur Aini, y. Dini Chaya,
No| Variabel No| Pertanyaan Kurnia
Lukman, SE S.KM . S.Kom
Sari, SE
Kabupaten adalah Perangkat | tumpangtind
Sidoarjo? membangun daerah ih tupoksi
sistem menjadi
informasi mandiri
berbasis
elektronik,

yang sangat
memudahka
n kami
selaku
Perangkat
Daerah
Pelaksana
urusan
LPPD
dalam
menyampai
kan data
kepada
Bagian
Pemerintah
an, karena
biasa
diakses
kapan saja
dan dimana
saja, tidak
kaku harus
dilakukan
dengan
metode

tatap muka
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Tyas
. Mohammad| Nur Aini, y . Dini Chaya,
No| Variabel No| Pertanyaan Kurnia
Lukman, SE S.KM . S.Kom
Sari, SE
Adanya
perubahan
indikator,
baik
perubahan
Kendala rumus,
dalam maupun
pelaksanaan perubahan
strategi Sejauh ini, indikator
penyusunan adanya keseluruhan
Apa yang LPPD portal data menjadi
menjadi diantaranya membantu sebuah
ancaman kesulitan kami di ancaman
dalam terpenuhiny OPD. bagi
anggaran
pelaksanaan a sumber Katuka pelaksanaan
yang .
6 | Ancaman | 1 | penyelenggar data ol data itu penyusunan
seringkali
aan Strategi | kependidika g dibutuhkan LPPD di
) terbatas .
penyusunan n dari dimanapun, | Kabupaten
LPPD di Kementeria tetap kami Sidoarjo,
Kabupaten n Agama bisa karena
Sidoarjo? Kabupaten mengakses | terbatasnya
Sidoarjo nya kemampuan
(peserta Perangkat
didik usia Daerah
PAUD maupun
(RA/BA), Bagian

pemerintaha
untuk
mengartikan
dari adanya
perubahan
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Tyas
. Mohammad| Nur Aini, y. Dini Chaya,
No| Variabel No| Pertanyaan Kurnia
Lukman, SE S.KM . S.Kom
Sari, SE
indikator
yang ada

Pedoman Wawancara Narasumber 4
Subjek Penelitian
Organisasi Perangkat Daerah yang bertigas melakukan verifikasi kesesuaian data yang ad

Pelaksana LPPD. Dalam hal ini yakni TIM APIP Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

No Variabel No Pertanyaan Dinda Andyarta Putra Yawandae,
A.Md.Akun.
1 Strategi 1 Bagaimaan Pelaksanaan LPPD di Kabupaten

pelaksanaan
Penyusunan LPPD di
Kabupaten Sidoarjo?

Sidoarjo sudah sangat memudahkan
pelaksanaan evaluasi data. Karena
berbasis elektronik sehingga hasil
evalusi dapat dimonitoring langsung
oleh pimpinan dan PD yang
dievaluasi dapat langsung
menindaklanjuti hasil evaluasi yang
ada

Sebagai tim evaluator internal
Kabupaten Sidoarjo

2 | Apakah kewenangan/
peran Bapak/ibu
dalam pelaksanaan
Strategi penyusunan
LPPD di Kabupaten

Sidoarjo?
3 | Menurut Bapak/ ibu, | Sudah optimal memudahkan
apakah strategi pelaksanaan evaluasi data. Karena

meningkatkan
capaian kinerja di

penyusunan LPPD
yang dilakukan oleh
bagian pemerintahan
optimal dalam rangka

Kabupaten Sidoarjo?

berbasis elektronik sehingga hasil
evalusi dapat dimonitoring langsung
oleh pimpinan dan PD yang
dievaluasi dapat langsung
menindaklanjuti hasil evaluasi yang
ada dan Pra- evaluasi yang dilakukan
berlapis meminimalisir adanya
kekeliruan data dan tim evaluator
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eksternal memberikan masukan
dalam bentuk Upaya peningkatan
capaian

Implementasi Apakah terdapat Pedoman teknis selama ini belum

Strategi pedoman teknis tersedia, namun sosialisasi dan
dalam pelaksanaan pemdampingan dilakukan dengan
Strategi penyusunan sangat maksimal, perlu disusun
LPPD di Kabupaten panduan teknis, karena apabila ada
Sidoarjo? mutasi atau rotasi pegawai
Jika Ada, apakah memudahkan untuk staf baru
sudah dilakukan melakukan dan memahami inputing
sosialisasi? data dalam website Portal Data
Jika Belum, apakah Kinerja
menuruh saudara
perlu disusun
panduan teknis
penyusunan LPPD?

Apakah Sudah Setiap Awal Tahun, Bagian
disusun timeline pemerintahan telah menyampaikan
pelaksanaan Strategi Timeline jadwal pelaksanaan
Penyusunan LPPD di | penginputan dan Pra evaluasi
Kabupaten Sidoarjo?

Kapan mulai Pada minggu pertama januari sudah
dilaksanakan tahapan | dilaksnakan Sosialisasi Penyusunan
strategi penyusnan LPPD

LPPD di Kabupaten

Sidoarjo?

Kekuatan Apa yang menjadi Bisa dikatakan bahwa kekuatan kami
kekuatan dalam untuk dapat terus melaksanakan
pelaksanaan strategi penyusunan LPPD yaitu
penyelenggaraan adanya dasar hukum yang jelas
Strategi penyusunan tentang masing-masing tugas pokok
LPPD di Kabupaten dan fungsi, sehingga kami selaku
Sidoarjo? sekretariat penyusunan dokumen

LPPD dalam menyusun strategi juga
memperhatikan masing-masing tugas
pokok dan fungsi

Kelemahan Apa yang menjadi Yang menjadi kelemalah

kelemahan dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan
Strategi penyusunan
LPPD di Kabupaten
Sidoarjo?

pelaksanaan strategi penyusunan
LPPD di Kabupaten Sidoarjo adalah
kurangnya skill yang disebabkan oleh
adanya rotasi pegawai yang
menangani LPPD di Perangkat
Daerah, menyebabkan adanya
pergantian orang baru dimana tidak
tersampaiakannya informasi tata cara
penginputan data di Portal Data
Kinerja dan juga aparatur baru
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seringkali tidak memahami maksud
indikator LPPD, serta saat dilakukan
pendampingan orang yang hadir beda
dengan yang menangani, sehingga
informasi tidak tersampaikan
maksimal

5 Peluang Apa yang menjadi Peluangnya adalah sudah terjalin
peluang dalam komunikasi yang baik dengan para
pelaksanaan evalautor pusat an daerah, sehingga
penyelenggaraan dalam pelaksanaan penyusunan
Strategi penyusunan kegiatan koordinasi mudah
LPPD di Kabupaten dilaksanakan
Sidoarjo?

6 | Ancaman Apa yang menjadi Menurut hemat saya, berdasar

ancaman dalam
pelaksanaan
penyelenggaraan
Strategi penyusunan
LPPD di Kabupaten
Sidoarjo?

sharing juga dibanding dengan
daerah lain, penyusunan LPPD
Sidoarjo sudah relatif baik, bahkan
menjadi percontohan sehingga
menurut saya tidak terdapat ancaman
yang serius
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